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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

Mengingat

NOMOR 206/PMK.02 /2021
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN
KEBERATAN, KERINGANAN, DAN PENGEMBALIAN

PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16, Pasal 37,
dan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2020
tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan,
Keringanan, dan Pengembalian Penerimaan Negara Bukan
Pajak, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan
tentang Petunjuk Teknis Pengajuan dan Penyelesaian
Keberatan, Keringanan, dan Pengembalian Penerimaan

Negara Bukan Pajak;

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008, Nomor 166 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang

Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara
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Menetapkan

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);
Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2020 tentang
Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan,
Keringanan, dan Pengembalian Penerimaan Negara
Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6564);

Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang
Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 1031);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PETUNJUK
TEKNIS PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN,
KERINGANAN, DAN PENGEMBALIAN PENERIMAAN NEGARA
BUKAN PAJAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya
disingkat PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang
pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat
langsung maupun tidak langsung atas layanan atau
pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh
negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan,
yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar
penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam

mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.



10.

11.

2021, No.1470

PNBP Terutang adalah kewajiban PNBP dari Wajib Bayar
kepada Pemerintah Pusat yang wajib dibayar pada waktu
tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negara
yang ditentukan oleh Menteri selaku Bendahara Umum
Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara
dan membayar seluruh pengeluaran negara.

Surat Ketetapan PNBP adalah surat dan/atau dokumen
yang menetapkan jumlah PNBP Terutang meliputi Surat
Ketetapan PNBP Kurang Bayar, Surat Ketetapan PNBP
Nihil, dan Surat Ketetapan PNBP Lebih Bayar.

Instansi  Pengelola PNBP adalah instansi yang
menyelenggarakan pengelolaan PNBP.

Mitra Instansi Pengelola PNBP adalah badan yang
membantu Instansi Pengelola PNBP melaksanakan
sebagian kegiatan pengelolaan PNBP yang menjadi tugas
Instansi Pengelola PNBP berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Wajib Bayar adalah orang pribadi atau badan dari dalam
negeri atau luar negeri, yang mempunyai kewajiban
membayar PNBP sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pimpinan Instansi Pengelola PNBP adalah Bendahara
Umum Negara atau Pimpinan Kementerian/Lembaga
yang memegang kewenangan sebagai pengguna
anggaran/pengguna barang.

Pejabat Kuasa Pengelola PNBP adalah pejabat yang diberi
kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas dan fungsi
Pimpinan Instansi Pengelola PNBP dalam pengelolaan
PNBP yang menjadi tanggung jawabnya, serta tugas lain
terkait PNBP sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang keuangan negara.

Pemeriksaan PNBP adalah kegiatan untuk mencari,

mengumpulkan, mengolah data, dan/atau keterangan
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12.

(1)

lain serta kegiatan lainnya dalam rangka pengawasan
atas kepatuhan pemenuhan kewajiban PNBP
berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang
PNBP.

Instansi Pemeriksa adalah badan yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pengawasan keuangan negara dan pembangunan

nasional.

Pasal 2
Pengajuan keberatan, keringanan, dan pengembalian
yang dilakukan oleh badan usaha ditandatangani oleh
pimpinan badan usaha.
Wajib Bayar dapat memberikan kuasa kepada pihak yang
dikuasakan dalam pengajuan keberatan, keringanan,
dan pengembalian PNBP yang dibuktikan melalui surat
kuasa.
Wajib Bayar berupa orang pribadi yang telah meninggal
dunia, pengajuan  keberatan, keringanan, dan
pengembalian PNBP dapat dilakukan oleh ahli waris
Wajib Bayar.
Wajib Bayar yang dinyatakan pailit, pengajuan
keberatan, keringanan, dan pengembalian PNBP
dilakukan  sesuai dengan  ketentuan = peraturan
perundang-undangan mengenai kepailitan.
Pengajuan keberatan, keringanan, dan pengembalian
PNBP juga dapat dilakukan oleh pihak yang sah sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II
KEBERATAN PNBP

Bagian Kesatu

Dasar Pengajuan Keberatan PNBP

Pasal 3
Wajib Bayar dapat mengajukan keberatan PNBP kepada



(2)

2021, No.1470

Instansi Pengelola PNBP.

Keberatan PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diajukan terhadap:

a. Surat Ketetapan PNBP Kurang Bayar;

b. Surat Ketetapan PNBP Nihil; atau

c. Surat Ketetapan PNBP Lebih Bayar,

yang diterbitkan oleh Instansi Pengelola PNBP
berdasarkan laporan hasil Pemeriksaan PNBP.

Instansi Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) merupakan Pejabat Kuasa Pengelola
PNBP sesuai kewenangan dan tugas yang diatur dalam
Peraturan Menteri mengenai tata cara pengelolaan PNBP.
Pengajuan keberatan PNBP sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat diajukan dalam hal terdapat perbedaan
antara jumlah PNBP yang dihitung oleh Wajib Bayar
dengan jumlah PNBP yang ditetapkan oleh Pejabat Kuasa
Pengelola PNBP.

Pengajuan keberatan terhadap Surat Ketetapan PNBP
Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a dapat dilakukan setelah Wajib Bayar melakukan
pembayaran paling sedikit sejumlah PNBP Terutang yang
telah disetujui oleh Wajib Bayar dalam pembahasan
akhir hasil Pemeriksaan PNBP.

Bagian Kedua

Batas Waktu Pengajuan Keberatan PNBP

Pasal 4

Pengajuan keberatan PNBP sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (1) disampaikan dalam waktu paling
lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal Surat
Ketetapan PNBP diterbitkan.

Batas waktu pengajuan keberatan PNBP sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal Wajib
Bayar dapat membuktikan bahwa jangka waktu tersebut
tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar

kemampuan Wajib Bayar atau kondisi kahar.
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Pengecualian batas waktu pengajuan keberatan PNBP
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling
lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Ketetapan PNBP
diterbitkan.

Pasal 5

Keadaan di luar kemampuan Wajib Bayar atau kondisi
kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2)
meliputi:
a. bencana; atau
b. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Pejabat

Kuasa Pengelola PNBP.
Keadaan di luar kemampuan Wajib Bayar atau kondisi
kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi dalam
waktu 3 (tiga) bulan sejak Surat Ketetapan PNBP
diterbitkan.
Keadaan di luar kemampuan Wajib bayar atau kondisi
kahar yang merupakan keadaan bencana sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa bencana alam,
bencana non alam, dan/atau bencana sosial yang
ditetapkan sesuai dengan = ketentuan = peraturan
perundang-undangan di  bidang  penanggulangan
bencana.
Keadaan di luar kemampuan Wajib Bayar atau kondisi
kahar yang merupakan keadaan lain berdasarkan
pertimbangan Pejabat Kuasa Pengelola PNBP
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan
suatu keadaan di luar kemampuan Wajib Bayar yang
berdasarkan penilaian objektif Pejabat Kuasa Pengelola
PNBP dapat dinyatakan sebagai suatu keadaan benar-
benar di luar kemampuan Wajib Bayar dan
menyebabkan Wajib Bayar tidak dapat memenuhi batas
waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
Keadaan lain berdasarkan pertimbangan Pejabat Kuasa
Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b antara lain:

a. lokasi Wajib Bayar berada di remote area;
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b. tidak ada fasilitas internet; dan/atau
c. adanya akuisisi Wajib Bayar oleh perusahaan lain,
yang menyebabkan Wajib Bayar terkendala mengajukan

keberatan PNBP dan melengkapi dokumen pendukung.

Bagian Ketiga

Persyaratan dan Prosedur Pengajuan Keberatan PNBP

Pasal 6
Pengajuan keberatan PNBP sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (1) disampaikan melalui surat
pengajuan keberatan PNBP yang paling sedikit memuat
informasi mengenai identitas Wajib Bayar, alasan
pengajuan keberatan PNBP, dan jumlah keberatan PNBP
yang diajukan.
Surat pengajuan keberatan PNBP sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai
berikut:
a. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia;
dan
b. ditandatangani oleh Wajib Bayar atau pihak yang
dikuasakan.
Satu surat pengajuan keberatan PNBP hanya dapat
diajukan untuk satu Surat Ketetapan PNBP.
Contoh format surat pengajuan keberatan PNBP
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7
Surat pengajuan keberatan PNBP sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 ayat (1) dilengkapi dengan dokumen
pendukung berupa:
a. kopi Surat Ketetapan PNBP;
b. kopi bukti penerimaan negara, berupa bukti setor
atau sarana administrasi lain yang dipersamakan

dengan bukti pembayaran atas Surat Ketetapan
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PNBP Kurang Bayar sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (2) huruf a, dalam hal PNBP Terutang
kurang bayar; dan
c. rincian perhitungan jumlah PNBP Terutang yang
dibuat oleh Wajib Bayar disertai penjelasan atas
perbedaan perhitungan Wajib Bayar.
Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf ¢ dapat berupa rincian formulasi perhitungan
jumlah PNBP Terutang yang dibuat oleh Wajib Bayar dan
disertai dengan penjelasan yang menjadi dasar
perhitungan Wajib Bayar yang mengakibatkan jumlah
perhitungan PNBP Terutang berbeda dengan jumlah yang
ditetapkan dalam Surat Ketetapan PNBP.

Pasal 8

Dalam hal terdapat keadaan di luar kemampuan Wajib

Bayar atau kondisi kahar sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 ayat (2), surat pengajuan keberatan PNBP yang

disampaikan Wajib Bayar dilengkapi dengan dokumen

pendukung berupa:

a. kopi Surat Ketetapan PNBP;

b. kopi bukti penerimaan negara, berupa bukti setor
atau sarana administrasi lain yang dipersamakan
dengan bukti pembayaran atas Surat Ketetapan
PNBP Kurang Bayar sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (2) huruf a, dalam hal PNBP Terutang
kurang bayar;

c. rincian perhitungan jumlah PNBP Terutang yang
dibuat oleh Wajib Bayar disertai penjelasan atas
perbedaan perhitungan Wajib Bayar; dan

d. surat keterangan dari instansi yang berwenang
untuk keadaan bencana sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a atau surat
pernyataan Wajib Bayar dan bukti terkait untuk
keadaan lain berdasarkan pertimbangan Pejabat
Kuasa Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b.
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Surat keterangan dari instansi yang berwenang untuk
keadaan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d dapat berupa:

a. asli surat keterangan dari pihak kepolisian yang
menyatakan kondisi kahar berupa huru-hara,
kerusuhan massal, kebakaran, dan lainnya;

b. asli surat keterangan dari instansi pemerintah yang
melaksanakan tugas penanggulangan bencana
untuk keadaan kahar atau kondisi di luar
kemampuan Wajib Bayar berupa bencana alam;

c. asli surat keterangan dari instansi terkait untuk
keadaan kahar berupa bencana non alam; dan/atau

d. salinan keputusan kepala daerah tentang penetapan
suatu daerah dalam status bencana.

Surat pernyataan Wajib Bayar sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf d merupakan asli surat pernyataan

bermaterai yang ditandatangani oleh Wajib Bayar.

Contoh surat pernyataan Wajib Bayar sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran huruf

A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Menteri ini.

Pasal 9
Surat pengajuan keberatan PNBP disampaikan kepada
Pejabat Kuasa Pengelola PNBP, melalui:
a. penyampaian secara langsung melalui loket
penerimaan surat atau petugas penerima surat;
b. pos atau perusahaan jasa pengangkutan/ ekspedisi;
atau
c. penyampaian melalui surat elektronik (e-mail) atau
aplikasi persuratan yang disediakan oleh Instansi
Pengelola PNBP.
Penyampaian surat pengajuan keberatan PNBP
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau huruf
c diberikan tanda bukti penerimaan surat secara
langsung, secara elektronik, maupun melalui notifikasi

sistem.
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Penyampaian surat pengajuan keberatan PNBP melalui
pos atau perusahaan jasa pengangkutan/ekspedisi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibuktikan
dengan tanggal yang tercantum dalam bukti pengiriman

surat.

Pasal 10

Pejabat Kuasa Pengelola PNBP menerbitkan surat
penolakan terhadap pengajuan keberatan PNBP yang
melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (1) atau ayat (3).

Surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diterbitkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah
surat pengajuan keberatan PNBP diterima.

Surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

bersifat final.

Bagian Keempat

Uji Kelengkapan Dokumen Pengajuan Keberatan PNBP

Pasal 11

Atas pengajuan keberatan PNBP yang dilakukan oleh
Wajib Bayar, Pejabat Kuasa Pengelola PNBP melakukan
uji kelengkapan dokumen pendukung menggunakan
formulir kelengkapan dokumen pendukung.

Dalam hal berdasarkan uji kelengkapan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dokumen pendukung belum
lengkap, Pejabat Kuasa Pengelola PNBP menyampaikan
surat permintaan kelengkapan dokumen pendukung
kepada Wajib Bayar dalam jangka waktu paling lambat 7
(tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat pengajuan
keberatan PNBP diterima.

Wajib Bayar menyampaikan kelengkapan dokumen
pendukung yang diminta oleh Pejabat Kuasa Pengelola
PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan
disertai surat pengantar yang ditandatangani oleh Wajib

Bayar atau pihak yang dikuasakan sebelum batas waktu
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sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) atau ayat
(3) berakhir.

Apabila Wajib Bayar tidak menyampaikan kelengkapan
dokumen dalam batas waktu sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), Pejabat Kuasa Pengelola PNBP
menerbitkan surat penolakan.

Surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
diterbitkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah
batas waktu pengajuan keberatan PNBP berakhir.

Surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
bersifat final.

Contoh formulir uji kelengkapan dokumen sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan contoh surat penolakan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam
Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kelima

Proses Penelitian Keberatan PNBP

Pasal 12

Dalam hal berdasarkan uji kelengkapan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dokumen pendukung

telah lengkap, Pejabat Kuasa Pengelola PNBP melakukan
penelitian atas substansi keberatan PNBP yang diajukan
oleh Wajib Bayar.

Dalam rangka penelitian sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Pejabat Kuasa Pengelola PNBP berwenang

untuk:

a. meminta dan/atau meminjam buku, catatan, data,
dan informasi dalam bentuk salinan cetak dan/atau
digital kepada Wajib Bayar terkait dengan materi
pengajuan keberatan PNBP melalui penyampaian
surat permintaan dan/atau peminjaman buku,
catatan, data, dan informasi;

b. mengonfirmasi Wajib Bayar dan/atau pihak yang

terkait atas hal-hal yang berkaitan dengan materi
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keberatan PNBP yang diajukan; dan/atau
c. meninjau tempat atau lokasi usaha Wajib Bayar,

termasuk tempat lain yang berkaitan dengan materi

keberatan PNBP yang diajukan jika diperlukan.
Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dimulai paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak
dokumen pendukung diterima lengkap sampai dengan 14
(empat belas) hari kerja sebelum batas waktu penetapan
surat keberatan PNBP oleh Pejabat Kuasa Pengelola
PNBP.

Pasal 13

Wajib Bayar harus memenuhi permintaan dan/atau
peminjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat
(2) huruf a paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung
sejak surat permintaan dan/atau peminjaman diterima.
Batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terhitung sejak tanggal penerimaan surat permintaan
dan/atau peminjaman yang tertera dalam bukti
penerimaan dokumen, notifikasi surat elektronik, atau
notifikasi sistem.

Dalam hal Wajib Bayar tidak memenuhi permintaan
dan/atau peminjaman dalam batas waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) baik sebagian maupun
seluruhnya, permohonan keberatan PNBP diproses

berdasarkan data yang diterima.

Pasal 14
Konfirmasi atas hal-hal yang berkaitan dengan materi
keberatan PNBP yang diajukan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b dapat dilakukan melalui
sarana telekomunikasi yang terdokumentasikan, surat
elektronik, dan/atau rapat pembahasan secara luring
maupun daring dengan mengundang Wajib Bayar
dan/atau pihak terkait lainnya.
Pelaksanaan kegiatan peninjauan ke tempat atau lokasi

Wajib Bayar termasuk tempat lain yang terkait
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sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c
dilakukan oleh pegawai yang ditunjuk oleh Pejabat Kuasa
Pengelola PNBP dan dilengkapi dengan surat tugas.

Hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dituangkan dalam berita acara.

Bagian Keenam

Proses Penetapan Keberatan PNBP

Pasal 15
Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 ayat (1), Pimpinan Instansi Pengelola
PNBP atau Pejabat Kuasa Pengelola PNBP menerbitkan
surat penetapan atas keberatan PNBP yang diajukan
Wajib Bayar.
Penetapan atas keberatan PNBP sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk:
a. surat ketetapan keberatan kurang bayar;
b. surat ketetapan keberatan nihil; atau

c. surat ketetapan keberatan lebih bayar.

Pasal 16

Surat ketetapan keberatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 15 ayat (2) diterbitkan atas dasar perhitungan dari
hasil perbandingan Surat Ketetapan PNBP sesuai laporan
hasil pemeriksaan PNBP, jumlah setoran PNBP atas
Surat Ketetapan PNBP, jumlah keberatan PNBP yang
diajukan, dan jumlah keberatan PNBP yang disetujui
atau tidak disetujui.

Surat ketetapan keberatan kurang bayar sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a diterbitkan
dalam hal terdapat kekurangan pembayaran PNBP
setelah membandingkan Surat Ketetapan PNBP sesuai
laporan hasil pemeriksaan PNBP, jumlah setoran PNBP
atas Surat Ketetapan PNBP, jumlah keberatan PNBP
yang diajukan, dan jumlah keberatan PNBP yang

disetujui atau tidak disetujui.
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Surat ketetapan keberatan nihil sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b diterbitkan dalam hal
tidak terdapat selisih pembayaran PNBP setelah
membandingkan Surat Ketetapan PNBP sesuai laporan
hasil pemeriksaan PNBP, jumlah setoran PNBP atas
Surat Ketetapan PNBP, jumlah keberatan PNBP yang
diajukan, dan jumlah keberatan PNBP yang disetujui
atau tidak disetujui.

Surat ketetapan keberatan lebih bayar sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c diterbitkan
dalam hal terdapat kelebihan pembayaran PNBP setelah
membandingkan Surat Ketetapan PNBP sesuai laporan
hasil pemeriksaan PNBP, jumlah setoran PNBP atas
Surat Ketetapan PNBP, jumlah keberatan PNBP yang
diajukan, dan jumlah keberatan PNBP yang disetujui

atau tidak disetujui.

Pasal 17

Pimpinan Instansi Pengelola PNBP atau Pejabat Kuasa
Pengelola PNBP wajib menerbitkan surat penetapan atas
keberatan PNBP yang diajukan Wajib Bayar paling
lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak surat pengajuan
keberatan dan dokumen pendukung diterima secara
lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).
Pimpinan Instansi Pengelola PNBP atau Pejabat Kuasa
Pengelola PNBP menerbitkan surat penetapan atas
keberatan PNBP paling lambat 14 (empat belas) hari
kerja sejak proses penelitian sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 ayat (1) selesai dilakukan.

Penerbitan surat penetapan keberatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) tidak boleh melampaui batas

waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 18
Dalam hal Pimpinan Instansi Pengelola PNBP atau
Pejabat Kuasa Pengelola PNBP tidak mengeluarkan

penetapan sesuai dengan jangka waktu sebagaimana
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dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), permohonan
keberatan PNBP yang diajukan Wajib Bayar dianggap
dikabulkan.

Pimpinan Instansi Pengelola PNBP atau Pejabat Kuasa
Pengelola PNBP wajib menerbitkan penetapan atas
keberatan PNBP yang diajukan oleh Wajib Bayar dalam
jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan terhitung
sejak jangka waktu penetapan atas keberatan PNBP
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) berakhir.
Pimpinan Instansi Pengelola PNBP atau Pejabat Kuasa
Pengelola PNBP yang tidak menerbitkan penetapan atas
keberatan PNB{ sampai dengan jangka waktu yang
ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat
(1) dan ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
disiplin untuk Aparatur Sipil Negara dan di bidang

administrasi pemerintahan.

Pasal 19

Surat ketetapan keberatan PNBP yang diterbitkan oleh
Pimpinan Instansi Pengelola PNBP atau Pejabat Kuasa
Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
ayat (1) dan Pasal 18 ayat (2) merupakan penetapan yang
bersifat final.

Dalam hal Wajib Bayar tidak setuju terhadap penetapan
atas keberatan PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Wajib Bayar dapat mengajukan gugatan melalui
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

Bagian Ketujuh
Pencabutan Keberatan PNBP

Pasal 20
Wajib Bayar dapat mencabut pengajuan keberatan PNBP
sepanjang belum diterbitkan surat penetapan atas
keberatan PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15

ayat (1).
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Pencabutan atas pengajuan keberatan PNBP
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
menyampaikan surat permohonan pencabutan
pengajuan keberatan PNBP secara tertulis kepada
Pejabat Kuasa Pengelola PNBP.
Atas permohonan pencabutan pengajuan keberatan
PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat
Kuasa Pengelola PNBP menerbitkan dan menyampaikan
surat pemberitahuan yang memuat antara lain:
a. penghentian proses penyelesaian keberatan PNBP;
dan/atau
b. informasi PNBP Terutang yang harus dibayarkan,
dalam hal masih terdapat kekurangan pembayaran
atas PNBP yang diajukan keberatan.
Dalam hal permohonan pencabutan keberatan PNBP
diterima sebelum batas waktu pengajuan keberatan
PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1),
Wajib Bayar harus melunasi PNBP Terutang
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling lama
3 (tiga) bulan sejak Surat Ketetapan PNBP Kurang Bayar
diterbitkan.
Dalam hal permohonan pencabutan pengajuan keberatan
PNBP diterima setelah batas waktu pengajuan keberatan
PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1),
Wajib Bayar harus segera melunasi PNBP Terutang
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b.
PNBP Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
meliputi pokok PNBP Terutang beserta sanksi
administratif berupa denda, dalam hal sanksi
adminitratif berupa denda belum dikenakan untuk paling
lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak jatuh
tempo PNBP Terutang.
Apabila Wajib Bayar tidak melunasi PNBP Terutang
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam jangka
waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat
pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

diterbitkan, Pejabat Kuasa Pengelola PNBP melimpahkan
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PNBP Terutang kepada instansi yang berwenang
melakukan pengurusan piutang negara.

Contoh surat permohonan pencabutan pengajuan
keberatan PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedelapan

Tindak Lanjut atas Penetapan Keberatan PNBP

Pasal 21

Berdasarkan surat ketetapan keberatan kurang bayar
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a,
Pejabat Kuasa Pengelola PNBP menerbitkan dan
menyampaikan surat tagihan pertama kepada Wajib
Bayar sebesar pokok PNBP Terutang beserta sanksi
administratif berupa denda.

Apabila Wajib Bayar tidak melunasi PNBP Terutang
dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak
tanggal surat tagihan pertama sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diterbitkan, Pejabat Kuasa Pengelola PNBP
menerbitkan dan menyampaikan surat tagihan kedua
sebesar pokok PNBP Terutang beserta sanksi
administratif berupa denda.

Apabila Wajib Bayar tidak melunasi PNBP Terutang
dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak
tanggal surat tagihan kedua sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) diterbitkan, Pejabat Kuasa Pengelola PNBP
menerbitkan dan menyampaikan surat tagihan ketiga
sebesar pokok PNBP Terutang beserta sanksi
administratif berupa denda.

Apabila Wajib Bayar tidak melunasi PNBP Terutang
dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak
tanggal surat tagihan ketiga sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) diterbitkan, Pejabat Kuasa Pengelola PNBP
melimpahkan PNBP Terutang kepada instansi yang

berwenang melakukan pengurusan piutang negara.
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Sanksi administratif berupa denda sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dikenakan
sebesar 2% (dua persen) per bulan dihitung dari pokok
PNBP Terutang dan bagian dari bulan dihitung 1 (satu)
bulan penuh.

Sanksi administratif berupa denda sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) terhitung sejak PNBP jatuh
tempo sampai dengan surat tagihan diterbitkan dan
dikenakan untuk paling lama 24 (dua puluh empat)
bulan.

Sejak PNBP jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada
ayat (6) merupakan kewajiban PNBP yang belum
dilakukan pembayaran sampai dengan jatuh tempo,
pengenaan denda dilakukan 1 (satu) hari setelah jatuh
tempo sesuai dengan besaran kewajiban yang belum
dibayarkan.

Dalam hal terdapat PNBP Terutang yang pengenaan
sanksi administratif berupa denda sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) belum mencapai 24 (dua puluh
empat) bulan pada saat surat ketetapan keberatan
kurang bayar atau surat tagihan diterbitkan, denda
dihitung sejak surat pengajuan keberatan PNBP diterima

oleh Pejabat Kuasa Pengelola PNBP.

Pasal 22

Dalam hal gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
19 ayat (2) ditolak dan telah memperoleh kekuatan
hukum tetap, berdasarkan putusan pengadilan Pejabat
Kuasa Pengelola PNBP menerbitkan dan menyampaikan
surat tagihan sebesar pokok PNBP Terutang beserta
sanksi administratif berupa denda.

Surat tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diterbitkan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari
kerja sejak putusan diterima.

Apabila Wajib Bayar tidak melunasi tagihan PNBP dalam
jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya

surat tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),



9. 2021, No.1470

Pejabat Kuasa Pengelola PNBP melimpahkan PNBP
Terutang kepada instansi yang berwenang melakukan
pengurusan piutang negara.

(4) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikenakan sebesar 2% (dua
persen) per bulan dihitung dari pokok PNBP Terutang
dan bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh.

(5) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) terhitung sejak PNBP jatuh
tempo sampai dengan surat tagihan diterbitkan dan
dikenakan untuk paling lama 24 (dua puluh empat)
bulan.

(6) Sejak PNBP jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) merupakan kewajiban PNBP yang belum
dilakukan pembayaran sampai dengan jatuh tempo,
pengenaan denda dilakukan 1 (satu) hari setelah jatuh
tempo sesuai dengan besaran kewajiban yang belum

dibayarkan.

Pasal 23
Dalam hal gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
ayat (2) dikabulkan dan telah memperolah kekuatan hukum
tetap, penyelesaian keberatan PNBP dilaksanakan

berdasarkan putusan pengadilan.

Pasal 24

(1) Pejabat Kuasa Pengelola PNBP melimpahkan pengurusan
PNBP Terutang kepada instansi yang berwenang
melakukan pengurusan piutang negara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 20 ayat (7), Pasal 21 ayat (4), dan
Pasal 22 ayat (3) dengan cara menerbitkan surat
penyerahan tagihan PNBP paling lambat 10 (sepuluh)
hari kerja sejak jatuh tempo tagihan terakhir.

(2) Surat penyerahan tagihan PNBP sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) memuat informasi sebagaimana diatur
dalam  ketentuan  perundang-undangan mengenai

pengurusan piutang negara yang sekurang-kurangnya
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memuat:

a. identitas Wajib Bayar;

b. nilai nominal pokok PNBP yang kurang dibayar; dan

c. besaran denda atas pokok PNBP yang kurang
dibayar dihitung sejak jatuh tempo pembayaran
sampai surat tagihan PNBP terakhir diterbitkan.

(3) Dalam hal penyerahan tagihan PNBP berasal dari
putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
22 ayat (1) dan Pasal 23, surat penyerahan tagihan PNBP
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai kopi
putusan pengadilan.

(4) Besaran denda atas pokok PNBP yang kurang dibayar
yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf ¢ merupakan nilai maksimal yang tercantum
dalam surat tagihan PNBP.

(5) PNBP Terutang yang telah dilimpahkan kepada instansi
yang berwenang melakukan pengurusan piutang negara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap dicatat
sebagai piutang PNBP pada Instansi Pengelola PNBP
berdasarkan besaran PNBP pada saat diserahkan dan
diungkapkan secara memadai pada catatan atas laporan

keuangan.

Pasal 25
Tata cara penyampaian surat pengajuan keberatan PNBP
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) berlaku
mutatis mutandis terhadap tata cara penyampaian dokumen
pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3)
dan Pasal 13 ayat (1) dan tata cara penyampaian surat
permohonan pencabutan keberatan PNBP sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2).

Pasal 26
Penagihan oleh Pejabat Kuasa Pengelola PNBP sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 21 dilaksanakan secara simultan
dengan upaya optimalisasi penagihan piutang PNBP sesuai

dengan Peraturan Menteri mengenai tata cara pengelolaan
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PNBP.

(1)

BAB III
KERINGANAN PNBP

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup Permohonan Keringanan PNBP

Pasal 27

Dalam hal tertentu, Wajib Bayar dapat mengajukan
permohonan keringanan PNBP Terutang kepada Instansi
Pengelola PNBP.
Permohonan keringanan PNBP Terutang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Pejabat Kuasa
Pengelola PNBP sesuai kewenangan dan tugas yang
diatur dalam Peraturan Menteri mengenai tata cara
pengelolaan PNBP.
Hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a. keadaan di luar kemampuan Wajib Bayar atau

kondisi kahar;
b. kesulitan likuiditas; dan/atau

c. kebijakan pemerintah.

Pasal 28

Keadaan di luar kemampuan Wajib Bayar atau kondisi
kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3)
huruf a meliputi:

a. bencana; atau

b. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Pejabat

Kuasa Pengelola PNBP.

Keadaan di luar kemampuan Wajib Bayar atau kondisi
kahar yang merupakan keadaan bencana sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa bencana alam,
bencana non alam, dan bencana sosial yang ditetapkan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-

undangan di bidang penanggulangan bencana.
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Keadaan di luar kemampuan Wajib Bayar atau kondisi
kahar yang merupakan keadaan lain berdasarkan
pertimbangan Pejabat Kuasa Pengelola PNBP
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan
suatu keadaan di luar kemampuan Wajib Bayar yang
berdasarkan penilaian objektif Pejabat Kuasa Pengelola
PNBP dinyatakan sebagai suatu keadaan benar-benar di
luar kemampuan Wajib Bayar dan menyebabkan Wajib
Bayar tidak dapat memenuhi batas waktu pembayaran
sesuai dengan ketentuan.
Batas waktu pembayaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) merupakan batas waktu jatuh tempo
pembayaran PNBP Terutang sebagai alasan pengajuan
keringanan PNBP Terutang.
Alasan pengajuan keringanan PNBP Terutang karena
tidak dapat memenuhi batas waktu pembayaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di antaranya:
a. lokasi Wajib Bayar berada di remote area;
b. tidak adanya fasilitas internet;
c. adanya akuisisi Wajib Bayar oleh perusahaan lain;
d. adanya fraud atas rekening Wajib Bayar; dan/atau
e. belum terdapat berita acara rekonsiliasi yang
menjadi dasar penghitungan PNBP Terutang sebagai
akibat adanya kebijakan pembatasan kegiatan

masyarakat karena adanya suatu pandemi.

Pasal 29

Kesulitan likuiditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
27 ayat (3) huruf b merupakan kondisi keuangan Wajib
Bayar yang tidak dapat memenuhi kewajiban jangka
pendek.

Kewajiban jangka pendek sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) merupakan kewajiban yang diharapkan akan
dilunasi dalam waktu 1 (satu) tahun.

Kesulitan likuiditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibuktikan dengan hasil pengujian atas laporan

keuangan, laporan pembukuan, atau dokumen lain yang
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dipersamakan dengan laporan keuangan Wajib Bayar,
paling sedikit untuk tahun berjalan dan 1 (satu) tahun
sebelumnya.

Pengujian atas laporan keuangan, laporan pembukuan,
atau dokumen lain yang dipersamakan dengan laporan
keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
merupakan pengujian dengan melakukan analisis rasio
keuangan antara lain rasio likuiditas berupa rasio lancar
(current ratio), rasio cepat (quick ratio), rasio kas (cash
ratio), dan rasio perputaran kas (cash turnover ratio).
Dalam hal laporan keuangan, laporan pembukuan, atau
dokumen lain yang dipersamakan dengan laporan
keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak
disajikan berdasarkan klasifikasi lancar dan tidak lancar,
pengujian analisis rasio likuiditas mengacu pada praktik

lazim sektor industrinya.

Pasal 30

Kebijakan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 27 ayat (3) huruf ¢ meliputi:

a. kebijakan yang menyebabkan kerugian bagi Wajib
Bayar;

b. kebijakan yang mewajibkan Wajib Bayar untuk
mendukung program nasional dan mengakibatkan
Wajib Bayar tidak mendapatkan keuntungan yang
optimum; dan/atau

c. kebijakan pemberian keringanan PNBP Terutang
kepada Wajib Bayar dengan mempertimbangkan
kearifan lokal, aspek keadilan sosial, budaya, dan
lingkungan.

Kebijakan yang menyebabkan kerugian bagi Wajib Bayar

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain:

a. pemegang ijin usaha yang tidak dapat menjalankan
kegiatan usahanya karena perubahan peraturan
perundang-undangan; atau

b. kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB)

yang membatasi jumlah penumpang dalam sarana
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transportasi umum.

Kebijakan yang mewajibkan Wajib Bayar untuk

mendukung program nasional dan mengakibatkan Wajib

Bayar tidak mendapatkan keuntungan yang optimum

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain:

a. badan usaha bidang infrastruktur yang diberikan
penugasan oleh pemerintah untuk melaksanakan
kegiatan pembangunan infrastruktur; atau

b. badan usaha bidang pertambangan yang diberikan
penugasan oleh pemerintah untuk melaksanakan
kegiatan peningkatan nilai tambah yang memiliki
nilai ekonomi dan sosial yang strategis.

Kebijakan pemberian keringanan PNBP Terutang kepada

Wajib Bayar dengan mempertimbangkan kearifan lokal,

aspek keadilan sosial, budaya, dan lingkungan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c di

antaranya:

a. pemberian keringanan PNBP Terutang bagi
masyarakat kurang mampu atau usaha mikro kecil
(UMK);

b. kebijakan untuk mendukung penerapan teknologi;

c. kebijakan untuk mempercepat pembangunan
daerah; dan/atau

d. kebijakan untuk mendukung kelestarian alam.

Pasal 31
Wajib Bayar tidak dapat mengajukan permohonan
keringanan PNBP Terutang kepada Pejabat Kuasa
Pengelola PNBP berdasarkan ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 27 dalam hal:
a. PNBP Terutang berasal dari putusan pengadilan
yang memiliki kekuatan hukum tetap;
b. PNBP Terutang berdasarkan Surat Ketetapan PNBP
dilakukan secara jabatan; atau
c. PNBP Terutang berdasarkan laporan hasil
pemeriksaan PNBP yang akan diajukan keberatan

PNBP.
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(2) Dalam hal Wajib Bayar mengajukan keringanan PNBP
Terutang untuk kondisi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Pejabat Kuasa Pengelola PNBP menerbitkan
surat penolakan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah

surat permohonan keringanan PNBP Terutang diterima.

Pasal 32
Dalam hal permohonan keringanan PNBP Terutang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) diajukan,
proses penagihan dan pelimpahan atas PNBP Terutang yang
diajukan keringanan kepada instansi yang berwenang

melakukan pengurusan piutang negara ditunda.

Pasal 33
(1) Permohonan keringanan PNBP Terutang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) diajukan untuk
keringanan PNBP Terutang dalam bentuk:
a. penundaan;
b. pengangsuran;
c. pengurangan; dan/atau
d. pembebasan.
(2) Permohonan keringanan PNBP Terutang dapat berupa:
a. keringanan atas pokok PNBP Terutang; dan/atau
b. keringanan atas sanksi administratif berupa denda.
(3) Surat permohonan keringanan PNBP Terutang hanya
dapat diajukan untuk satu bentuk keringanan.
(4) Dalam hal permohonan keringanan PNBP Terutang
dalam bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah
mendapatkan penetapan, Wajib Bayar dapat mengajukan

permohonan keringanan baru.

Pasal 34
(1) Dalam hal Wajib Bayar merupakan Wajib Bayar usaha
mikro dan kecil, surat permohonan keringanan PNBP
Terutang dapat diajukan untuk lebih dari satu bentuk

keringanan.
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Bentuk keringanan PNBP Terutang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

a. penundaan dan pengangsuran;

b. penundaan dan pengurangan; atau

c. pengangsuran dan pengurangan.

Bagian Kedua

Batas Waktu Permohonan Keringanan PNBP

Pasal 35

Permohonan keringanan PNBP Terutang sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) disampaikan paling lambat

sebelum PNBP Terutang dilimpahkan kepada instansi yang

berwenang melakukan pengurusan piutang negara.

(1)

Bagian Ketiga

Persyaratan dan Prosedur Pengajuan Keringanan PNBP

Pasal 36
Permohonan keringanan PNBP Terutang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) diajukan dengan
menyampaikan surat permohonan keringanan PNBP
Terutang yang paling sedikit memuat informasi mengenai
identitas Wajib Bayar, alasan pengajuan keringanan
PNBP, bentuk keringanan PNBP, jumlah PNBP Terutang
yang diajukan keringanan PNBP, dan tanggal jatuh
tempo PNBP Terutang.
Surat permohonan  keringanan PNBP  Terutang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi
persyaratan sebagai berikut:
a. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia;
dan
b. ditandatangani oleh Wajib Bayar atau pihak yang
dikuasakan.
Keringanan PNBP Terutang yang diajukan atas Surat
Ketetapan PNBP Kurang Bayar berdasarkan laporan hasil

pemeriksaan PNBP harus disertai dengan surat
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pernyataan Wajib Bayar atau pihak yang dikuasakan
tidak akan mengajukan keberatan PNBP dan menerima
substansi yang terdapat dalam laporan  hasil

pemeriksaan PNBP.

Pasal 37

Dalam hal permohonan keringanan PNBP Terutang yang

diajukan sebagai akibat keadaan di luar kemampuan

Wajib Bayar atau kondisi kahar sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 27 ayat (3) huruf a, surat permohonan

keringanan PNBP Terutang disertai dengan dokumen
pendukung paling sedikit:

a. surat keterangan dari instansi yang berwenang
untuk keadaan bencana sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a atau surat
pernyataan Wajib Bayar dan bukti terkait untuk
keadaan lain berdasarkan pertimbangan Pejabat
Kuasa Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b;

b. asli surat pernyataan kerugian dari Wajib Bayar
yang disertai perhitungan dan penjelasan; dan

c. surat pernyataan dari Wajib Bayar bahwa PNBP
Terutang yang dimohonkan keringanan tidak dalam
proses peradilan.

Surat keterangan dari instansi berwenang untuk

keadaan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a dapat berupa:

a. asli surat keterangan dari pihak kepolisian yang
menyatakan kondisi kahar berupa huru-hara,
kerusuhan massal, kebakaran, dan lainnya;

b. asli surat keterangan dari instansi pemerintah yang
melaksanakan tugas penanggulangan bencana
untuk keadaan kahar atau kondisi di luar
kemampuan Wajib Bayar berupa bencana alam;

c. asli surat keterangan dari instansi terkait untuk
keadaan di luar kemampuan Wajib Bayar atau

kondisi kahar berupa bencana non alam; dan/atau
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d. salinan keputusan kepala daerah tentang penetapan
suatu daerah dalam status bencana.

Dalam hal permohonan keringanan PNBP Terutang yang

diajukan sebagai akibat kondisi kesulitan likuiditas

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf b,

surat permohonan keringanan PNBP Terutang disertai

dengan dokumen pendukung paling sedikit:

a. salinan laporan keuangan atau laporan pembukuan
paling sedikit untuk tahun berjalan dan satu tahun
sebelumnya, dalam hal Wajib Bayar berupa badan
usaha;

b. dokumen lain yang dipersamakan dengan laporan
keuangan, dalam hal Wajib Bayar perorangan;

c. asli surat pernyataan kesulitan likuiditas atau
keuangan yang ditandatangani oleh Wajib Bayar
atau pihak yang dikuasakan dengan disertai
perhitungan dan penjelasan; dan

d. surat pernyataan dari Wajib Bayar bahwa PNBP
Terutang yang dimohonkan keringanan tidak dalam
proses peradilan.

Dalam hal permohonan keringanan PNBP Terutang yang

diajukan sebagai akibat kondisi kebijakan pemerintah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf c,

surat permohonan keringanan PNBP Terutang harus

disertai dengan dokumen pendukung paling sedikit:

a. kopi dokumen tertulis kebijakan pemerintah baik
berupa  kebijakan  Pemerintah  Pusat atau
Pemerintah Daerah;

b. salinan laporan keuangan atau laporan pembukuan
paling sedikit untuk tahun berjalan dan satu tahun
sebelumnya, dalam hal Wajib Bayar berupa badan
usaha;

c. dokumen lain yang dipersamakan dengan laporan
keuangan, dalam hal Wajib Bayar perorangan; dan

d. surat pernyataan dari Wajib Bayar bahwa PNBP
Terutang yang dimohonkan keringanan tidak dalam

proses peradilan.
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Dalam hal kebijakan pemerintah berupa arahan
Presiden, kopi dokumen tertulis kebijakan pemerintah
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a antara lain
dapat berupa siaran pers (press release) atau berita dari

laman resmi pemerintah.

Pasal 38
Surat permohonan  keringanan PNBP  Terutang
disampaikan kepada Pejabat Kuasa Pengelola PNBP,
melalui:
a. penyampaian secara langsung melalui loket
penerimaan surat atau petugas penerima surat;
b. pos atau perusahaan jasa pengangkutan/ ekspedisi;
atau
c. penyampaian melalui surat elektronik (e-mail)
kedinasan atau aplikasi persuratan yang disediakan
oleh Instansi Pengelola PNBP.
Penyampaian surat permohonan keringanan PNBP
Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
atau huruf c diberikan tanda bukti penerimaan surat
secara langsung, secara elektronik, maupun melalui
notifikasi sistem.
Penyampaian surat permohonan keringanan PNBP
Terutang melalui pos atau  perusahaan  jasa
pengangkutan/ekspedisi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b dibuktikan dengan tanggal yang

tercantum dalam bukti pengiriman surat.

Pasal 39

Pejabat Kuasa Pengelola PNBP menerbitkan surat
penolakan terhadap permohonan keringanan PNBP
Terutang yang diterima setelah PNBP Terutang
dilimpahkan kepada instansi yang berwenang melakukan
pengurusan piutang negara.

Surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diterbitkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah surat

permohonan keringanan PNBP Terutang diterima.
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Bagian Keempat

Uji Kelengkapan Dokumen Permohonan Keringanan PNBP

Pasal 40
Atas permohonan keringanan PNBP Terutang yang
diajukan oleh Wajib Bayar, Pejabat Kuasa Pengelola
PNBP melakukan uji kelengkapan dokumen dengan
menggunakan formulir wuji kelengkapan dokumen
pendukung.
Dalam hal berdasarkan uji kelengkapan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dokumen pendukung belum
lengkap, Pejabat Kuasa Pengelola PNBP menyampaikan
surat permintaan kelengkapan dokumen pendukung
kepada Wajib Bayar dalam jangka waktu paling lambat 7
(tujuh) hari kerja sejak surat permohonan keringanan
PNBP Terutang diterima.
Wajib Bayar menyampaikan kelengkapan dokumen
pendukung yang diminta oleh Pejabat Kuasa Pengelola
PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan
disertai surat pengantar yang ditandatangani oleh Wajib
Bayar atau pihak yang dikuasakan paling lambat 7
(tujuh) hari kerja setelah surat permintaan kelengkapan
dokumen pendukung diterima.
Apabila Wajib Bayar tidak menyampaikan kelengkapan
dokumen pendukung dalam batas waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), Pejabat Kuasa Pengelola PNBP
menerbitkan surat penolakan.
Surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
diterbitkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah batas

waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir.

Bagian Kelima

Proses Penelitian Keringanan PNBP

Pasal 41
Dalam hal berdasarkan uji kelengkapan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dokumen pendukung
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telah lengkap, Pejabat Kuasa Pengelola PNBP melakukan

penelitian atas substansi keringanan PNBP Terutang

yang diajukan oleh Wajib Bayar.

Dalam rangka penelitian sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Pejabat Kuasa Pengelola PNBP berwenang

untuk:

a. meminta dan/atau meminjam buku, catatan, data,
dan informasi dalam bentuk salinan cetak dan/atau
salinan digital kepada Wajib Bayar terkait dengan
materi permohonan keringanan PNBP Terutang yang
diajukan melalui penyampaian surat permintaan
dan/atau peminjaman buku, catatan, data, dan
informasi;

b. mengonfirmasi Wajib Bayar dan/atau pihak yang
terkait atas hal-hal yang berkaitan dengan materi
permohonan keringanan PNBP Terutang;

c. meninjau tempat atau lokasi usaha Wajib Bayar,
termasuk tempat lain yang berkaitan dengan materi
keringanan PNBP Terutang yang diajukan jika
diperlukan;

d. meminta pertimbangan dari aparat pengawasan
intern pemerintah; dan/atau

e. meminta Pemeriksaan PNBP kepada Instansi
Pemeriksa untuk keringanan PNBP Terutang berupa
pengurangan atau pembebasan dengan nilai lebih
dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)

sebagai akibat kondisi kesulitan likuiditas.

Pasal 42

Wajib Bayar harus memenuhi permintaan dan/atau
peminjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat
(2) huruf a paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung
sejak surat permintaan dan/atau peminjaman diterima.

Batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terhitung sejak tanggal penerimaan surat permintaan
dan/atau peminjaman yang tertera pada bukti

penerimaan dokumen, notifikasi surat elektronik, atau
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notifikasi sistem.

Dalam hal Wajib Bayar tidak memenuhi permintaan
dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
baik sebagian maupun seluruhnya, permohonan
keringanan PNBP Terutang diproses berdasarkan data

yang diterima.

Pasal 43

Konfirmasi atas hal-hal yang berkaitan dengan materi
keringanan PNBP Terutang yang diajukan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b dapat
dilakukan melalui sarana telekomunikasi yang
terdokumentasikan, surat elektronik, dan/atau rapat
pembahasan secara luring maupun daring dengan
mengundang Wajib Bayar dan/atau pihak terkait
lainnya.

Pelaksanaan kegiatan peninjauan ke tempat atau lokasi
Wajib Bayar termasuk tempat lain yang terkait
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf c
dilakukan oleh pegawai yang ditunjuk oleh Pejabat Kuasa
Pengelola PNBP dan dilengkapi dengan surat tugas.

Hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dituangkan dalam berita acara.

Bagian Keenam

Proses Persetujuan atau Penolakan Keringanan PNBP

Pasal 44
Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 41 ayat (1), Pejabat Kuasa Pengelola PNBP
menerbitkan surat persetujuan atau  penolakan
keringanan PNBP Terutang yang diajukan Wajib Bayar.
Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan dalam bentuk:
a. penundaan;
b. pengangsuran;

c. pengurangan; dan/atau
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d. pembebasan.

Paragraf 1

Proses Persetujuan atau Penolakan permintaan Keringanan

PNBP berupa Penundaan atau Pengangsuran

Pasal 45
Persetujuan keringanan PNBP Terutang dalam bentuk
penundaan diberikan kepada Wajib Bayar untuk jangka
waktu paling lama 6 (enam) bulan dalam tahun anggaran
berjalan sejak surat persetujuan penundaan ditetapkan.
Persetujuan keringanan PNBP Terutang dalam bentuk
pengangsuran diberikan kepada Wajib Bayar untuk
jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan dalam
tahun anggaran Dberjalan terhitung sejak surat
persetujuan pengangsuran ditetapkan.
Pengangsuran PNBP Terutang sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam
1 (satu) bulan.
Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) melewati tahun anggaran berjalan,
surat persetujuan keringanan PNBP Terutang berupa
penundaan atau pengangsuran harus terlebih dahulu

mendapat pertimbangan Menteri.

Pasal 46
Pejabat Kuasa Pengelola PNBP menyampaikan surat
permintaan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 45 ayat (4) kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal
Anggaran disertai dokumen pendukung.
Surat permintaan pertimbangan kepada Menteri
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit
memuat informasi:
a. identitas Wajib Bayar;
b. bentuk keringanan PNBP Terutang yang diajukan;
c. jumlah PNBP Terutang yang diajukan keringanan

PNBP;
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d. tanggal jatuh tempo PNBP Terutang; dan

e. rekomendasi jangka waktu pemberian penundaan
atau pengangsuran.

Surat permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja

terhitung sejak permohonan keringanan PNBP Terutang

dan dokumen pendukung diterima secara lengkap.

Pasal 47

Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal

Anggaran melakukan penelaahan atas surat permintaan

pertimbangan beserta dokumen pendukung sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1).

Dalam melakukan penelaahan atas surat permintaan

pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Direktorat Jenderal Anggaran dapat:

a. meminta perbaikan administratif;

b. meminta tambahan dokumen/informasi;

c. melakukan konfirmasi kepada Instansi Pengelola
PNBP, Wajib Bayar, dan/atau pihak terkait lainnya;
dan/atau

d. meminta pemeriksaan kepada Instansi Pemeriksa.

Penelaahan atas surat permintaan pertimbangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara

lain dengan mempertimbangkan kondisi keuangan
negara dan pencapaian target PNBP.

Direktur Jenderal Anggaran atas nama Menteri

menerbitkan dan menyampaikan surat pertimbangan

kepada Pejabat Kuasa Pengelola PNBP berdasarkan hasil

penelahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Paragraf 2

Proses Persetujuan atau Penolakan permintaan Keringanan

(1)

PNBP berupa Pengurangan atau Pembebasan

Pasal 48

Persetujuan  keringanan PNBP Terutang berupa
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pengurangan atau pembebasan diterbitkan oleh

Pimpinan Instansi Pengelola PNBP atau Pejabat Kuasa

Pengelola PNBP setelah mendapat persetujuan Menteri.

Untuk mendapatkan persetujuan Menteri sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Pimpinan Instansi Pengelola

PNBP/ pejabat setingkat eselon I atas nama Pimpinan

Instansi Pengelola PNBP menyampaikan permintaan

persetujuan kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal

Anggaran disertai dengan:

a. dokumen pendukung;

b. penjelasan; dan

c. rekomendasi tertulis.

Surat permintaan  persetujuan kepada = Menteri

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit

memuat informasi mengenai:

a. identitas Wajib Bayar;

b. bentuk keringanan PNBP Terutang yang diajukan;

c. jumlah PNBP Terutang yang diajukan keringanan
PNBP;

d. tanggal jatuh tempo PNBP Terutang; dan

e. rekomendasi jumlah pemberian pengurangan atau
pembebasan.

Penjelasan dan rekomendasi tertulis sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dapat

dituangkan dalam surat permintaan persetujuan

keringanan PNBP Terutang atau dalam dokumen yang

terpisah.

Surat permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja

terhitung sejak permohonan keringanan PNBP Terutang

dan dokumen pendukung diterima secara lengkap.

Terhadap permintaan persetujuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) Menteri menetapkan persetujuan

permohonan keringanan PNBP Terutang berupa

pengurangan atau pembebasan.

Kewenangan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat

(6) dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Anggaran untuk
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persetujuan  keringanan PNBP Terutang berupa
pengurangan dan pembebasan dengan nilai sampai

dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 49
Dalam hal keringanan PNBP Terutang berupa
pengurangan atau pembebasan karena kesulitan
likuiditas, Pimpinan Instansi Pengelola PNBP atau
Pejabat Kuasa Pengelola PNBP menerbitkan persetujuan
setelah mendapat pertimbangan pengawasan intern
pemerintah atau rekomendasi Instansi Pemeriksa dan
persetujuan Menteri.
Untuk mendapatkan persetujuan Menteri sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Pimpinan Instansi Pengelola
PNBP/ pejabat setingkat eselon I atas nama Pimpinan
Instansi  Pengelola  PNBP menyampaikan  surat
permintaan persetujuan Menteri kepada Menteri c.q.
Direktur Jenderal Anggaran disertai dengan:
a. dokumen pendukung;
b. penjelasan;
c. rekomendasi tertulis; dan
d. pertimbangan aparat pengawas intern pemerintah
atau rekomendasi Instansi Pemeriksa.
Surat permintaan  persetujuan kepada = Menteri
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit
memuat informasi:
a. identitas Wajib Bayar;
b. bentuk keringanan PNBP Terutang yang diajukan;
c. jumlah PNBP Terutang yang diajukan keringanan
PNBP;
d. tanggal jatuh tempo PNBP Terutang; dan
e. rekomendasi jumlah pemberian pengurangan.
Penjelasan dan rekomendasi tertulis sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dapat
dituangkan dalam surat permintaan persetujuan
keringanan PNBP Terutang atau dalam dokumen yang

terpisah.
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Pimpinan Instansi Pengelola PNBP sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan kewenangan
kepada Pejabat Kuasa Pengelola PNBP paling rendah
setingkat pejabat eselon II untuk menerbitkan
persetujuan.

Surat  permintaan  persetujuan kepada = Menteri
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling
lambat 7 (tujuh) hari sejak pertimbangan aparat
pengawasan intern pemerintah atau rekomendasi
Instansi Pemeriksa diterima oleh Pejabat Kuasa Pengelola
PNBP.

Permintaan rekomendasi kepada Instansi Pemeriksa oleh
Instansi Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan terhadap permohonan keringanan
PNBP Terutang berupa pengurangan atau pembebasan
terhadap kondisi kesulitan likuiditas dengan nilai lebih
dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
Ketentuan dan tata cara pengajuan permintaan
pemeriksaan kepada Instansi Pemeriksa dilaksanakan
sesuai dengan Peraturan Menteri mengenai tata cara

pengelolaan PNBP.

Pasal 50

Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal
Anggaran melakukan penelaahan terhadap permohonan
persetujuan  keringanan PNBP Terutang berupa
pengurangan atau pembebasan beserta dokumen
pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan
Pasal 49.
Dalam melakukan penelaahan atas surat permohonan
persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Direktorat Jenderal Anggaran dapat:
a. meminta perbaikan administratif;
b. meminta tambahan dokumen/informasi;
c. melakukan konfirmasi kepada Instansi Pengelola

PNBP, Wajib Bayar, dan/atau pihak terkait lainnya;

dan/atau
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d. meminta pemeriksaan kepada Instansi Pemeriksa.
Penelaahan atas surat permohonan persetujuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara
lain dengan mempertimbangkan kondisi keuangan
negara dan pencapaian target PNBP.
Dalam hal permohonan keringanan PNBP Terutang
berupa pengurangan atau pembebasan disetujui, Menteri
atau Direktur Jenderal Anggaran atas nama Menteri
menerbitkan surat persetujuan dan menyampaikan
kepada Pimpinan Instansi Pengelola PNBP atau Pejabat
Kuasa Pengelola PNBP.
Dalam hal permohonan keringanan PNBP Terutang
berupa pengurangan atau pembebasan tidak disetujui,
Menteri atau Direktur Jenderal Anggaran atas nama
Menteri menerbitkan surat penolakan dan
menyampaikan kepada Pimpinan Instansi Pengelola
PNBP atau Pejabat Kuasa Pengelola PNBP.
Surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
dapat diterbitkan oleh Menteri atau Direktur Jenderal
Anggaran atas nama Menteri disertai dengan penjelasan
dan disampaikan kepada Pimpinan Instansi Pengelola
PNBP/pejabat setingkat eselon I, dalam hal:
a. tidak memenuhi kriteria substantif; atau
b. hasil pemeriksaan ulang tidak direkomendasikan
untuk diberikan keringanan.
Menteri atau Direktur Jenderal Anggaran atas nama
Menteri dapat menyetujui nilai permohonan
pengurangan atau pembebasan sesuai dengan nilai yang

diajukan atau nilai di bawahnya.

Paragraf 3

Proses Penetapan Keringanan PNBP oleh Instansi Pengelola

(1)

PNBP

Pasal 51
Surat pertimbangan Direktur Jenderal Anggaran

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4) menjadi
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dasar Instansi Pengelola PNBP dalam menerbitkan surat
persetujuan atau  penolakan atas  permohonan
keringanan PNBP Terutang yang diajukan oleh Wajib
Bayar melewati tahun anggaran.

Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak boleh melebihi jangka waktu penundaan atau
pengangsuran yang diberikan oleh Menteri.

Surat persetujuan atau penolakan yang diterbitkan
Menteri atau Direktur Jenderal Anggaran atas nama
Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (6),
Pasal 50 ayat (4), Pasal 50 ayat (5), dan Pasal 50 ayat (6)
menjadi dasar bagi Instansi Pengelola PNBP dalam
menerbitkan surat persetujuan atau penolakan atas
permohonan keringanan PNBP Terutang Dberupa

pengurangan atau pembebasan.

Pasal 52

Pejabat Kuasa Pengelola PNBP menerbitkan:

a. surat persetujuan atau penolakan atas permohonan
keringanan PNBP Terutang berupa penundaan dan
pengangsuran; dan/atau

b. surat tagihan PNBP Terutang,

paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak

dokumen pendukung diterima lengkap.

Dalam hal persetujuan keringanan PNBP Terutang

mensyaratkan pertimbangan Menteri sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4) atau persetujuan

Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1),

Pejabat Kuasa Pengelola PNBP menerbitkan surat

persetujuan atau penolakan dan/atau surat tagihan

PNBP Terutang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja

terhitung sejak pertimbangan atau persetujuan Menteri

diterima.
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Bagian Ketujuh

Tindak Lanjut atas Penetapan Keringanan PNBP Terutang

Paragraf 1

Tindak Lanjut atas Penetapan Keringanan PNBP berupa

Penundaan

Pasal 53
Wajib Bayar wajib melunasi PNBP Terutang sesuai
dengan jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam
surat persetujuan keringanan PNBP Terutang berupa
penundaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat
(2) huruf a.
Apabila Wajib Bayar tidak melunasi PNBP Terutang
sampai dengan berakhirnya jangka waktu penundaan,
Pejabat Kuasa Pengelola PNBP wajib menerbitkan dan
menyampaikan surat tagihan PNBP Terutang sebesar
pokok PNBP Terutang beserta sanksi administratif
berupa denda paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak
berakhirnya masa penundaan.
Sanksi administratif berupa denda sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dikenakan sebesar 2% (dua
persen) per bulan dari pokok PNBP Terutang dan bagian
dari bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh, terhitung sejak
jatuh tempo PNBP Terutang.
Sejak jatuh tempo PNBP Terutang sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) merupakan kewajiban PNBP
yang belum dilakukan pembayaraan sampai dengan
jatuh tempo, pengenaan denda dilakukan 1 (satu) hari
setelah jatuh tempo sesuai dengan besaran kewajiban
yang belum dibayarkan dan dikenakan untuk paling
lama 24 (dua puluh empat) bulan.
Dalam hal Wajib Bayar tidak melunasi PNBP Terutang
dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak
tanggal Surat Tagihan PNBP Terutang diterbitkan,
Pejabat Kuasa Pengelola PNBP melimpahkan PNBP

Terutang kepada instansi yang berwenang melakukan
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pengurusan piutang negara.

Paragraf 2

Tindak Lanjut atas Penetapan Keringanan PNBP berupa

Pengangsuran

Pasal 54
Wajib Bayar wajib melunasi PNBP Terutang sesuai
dengan jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam
surat persetujuan keringanan PNBP Terutang berupa
pengangsuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44
ayat (2) huruf b.
Apabila Wajib Bayar tidak melunasi PNBP Terutang
sampai dengan berakhirnya setiap masa angsuran,
Pejabat Kuasa Pengelola PNBP wajib menerbitkan dan
menyampaikan Surat Tagihan PNBP Terutang sebesar
pokok PNBP Terutang beserta sanksi administratif
berupa denda paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak
berakhirnya masa angsuran.
Sanksi administratif berupa denda sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dikenakan sebesar 2% (dua
persen) per bulan dari pokok PNBP Terutang dan bagian
dari bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh, terhitung sejak
jatuh tempo PNBP Terutang setiap masa angsuran.
Sejak jatuh tempo PNBP Terutang sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) merupakan kewajiban PNBP
yang belum dilakukan pembayaraan sampai dengan
jatuh tempo, pengenaan denda dilakukan 1 (satu) hari
setelah jatuh tempo sesuai dengan besaran kewajiban
yang belum dibayarkan dan dikenakan untuk paling
lama 24 (dua puluh empat) bulan.
Dalam hal Wajib Bayar tidak melunasi PNBP Terutang
dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak
tanggal Surat Tagihan PNBP angsuran terakhir
diterbitkan, Pejabat Kuasa Pengelola PNBP melimpahkan
PNBP Terutang kepada instansi yang berwenang

melakukan pengurusan piutang negara.
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Paragraf 3
Tindak Lanjut atas penetapan keringanan PNBP berupa

Pengurangan

Pasal 55
Wajib Bayar wajib melunasi PNBP Terutang setelah
dikurangi dengan jumlah pengurangan yang ditetapkan
dalam surat persetujuan keringanan PNBP Terutang
berupa pengurangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 44 ayat (2) huruf c.
Apabila Wajib Bayar tidak melunasi PNBP Terutang
sampai dengan 1 (satu) bulan sejak surat persetujuan
keringanan PNBP Terutang diterbitkan, Pejabat Kuasa
Pengelola PNBP wajib menerbitkan dan menyampaikan
Surat Tagihan PNBP Terutang sebesar pokok PNBP
Terutang beserta sanksi administratif berupa denda
paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak batas waktu
pembayaran.
Sanksi administratif berupa denda sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dikenakan sebesar 2% (dua
persen) per bulan dari pokok PNBP Terutang dan bagian
dari bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh.
Pengenaan sanksi administratif berupa denda dilakukan
1 (satu) hari setelah jatuh tempo sesuai dengan besaran
kewajiban yang belum dibayarkan dan dikenakan untuk
paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
Apabila Wajib Bayar tidak melunasi PNBP Terutang
dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak
tanggal Surat Tagihan PNBP diterbitkan, Pejabat Kuasa
Pengelola PNBP melimpahkan PNBP Terutang kepada
instansi yang berwenang melakukan pengurusan piutang

negara.
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Paragraf 4

Tindak Lanjut atas Penetapan Keringanan PNBP Berupa

Penolakan Sebagian atau Seluruhnya

Pasal 56
Dalam hal permohonan besaran keringanan PNBP
Terutang ditolak sebagian atau seluruhnya, surat
persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 44 ayat (1) wajib disertai dengan Surat
Tagihan PNBP Terutang berupa pokok PNBP Terutang
ditambah sanksi adminisratif berupa denda.
Sanksi administratif berupa denda sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikenakan sebesar 2% (dua
persen) per bulan dari pokok PNBP Terutang dan bagian
dari bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh, terhitung sejak
jatuh tempo PNBP Terutang.
Sejak jatuh tempo PNBP Terutang sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) merupakan kewajiban PNBP
yang belum dilakukan pembayaraan sampai dengan
jatuh tempo, pengenaan denda dilakukan 1 (satu) hari
setelah jatuh tempo sesuai dengan besaran kewajiban
yang belum dibayarkan dan dikenakan untuk paling
lama 24 (dua puluh empat) bulan.
Apabila Wajib Bayar tidak melunasi PNBP Terutang
dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak
tanggal surat tagihan PNBP Terutang diterbitkan, Pejabat
Kuasa Pengelola PNBP melimpahkan PNBP Terutang
kepada instansi yang berwenang melakukan pengurusan

piutang negara.

Paragraf 5

Proses Pelimpahan PNBP Terutang kepada Instansi yang

Berwenang melakukan Pengurusan Piutang Negara

Pasal 57
Pejabat Kuasa Pengelola PNBP melimpahkan pengurusan
piutang atas PNBP Terutang kepada instansi yang
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berwenang melakukan pengurusan piutang negara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (5), Pasal 54
ayat (5), Pasal 55 ayat (5), dan Pasal 56 ayat (4) dengan
cara menerbitkan surat penyerahan tagihan PNBP paling
lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak jatuh tempo tagihan
berakhir.
Surat penyerahan tagihan PNBP sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) memuat informasi sebagaimana diatur
dalam  ketentuan  perundang-undangan mengenai
pengurusan piutang negara yang sekurang-kurangnya
berupa:
a. identitas Wajib Bayar;
b. nilai nominal PNBP Terutang yang kurang dibayar;
dan
c. dokumen besaran denda atas pokok PNBP yang
kurang dibayar dihitung 1 (satu) hari setelah tanggal
jatuh tempo pembayaran sampai dengan 1 (satu)
bulan sejak tanggal surat tagihan.
Besaran denda atas pokok PNBP yang kurang dibayar
yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf ¢ merupakan nilai maksimal yang tercantum
dalam Surat Tagihan PNBP.
PNBP Terutang yang telah diserahkan kepada instansi
yang berwenang melakukan pengurusan piutang negara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap dicatat
sebagai piutang PNBP pada Instansi Pengelola PNBP
berdasarkan besaran PNBP pada saat diserahkan dan
diungkapkan secara memadai pada catatan atas laporan
keuangan.
Dalam hal PNBP Terutang tidak dapat diserahkan atau
ditolak oleh instansi yang berwenang mengurus piutang
negara, Pejabat Kuasa Pengelola PNBP melanjutkan
upaya optimalisasi penagihan piutang PNBP sesuai
dengan Peraturan Menteri mengenai tata cara

pengelolaan PNBP.
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Pasal 58
Tata cara penyampaian surat pengajuan keringanan PNBP
Terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1)
berlaku mutatis mutandis terhadap tata cara penyampaian
dokumen pendukung sebagaimana dimaksud Pasal 40 ayat
(3) dan Pasal 42 ayat (1), penyampaian surat pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1), dan
penyampaian surat permintaan persetujuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) dan Pasal 49 ayat (2).

Pasal 59
Penagihan secara tertulis oleh Pejabat Kuasa Pengelola PNBP
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2), Pasal 54 ayat
(2), Pasal 55 ayat (2), dan Pasal 56 ayat (1) dilaksanakan
secara simultan dengan upaya optimalisasi penagihan piutang
PNBP sesuai dengan Peraturan Menteri mengenai tata cara

pengelolaan PNBP.

BAB IV
PENGEMBALIAN PNBP

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup Pengajuan Pengembalian PNBP

Pasal 60

(1) Wajib Bayar dapat mengajukan permohonan
pengembalian atas kelebihan pembayaran PNBP kepada
Instansi Pengelola PNBP.

(2) Instansi Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) merupakan Pejabat Kuasa Pengelola PNBP sesuai
kewenangan dan tugas yang diatur dalam Peraturan
Menteri mengenai tata cara pengelolaan PNBP.

(3) Permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran
PNBP dapat ditujukan kepada pimpinan Mitra Instansi
Pengelola PNBP atau pejabat lain pada Mitra Instansi
Pengelola PNBP yang diberikan kewenangan, dalam hal
pemungutan, penyetoran, dan penagihan PNBP
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dilakukan oleh Mitra Instansi Pengelola PNBP.

Pengembalian atas kelebihan pembayaran PNBP dapat

diajukan dalam hal terdapat:

a. kesalahan pembayaran PNBP;

b. kesalahan pemungutan PNBP oleh Instansi
Pengelola PNBP dan/atau Mitra Instansi Pengelola
PNBP;

c. penetapan Pimpinan Instansi Pengelola PNBP atau
Pejabat Kuasa Pengelola PNBP atas pengajuan
keberatan PNBP;

d. putusan pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum yang tetap;

e. hasil Pemeriksaan PNBP oleh Instansi Pemeriksa;

f. pelayanan yang tidak dapat dipenuhi oleh Instansi
Pengelola PNBP dan/atau Mitra Instansi Pengelola
PNBP secara sepihak; dan/atau

g. ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

Kesalahan pembayaran PNBP sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 60 ayat (4) huruf a, antara lain dapat

berupa:

a. kesalahan penetapan jenis, volume, harga, dan/atau
tarif PNBP; dan/atau

b. kesalahan pembayaran oleh Wajib Bayar atau
kesalahan penyetoran oleh pihak lain.

Kesalahan pemungutan PNBP oleh Instansi Pengelola

PNBP dan/atau Mitra Instansi Pengelola PNBP

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (4) huruf b,

antara lain dapat berupa:

a. kesalahan penetapan jenis, volume, harga, dan/atau
tarif PNBP;

b. kesalahan pemungutan yang seharusnya bukan
PNBP;

c. kesalahan pemungutan untuk kewajiban pihak lain;
dan/atau

d. variabel lainnya dalam perhitungan PNBP.
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Penetapan Pimpinan Instansi Pengelola PNBP atau
Pejabat Kuasa Pengelola PNBP atas pengajuan keberatan
PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (4)
huruf c, berupa surat ketetapan keberatan lebih bayar
yang menegaskan adanya kelebihan bayar berdasarkan
pengajuan keberatan PNBP dari Wajib Bayar.
Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum yang tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal
60 ayat (4) huruf d adalah timbulnya kewajiban negara
untuk mengembalikan PNBP kepada Wajib Bayar
berdasarkan hasil putusan pengadilan yang sudah tidak
dapat diajukan upaya hukum.
Hasil Pemeriksaan PNBP oleh Instansi Pemeriksa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (4) huruf e
adalah adanya kelebihan pembayaran PNBP berdasarkan
hasil Pemeriksaan PNBP oleh Instansi Pemeriksa
terhadap Wajib Bayar yang selanjutnya ditindaklanjuti
dengan penerbitan Surat Ketetapan PNBP Lebih Bayar
oleh Instansi Pengelola PNBP.
Pelayanan yang tidak dapat dipenuhi oleh Instansi
Pengelola PNBP dan/atau Mitra Instansi Pengelola PNBP
secara sepihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60
ayat (4) huruf { antara lain berupa penghentian
pelayanan karena kondisi kahar, kerusakan sarana dan
prasarana yang membutuhkan perbaikan yang relatif
lama, dan/atau dalam rangka mendukung kebijakan
nasional.

Ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 60 ayat (4) huruf g antara lain

dapat berupa:

a. adanya ketentuan peraturan perundang-undangan
yang menyebabkan hilangnya kewenangan
pemungutan jenis dan tarif PNBP oleh Instansi
Pengelola PNBP;

b. adanya ketentuan peraturan perundang-undangan
yang menyebabkan jenis dan tarif PNBP tidak

berlaku;
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ketentuan peraturan perundang-undangan
mengenai pemeriksaan keuangan negara yang
menyebabkan kelebihan pembayaran sesuai hasil
pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;

ketentuan peraturan perundang-undangan
mengenai pengelolaan PNBP yang menyebabkan
kelebihan pembayaran sesuai hasil monitoring atau

verifikasi Pejabat Kuasa Pengelola PNBP.

Bagian Kedua

Batas Waktu Pengajuan Pengembalian PNBP

Pasal 62

Batas waktu permohonan pengembalian atas kelebihan

pembayaran PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal

60 ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c, huruf {, dan huruf

g, tidak melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun sejak

terjadinya kelebihan pembayaran PNBP.

Sejak terjadinya kelebihan pembayaran sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada tanggal:

a.

bukti pembayaran penerimaan negara, bukti setor,
atau sarana administrasi lain yang dipersamakan
dengan bukti pembayaran untuk permohonan
pengembalian atas kelebihan pembayaran PNBP
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (4)
huruf a dan huruf b;

surat ketetapan keberatan lebih bayar yang
ditetapkan oleh Pimpinan Instansi Pengelola PNBP
atau Pejabat Kuasa Pengelola PNBP atas
permohonan keberatan PNBP yang diajukan oleh
Wajib Bayar untuk permohonan pengembalian atas
kelebihan pembayaran PNBP sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 60 ayat (4) huruf c;

surat pemberitahuan tidak dapat melayani Wajib
Bayar baik sebagian atau keseluruhan yang
diterbitkan oleh Pejabat Kuasa Pengelola PNBP atau

Mitra Instansi Pengelola PNBP untuk permohonan
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pengembalian atas kelebihan pembayaran PNBP
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (4)
huruf f;

d. mulai berlakunya ketentuan peraturan perundang-
undangan yang menyebabkan hilangnya
kewenangan pemungutan jenis dan tarif PNBP oleh
Instansi Pengelola PNBP dan/atau yang
menyebabkan jenis dan tarif PNBP tidak berlaku,
untuk permohonan pengembalian PNBP
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (4)
huruf g.

Batas waktu permohonan pengembalian atas kelebihan

pembayaran PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal

60 ayat (4) huruf d dan huruf e tidak melebihi jangka

waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkannya

putusan pengadilan atau diterbitkannya laporan hasil
pemeriksaan PNBP.

Tanggal diterbitkannya laporan hasil pemeriksaan PNBP

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan tanggal

diterbitkannya laporan hasil pemeriksaan PNBP yang
substansinya diajukan permohonan pengembalian PNBP

untuk pertama kali.

Bagian Ketiga

Persyaratan dan Prosedur Pengajuan Pengembalian PNBP

Pasal 63

Wajib Bayar mengajukan surat permohonan
pengembalian atas kelebihan pembayaran PNBP kepada
Pejabat Kuasa Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 60 ayat (2) atau kepada pimpinan Mitra
Instansi Pengelola PNBP atau pejabat lain pada Mitra
Instansi Pengelola PNBP yang diberikan kewenangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) yang
paling sedikit memuat informasi mengenai:

a. identitas Wajib Bayar;

b. dasar pengajuan permohonan pengembalian PNBP;
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dan

c. besaran nilai nominal pengembalian atas kelebihan
pembayaran PNBP yang diajukan.

Surat permohonan pengembalian atas kelebihan

pembayaran PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia;
dan

b. ditandatangani oleh Wajib Bayar atau pihak yang

dikuasakan.

Pasal 64

Pengajuan surat permohonan pengembalian atas

kelebihan pembayaran PNBP sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 63 ayat (1) dilengkapi dengan dokumen
pendukung, paling sedikit:

a. dokumen pendukung atas rincian perhitungan
jumlah kelebihan pembayaran PNBP yang dibuat
oleh Wajib Bayar;

b. dokumen bukti penerimaan negara, bukti setor,
atau sarana administrasi lain yang dipersamakan
dengan bukti pembayaran; dan

c. dokumen lain yang diperlukan.

Dokumen lain yang diperlukan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf c ditentukan berdasarkan alasan

pengajuan permohonan pengembalian kelebihan atas
pembayaran PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal

60 ayat (4), paling sedikit:

a. surat penetapan atas keberatan PNBP dalam hal
pengajuan  pengembalian  didasarkan  alasan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (4)
huruf c;

b. salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan
hukum tetap dalam hal pengajuan pengembalian
didasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 60 ayat (4) huruf d;

c. Surat Ketetapan PNBP Lebih Bayar dalam hal
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pengajuan  pengembalian  didasarkan  alasan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (4)
huruf e;

d. pernyataan bahwa Wajib Bayar tidak mendapat
layanan baik sebagian maupun keseluruhan dalam
hal pengajuan pengembalian didasarkan alasan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (4)
huruf f; atau

e. uraian penjelasan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang menjadi dasar
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran
PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat
(4) huruf g.

Pasal 65
Surat permohonan pengembalian atas kelebihan
pembayaran PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal
63 ayat (1) disampaikan kepada Pejabat Kuasa Pengelola
PNBP atau pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBP atau
pejabat lain pada Mitra Instansi Pengelola PNBP yang
diberikan kewenangan, melalui:
a. penyampaian secara langsung melalui loket
penerimaan surat atau petugas penerima surat;
b. pos atau perusahaan jasa pengangkutan/ ekspedisi;
atau
c. penyampaian secara elektronik melalui surat
elektronik (e-mail) atau aplikasi persuratan yang
disediakan oleh Instansi Pengelola PNBP.
Penyampaian surat permohonan pengembalian atas
kelebihan pembayaran PNBP sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a dan huruf c, diberikan tanda bukti
penerimaan surat secara langsung, secara elektronik,
maupun notifikasi sistem.
Penyampaian surat permohonan pengembalian atas
kelebihan pembayaran PNBP melalui pos atau
perusahaan jasa pengangkutan/ekspedisi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b dibuktikan dengan
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tanggal yang tercantum pada bukti pengiriman surat.

Pasal 66
Pejabat Kuasa Pengelola PNBP menerbitkan surat
penolakan terhadap permohonan pengajuan
pengembalian atas kelebihan pembayaran PNBP yang
melewati batas waktu sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 62 ayat (1) dan ayat (3).
Pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBP atau pejabat
lain pada Mitra Instansi Pengelola PNBP yang diberikan
kewenangan menerbitkan surat penolakan terhadap
permohonan pengajuan pengembalian atas kelebihan
pembayaran PNBP yang melampaui batas waktu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) dan ayat
(3) dan melaporkan kepada Pejabat Kuasa Pengelola
PNBP, dalam hal surat permohonan pengembalian atas
kelebihan permbayaran PNBP diajukan melalui Mitra
Instansi Pengelola PNBP.
Surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) diterbitkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja
setelah surat permohonan pengembalian atas kelebihan
pembayaran PNBP diterima.
Surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

bersifat final.

Bagian Keempat

Prinsip Pengembalian PNBP

Pasal 67
Permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran
PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1)
diperhitungkan sebagai pembayaran di muka atas
jumlah PNBP Terutang berikutnya.
Perhitungan pengembalian PNBP sebagai pembayaran di
muka atas jumlah PNBP Terutang berikutnya

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sejak
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ditetapkannya persetujuan pengembalian atas kelebihan

pembayaran PNBP oleh Pejabat Kuasa Pengelola PNBP.

Pasal 68

Dalam kondisi tertentu, permohonan pengembalian atas

kelebihan pembayaran PNBP dapat diberikan secara

langsung melalui pemindahbukuan.

Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:

a. pengakhiran kegiatan usaha Wajib Bayar;

b. melaksanakan putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap;

c. Wajib Bayar tidak memiliki kewajiban PNBP yang
sejenis secara berulang;

d. apabila pengembalian sebagai pembayaran di muka
atas jumlah PNBP Terutang berikutnya melebihi
jangka waktu 1 (satu) tahun; atau

e. diluar kemampuan Wajib Bayar atau kondisi kahar
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Pasal 69

Kondisi pengakhiran kegiatan wusaha Wajib Bayar

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf a

terpenuhi apabila memenuhi persyaratan antara lain:

a. adanya pencabutan izin wusaha Wajib Bayar
dan/atau pembubaran badan hukum;

b. Wajib Bayar dinyatakan pailit oleh pengadilan;
dan/atau

c. tidak ada transaksi pembayaran atas jenis PNBP
tertentu yang sama dengan jenis PNBP yang
dimintakan pengembalian kelebihan pembayaran
selama 6 (enam) bulan berturut-turut, dihitung
sejak tanggal terakhir kali melakukan pembayaran
kewajiban PNBP.

Kondisi melaksanakan putusan pengadilan yang telah

mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana
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dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf b terpenuhi

apabila terdapat amar putusan berupa pengembalian

PNBP secara tunai.

Kondisi Wajib Bayar tidak memiliki kewajiban PNBP yang

sejenis secara berulang sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 68 ayat (2) huruf c terpenuhi apabila Wajib Bayar

melakukan transaksi PNBP untuk jenis PNBP yang sama

tidak secara rutin.

Transaksi PNBP untuk jenis PNBP yang sama tidak

secara rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

terpenuhi apabila memenuhi persyaratan, antara lain:

a. Wajib Bayar tidak memiliki kewajiban pembayaran
PNBP secara periodik lebih dari 1 (satu) kali dalam 1
(satu) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan atau kontrak untuk jenis
PNBP yang sama; dan/atau

b. belum dapat dipastikan kapan Wajib Bayar
melakukan pembayaran kewajiban berikutnya atas
jenis PNBP yang sama.

Kondisi apabila pengembalian pembayaran di muka atas

jumlah PNBP Terutang berikutnya melebihi jangka waktu

1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68

ayat (2) huruf d dipenuhi apabila nominal kelebihan

PNBP yang dimintakan pengembalian oleh Wajib Bayar

melebihi nilai realisasi pembayaran PNBP tertinggi

selama setahun terakhir.

keadaan di luar kemampuan Wajib Bayar atau kondisi

kahar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat

(2) huruf e terpenuhi dalam hal terjadi kondisi bencana

atau keadaan lain di luar kemampuan Wajib Bayar.
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Bagian Kelima

Persyaratan Tambahan dalam hal Pengembalian PNBP melalui

(1)

Pemindahbukuan

Pasal 70

Dalam hal Wajib Bayar mengajukan permohonan

pengembalian atas kelebihan pembayaran PNBP secara

langsung melalui pemindahbukuan, selain kelengkapan
dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 63 dan Pasal 64, Wajib Bayar menyampaikan

dokumen tambahan berupa:

a. salinan dokumen kepemilikan rekening sesuai
dengan identitas Wajib Bayar;

b. nomor pokok wajib pajak; dan

c. dokumen lain yang diperlukan.

Dalam hal Wajib Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) tidak memiliki nomor pokok wajib pajak dapat

menggunakan nomor pokok wajib pajak bendahara pada

Instansi Pengelola PNBP atau satuan kerja sebagai

pelengkap di kantor pelayanan perbendaharaan negara

(KPPN).

Dokumen lain yang diperlukan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf c, antara lain:

a. salinan surat pencabutan ijin usaha dan/atau
dokumen lainnya yang sah yang menerangkan
berakhirnya kegiatan usaha Wajib Bayar, surat
keterangan tidak terdapat pembayaran selama 6
(enam) bulan berturut-turut dari Instansi pengelola
PNBP atau putusan pailit dari pengadilan untuk
kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat
(1);

b. salinan putusan pengadilan untuk kondisi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2);

c. surat pernyataan tidak memiliki kewajiban PNBP
yang sejenis secara berulang dari Wajib Bayar untuk
kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat

(3) dan ayat (4);
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d. data historis transaksi pembayaran PNBP 1 (satu)
tahun terakhir serta proyeksi pembayaran PNBP
untuk 1 (satu) tahun ke depan, untuk kondisi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (5);
atau

e. surat keterangan dari instansi yang berwenang
untuk kondisi bencana atau surat pernyataan Wajib
Bayar untuk kondisi di luar kemampuan Wajib
Bayar berdasarkan pertimbangan Instansi Pengelola
PNBP untuk kondisi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 69 ayat (6).

Bagian Keenam

Uji Kelengkapan Dokumen Permohonan Pengembalian PNBP

(1)

Paragraf 1

Uji Kelengkapan Dokumen oleh Instansi Pengelola PNBP

Pasal 71

Pejabat Kuasa Pengelola PNBP melakukan uji
kelengkapan dokumen dengan menggunakan formulir
kelengkapan dokumen pendukung permohonan
pengembalian atas kelebihan pembayaran PNBP yang
disampaikan oleh Wajib Bayar sesuai dengan
kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64
dan/atau Pasal 70.

Dalam hal dokumen pendukung tidak lengkap, Pejabat
Kuasa Pengelola PNBP menyampaikan surat permintaan
kelengkapan dokumen kepada Wajib Bayar dalam jangka
waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak surat
permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran
PNBP diterima.

Wajib Bayar menyampaikan kelengkapan dokumen
pendukung sesuai dengan surat permintaan kelengkapan
dokumen dari Instansi Pengelola PNBP sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja

terhitung sejak surat permintaan kelengkapan dokumen
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diterima.

Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) Wajib Bayar tidak menyampaikan
kelengkapan dokumen pendukung, Pejabat Kuasa
Pengelola PNBP menerbitkan surat penolakan paling
lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah batas waktu

penyampaian kelengkapan dokumen berakhir.

Paragraf 2

Uji Kelengkapan Dokumen Pendukung oleh Mitra Instansi

(1)

(3)

(4)

Pengelola PNBP

Pasal 72
Pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBP atau pejabat
lain pada Mitra Instansi Pengelola PNBP yang diberikan
kewenangan melakukan uji kelengkapan dokumen
menggunakan formulir kelengkapan dokumen
pendukung permohonan pengembalian PNBP yang
disampaikan oleh Wajib Bayar kepada Mitra Instansi
Pengelola PNBP sesuai dengan kelengkapan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 64 dan/atau Pasal 70.
Dalam hal dokumen pendukung tidak lengkap, pimpinan
Mitra Instansi Pengelola PNBP atau pejabat lain pada
Mitra Instansi Pengelola PNBP yang diberikan
kewenangan menyampaikan surat permintaan
kelengkapan dokumen kepada Wajib Bayar paling lambat
7 (tuyjuh) hari kerja sejak surat permohonan
pengembalian atas kelebihan pembayaran PNBP
diterima.
Wajib Bayar menyampaikan kelengkapan dokumen
pendukung sesuai dengan surat permintaan kelengkapan
dokumen dari Mitra Instansi Pengelola PNBP
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 7
(tujuh) hari kerja terhitung sejak surat permintaan
kelengkapan dokumen diterima.
Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) Wajib Bayar tidak menyampaikan
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kelengkapan dokumen pendukung, Mitra Instansi
Pengelola PNBP mengembalikan berkas permohonan
pengembalian atas kelebihan pembayaran PNBP kepada
Wajib Bayar.

Pasal 73
Atas penolakan permohonan pengembalian atas kelebihan
pembayaran PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71
ayat (4) dan pengembalian berkas permohonan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 72 ayat (4), Wajib Bayar dapat
mengajukan kembali permohonan pengembalian atas
kelebihan pembayaran PNBP kepada Pejabat Kuasa Pengelola
PNBP atau pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBP atau
pejabat lain pada Mitra Instansi Pengelola PNBP yang
diberikan kewenangan sepanjang belum melewati batas waktu
pengajuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1)

dan ayat (3).

Bagian Ketujuh

Proses Penelitian Permohonan Pengembalian PNBP

Paragraf 1

Proses Penelitian oleh Instansi Pengelola PNBP

Pasal 74

(1) Pejabat Kuasa Pengelola PNBP melakukan penelitian atas
substansi permohonan pengembalian atas kelebihan
pembayaran PNBP yang diajukan oleh Wajib Bayar paling
lambat S5 (lima) hari kerja sejak dokumen pendukung
dinyatakan lengkap.

(2) Penelitian atas substansi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) antara lain penelitian terhadap penghitungan
besaran PNBP dan jumlah pembayaran PNBP.

(3) Dalam rangka penelitian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Pejabat Kuasa Pengelola PNBP berwenang
untuk:

a. meminta dan/atau meminjam buku, catatan, data,
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dan informasi dalam bentuk salinan cetak dan/atau
salinan digital kepada Wajib Bayar terkait dengan
materi permohonan pengembalian PNBP yang
diajukan melalui penyampaian surat permintaan
dan/atau peminjaman buku, catatan, data, dan
informasi;

b. mengonfirmasi Wajib Bayar dan/atau pihak yang
terkait atas hal-hal yang berkaitan dengan dengan
materi permohonan pengembalian atas kelebihan
pembayaran PNBP;

c. meninjau tempat atau lokasi usaha Wajib Bayar,
termasuk tempat lain yang berkaitan dengan materi
pengembalian atas kelebihan pembayaran PNBP jika
diperlukan;

d. meminta pertimbangan dari aparat pengawas intern
pemerintah; dan/atau

e. meminta Instansi Pemeriksa untuk melakukan
Pemeriksaan PNBP terhadap permohonan
pengembalian atas kelebihan pembayaran PNBP
dengan dengan nilai lebih dari
Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dan
besarannya belum diyakini oleh Pejabat Kuasa
Pengelola PNBP.

Dalam hal Dberdasarkan penelitian sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) diperoleh keyakinan bahwa

terdapat kelebihan pembayaran PNBP oleh Wajib Bayar,

Pejabat Kuasa Pengelola PNBP meminta pertimbangan

Menteri.

Permintaan pertimbangan Menteri sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan oleh Kuasa

Pengguna Anggaran.

Permintaan pertimbangan Menteri sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada kantor

pelayanan perbendaharaan negara (KPPN) mitra disertai
dengan kopi bukti penerimaan negara untuk selanjutnya
dilakukan penelitian.

Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
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dilakukan dengan memastikan penerimaan yang
dimintakan pengembalian telah dibukukan oleh Kuasa
BUN.

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud
pada ayat (7) kantor pelayanan perbendaharaan negara
(KPPN) mitra menerbitkan surat keterangan telah
dibukukan.

Surat keterangan telah dibukukan sebagaimana
dimaksud pada ayat (8) disusun sesuai dengan contoh
format dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 75

Wajib Bayar harus memenuhi permintaan dan/atau
peminjaman kelengkapan dokumen pendukung
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) dan
Pasal 74 ayat (3) huruf a paling lambat 7 (tujuh) hari
kerja terhitung sejak surat permintaan dan/atau
peminjaman diterima.

Batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terhitung sejak tanggal penerimaan surat permintaan
dan/atau peminjaman yang tertera pada bukti
penerimaan dokumen, notifikasi surat elektronik, atau
notifikasi sistem.

Apabila Wajib Bayar tidak memenuhi permintaan dalam
batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik
sebagian maupun seluruhnya, permohonan
pengembalian atas kelebihan pembayaran PNBP diproses

berdasarkan data yang diterima.

Pasal 76
Permintaan konfirmasi atas hal-hal yang berkaitan
dengan materi permohonan pengembalian atas kelebihan
pembayaran PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal
74 ayat (3) huruf b dapat dilakukan melalui sarana
telekomunikasi yang terdokumentasikan, surat

elektronik, dan/atau rapat pembahasan dengan
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mengundang Wajib Bayar dan pihak terkait lainnya.
Batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terhitung 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penerimaan
surat permintaan dan/atau peminjaman yang tertera
pada bukti penerimaan dokumen, notifikasi surat
elektronik, atau notifikasi sistem.

Apabila Wajib Bayar tidak memenuhi permintaan dalam
batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) baik
sebagian maupun seluruhnya, permohonan
pengembalian atas kelebihan pembayaran PNBP diproses

berdasarkan data yang diterima.

Pasal 77

Pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBP atau pejabat

lain pada Mitra Instansi Pengelola PNBP yang diberikan

kewenangan melakukan penelitian atas substansi
permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran

PNBP yang diajukan oleh Wajib Bayar paling lambat 5

(lima) hari kerja sejak dokumen pendukung dinyatakan

lengkap berdasarkan hasil uji kelengkapan dokumen

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1).

Penelitian atas substansi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) antara lain penelitian terhadap penghitungan

besaran PNBP dan jumlah pembayaran PNBP.

Dalam rangka penelitian sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBP atau

pejabat lain pada Mitra Instansi Pengelola PNBP yang
diberikan kewenangan berwenang untuk:

a. meminta dan/atau meminjam buku, catatan, data,
dan informasi dalam bentuk salinan cetak dan/atau
salinan digital kepada Wajib Bayar terkait dengan
materi permohonan pengembalian PNBP yang
diajukan melalui penyampaian surat permintaan
dan/atau peminjaman buku, catatan, data, dan
informasi;

b. mengonfirmasi Wajib Bayar dan/atau pihak yang

terkait atas hal-hal yang berkaitan dengan dengan
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materi permohonan pengembalian atas kelebihan
pembayaran PNBP; dan/atau
c. meninjau tempat atau lokasi usaha Wajib Bayar,
termasuk tempat lain yang berkaitan dengan materi
pengembalian atas kelebihan pembayaran PNBP jika
diperlukan.
Dalam hal berdasarkan penelitian sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diperoleh keyakinan bahwa
terdapat kelebihan pembayaran PNBP oleh Wajib Bayar,
pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBP atau pejabat
lain pada Mitra Instansi Pengelola PNBP yang diberikan
kewenangan berkoordinasi dengan Pejabat Kuasa
Pengelola PNBP untuk meminta pertimbangan Menteri.
Permintaan pertimbangan Menteri sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan oleh Kuasa
Pengguna Anggaran.
Permintaan pertimbangan Menteri sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada kantor
pelayanan perbendaharaan negara (KPPN) mitra disertai
dengan kopi bukti penerimaan negara untuk selanjutnya
dilakukan penelitian.
Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
dilakukan dengan memastikan penerimaan yang
dimintakan pengembalian telah dibukukan oleh Kuasa
BUN.
Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud
pada ayat (7) kantor pelayanan perbendaharaan negara
(KPPN) mitra menerbitkan surat keterangan telah
dibukukan.
Surat keterangan telah dibukukan sebagaimana
dimaksud pada ayat (8) disusun sesuai dengan contoh
format dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 78
Wajib  Bayar memenuhi  permintaan  dan/atau

peminjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat
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(3) dan Pasal 77 ayat (3) huruf a paling lambat 7 (tujuh)
hari kerja terhitung sejak surat permintaan dan/atau
peminjaman diterima.

Batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terhitung sejak tanggal penerimaan surat permintaan
dan/atau peminjaman yang tertera pada bukti
penerimaan dokumen, notifikasi surat elektronik, atau
notifikasi sistem.

Apabila Wajib Bayar tidak memenuhi permintaan dalam
batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik
sebagian maupun seluruhnya, permohonan
pengembalian PNBP diproses berdasarkan data yang

diterima.

Pasal 79
Permintaan konfirmasi atas hal-hal yang berkaitan
dengan materi permohonan pengembalian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3) huruf b dapat
dilakukan  melalui sarana telekomunikasi yang
terdokumentasi, surat elektronik, dan/atau rapat
pembahasan dengan mengundang Wajib Bayar dan
pihak terkait lainnya.
Pelaksanaan kegiatan peninjauan ke tempat atau lokasi
usaha Wajib Bayar termasuk tempat lain yang terkait
dengan materi pengembalian PNBP sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3) huruf c dilakukan oleh
pegawai yang ditunjuk oleh pimpinan Mitra Instansi
Pengelola PNBP atau pejabat lain pada Mitra Instansi
Pengelola PNBP yang diberikan kewenangan dan
dilengkapi dengan surat tugas.
Hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dituangkan dalam berita acara.

Pasal 80
Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 77, pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBP
atau pejabat lain pada Mitra Instansi Pengelola PNBP
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yang diberikan kewenangan menyampaikan rekomendasi

tertulis beserta kelengkapan dokumen pendukung surat

permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran

PNBP kepada Pejabat Kuasa Pengelola PNBP.

Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

paling sedikit memuat:

a. kesimpulan hasil penelitian permohonan
pengembalian atas kelebihan pembayaran PNBP;

b. usulan kepada Pejabat Kuasa Pengelola PNBP untuk
dilakukan pemeriksaan oleh Instansi Pemeriksa
atau pertimbangan dari aparat pengawasan intern
pemerintah; dan/atau

c. pertimbangan persetujuan atau penolakan terhadap
permohonan pengembalian atas kelebihan

pembayaran PNBP.

Paragraf 2

Penelitian Usulan Permohonan Pengembalian PNBP oleh

Instansi Pengelola PNBP atas Rekomendasi Mitra Instansi

Pengelola PNBP

Pasal 81

Pejabat Kuasa Pengelola PNBP melakukan penelitian atas
rekomendasi terkait substansi pengembalian PNBP dan
kelengkapan dokumen pendukung yang diajukan oleh
pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBP atau pejabat
lain pada Mitra Instansi Pengelola PNBP yang diberikan
kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat
(1).

Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak
rekomendasi Pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBP

dan dokumen pendukung diterima dengan lengkap.

Pasal 82

Berdasarkan penelitian atas rekomendasi dari Mitra Instansi

Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat
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(1), Pejabat Kuasa Pengelola PNBP dapat meminta:

a.

keterangan dan dokumen lain kepada pimpinan Mitra
Instansi Pengelola PNBP atau pejabat lain pada Mitra
Instansi Pengelola PNBP yang diberikan kewenangan
dan/atau kepada Wajib Bayar;

pertimbangan dari aparat pengawas intern pemerintah;
dan/atau

pemeriksaan kepada Instansi Pemeriksa.

Bagian Kedelapan

Proses Penelitian Permohonan Pengembalian PNBP Melalui

(1)

(2)

Pemindahbukuan

Pasal 83

Pejabat Kuasa Pengelola PNBP berkoordinasi kepada

instansi lain terkait informasi tunggakan Wajib Bayar

kepada negara dalam penelitian permohonan
pengembalian atas kelebihan pembayaran PNBP

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (4).

Tunggakan kewajiban kepada negara sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. PNBP Terutang untuk jenis PNBP yang sama
dan/atau jenis PNBP lainnya yang berkaitan dengan
jenis usaha Wajib Bayar yang terdapat pada Instansi
Pengelola PNBP;

b. PNBP Terutang untuk jenis PNBP yang sama
dan/atau jenis PNBP lainnya yang berkaitan dengan
jenis usaha Wajib Bayar yang terdapat pada Instansi
Pengelola PNBP lain; dan/atau

c. tunggakan lain kepada negara berupa kewajiban

pajak serta kepabeanan dan cukai.

Pasal 84
Pejabat Kuasa Pengelola PNBP dapat berkoordinasi
untuk melakukan penelitian atas tunggakan kewajiban
PNBP terutang Wajib Bayar untuk jenis PNBP yang

berkaitan dengan jenis usaha Wajib Bayar, kepada:
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a. unit internal pada Instansi Pengelola PNBP untuk
penelitian atas kemungkinan adanya tunggakan
untuk jenis PNBP yang sama dan/atau jenis PNBP
lainnya pada Instansi Pengelola PNBP sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) huruf a;

b. Instansi Pengelola PNBP lain yang terkait dan/atau
Menteri untuk penelitian atas kemungkinan adanya
tunggakan untuk jenis PNBP pada Instansi
Pengelola PNBP lain sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 83 ayat (2) huruf b; dan/atau

c. Menteri untuk penelitian atas kemungkinan adanya
tunggakan kewajiban perpajakan serta kepabeanan
dan cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83
ayat (2) huruf c.

Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dapat dilakukan melalui sistem informasi yang

dikelola oleh Kementerian Keuangan.

Pasal 85

Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 84 ayat (1) dikecualikan untuk permohonan

pengembalian atas kelebihan PNBP yang memenuhi

kriteria:

a. jenis PNBP bukan merupakan kewajiban secara
berulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69
ayat (3);

b. nominal pengembalian paling besar Rp250.000.000,-
(dua ratus lima puluh juta rupiah); dan

c. jenis PNBP berasal dari objek PNBP bersifat layanan,
pengelolaan barang milik negara, dan/atau hak
negara lainnya.

Permohonan pengembalian atas kelebihan PNBP yang

memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilengkapi dengan surat pernyataan tanggung jawab

mutlak sebagai dokumen pendukung yang menyatakan

Wajib Bayar yang bersangkutan tidak memiliki

tunggakan kepada negara.
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Pasal 86

Berdasarkan koordinasi terkait tunggakan kewajiban

PNBP Terutang Wajib Bayar sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 84 ayat (1) huruf b dan huruf ¢, Menteri c.q.

Direktur Jenderal Perbendaharaan dapat berkoordinasi

dengan Instansi Pengelola PNBP untuk mengajukan

permintaan  Pemeriksaan PNBP kepada Instansi

Pemeriksa.

Permintaan Pemeriksaan PNBP kepada Instansi

Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dilakukan dalam hal:

a. Instansi Pengelola PNBP belum mengajukan
permintaan pemeriksaan kepada Instansi Pemeriksa
terhadap permohonan pengembalian secara
langsung melalui pemindahbukuan;

b. berdasarkan hasil penelaahan ditemukan adanya
indikasi  ketidakpatuhan terhadap ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang PNBP;

c. terdapat indikasi kerugian negara dan/atau indikasi
unsur tindak pidana; dan/atau

d. berdasarkan pertimbangan Menteri perlu
dimintakan pemeriksaan kembali.

Dalam hal permohonan pengembalian kelebihan

pembayaran PNBP tidak dipersyaratkan adanya

rekomendasi Instansi Pemeriksa namun berdasarkan
pertimbangan Menteri perlu dimintakan pemeriksaan,

Direktur Jenderal Perbendaharaan meminta Instansi

Pengelola PNBP untuk mengajukan pemeriksaan kepada

Instansi Pemeriksa.

Dalam hal permohonan pengembalian kelebihan

pembayaran PNBP telah disertai rekomendasi Instansi

Pemeriksa namun berdasarkan pertimbangan Menteri

perlu dimintakan pemeriksaan kembali, Direktur

Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri dapat

mengajukan permintaan pemeriksaan secara langsung

kepada Instansi Pemeriksa PNBP atau meminta Instansi

Pengelola PNBP untuk mengajukan pemeriksaan kembali
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kepada Instansi Pemeriksa.

Ketentuan dan tata cara pengajuan permintaan
pemeriksaan kepada Instansi Pemeriksa dilaksanakan
sesuai dengan Peraturan Menteri mengenai tata cara

pengelolaan PNBP.

Pasal 87

Dalam hal berdasarkan hasil koordinasi dengan Instansi

Pengelola PNBP lain dan/atau Menteri sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf b dan huruf c

ditemukan adanya tunggakan kewajiban kepada negara,

Instansi Pengelola PNBP atau Mitra Instansi Pengelola

PNBP meminta Wajib Bayar terlebih dahulu melakukan

pelunasan tunggakan kewajiban kepada Negara.

Pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

berupa:

a. pembayaran tunggakan melalui perhitungan
terhadap nilai pengembalian PNBP;

b. pembayaran tunggakan secara pemindahbukuan
oleh Wajib Bayar; atau

c. pembayaran tunggakan sesuai dengan kesepakatan
bersama Wajib Bayar dengan Instansi Pengelola
PNBP atau Mitra Instansi Pengelola PNBP, Instansi
Pengelola PNBP lain, Direktorat Jenderal Anggaran,
Direktorat Jenderal Pajak, dan/atau Direktorat

Jenderal Bea dan Cukai.

Bagian Kesembilan

Proses Penetapan Pengembalian PNBP

Pasal 88
Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 74, Pasal 81, Pasal 83, dan Pasal 84,
pimpinan Instansi Pengelola PNBP atau Pejabat Kuasa
Pengelola PNBP menerbitkan surat persetujuan atau
penolakan permohonan pengembalian atas kelebihan

pembayaran PNBP kepada Wajib Bayar.
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Surat persetujuan atau penolakan permohonan

pengembalian atas kelebihan pembayaran PNBP, berupa:

a. surat persetujuan pengembalian atas kelebihan
pembayaran PNBP sebagai perhitungan pembayaran
di muka;

b. surat persetujuan pengembalian atas kelebihan
pembayaran PNBP secara langsung melalui
pemindahbukuan; atau

c. surat penolakan atas permohonan pengembalian

kelebihan pembayaran PNBP.

Pasal 89

Dalam hal permohonan pengembalian atas kelebihan
pembayaran PNBP ditolak oleh Pejabat Kuasa Pengelola
PNBP, Wajib Bayar dapat mengajukan kembali
permohonan pengembalian.

Pengajuan kembali permohonan pengembalian atas
kelebihan pembayaran PNBP sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Wajib Bayar
memiliki bukti baru dan batas waktu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) dan ayat (3) belum

terlampaui.

Bagian Kesepuluh

Tindak Lanjut atas Surat Persetujuan Pengembalian PNBP

(1)

(2)

Paragraf 1

Pengembalian sebagai Perhitungan Pembayaran Di muka

Pasal 90
Surat persetujuan permohonan pengembalian atas
kelebihan pembayaran PNBP sebagai perhitungan
pembayaran di muka sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 88 ayat (2) huruf a menjadi dasar Kuasa Pengguna
Anggaran untuk melanjutkan proses pengembalian PNBP
melalui pencatatan dan perhitungan ulang.

Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara
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perhitungan serta pencatatan pengembalian kelebihan
PNBP sebagai pembayaran di muka dapat diatur oleh
Instansi Pengelola PNBP.

Paragraf 2

Pengembalian PNBP melalui Pemindahbukuan

Pasal 91

Surat persetujuan pengembalian atas kelebihan pembayaran

PNBP melalui pemindahbukuan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 88 ayat (2) huruf b menjadi dasar Kuasa

Pengguna Anggaran untuk melanjutkan proses pengembalian

PNBP sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri

mengenai tata cara pembayaran atas transaksi pengembalian

penerimaan negara.

(1)

Paragraf 3
Pengembalian PNBP yang masih dalam Penguasaan

Bendahara Penerimaan

Pasal 92

Permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran
PNBP yang setorannya masih berada dalam penguasaan
Bendahara Penerimaan diajukan oleh Wajib Bayar
kepada Instansi Pengelola PNBP.

Permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat dilakukan sepanjang pembayaran PNBP
belum disetor ke rekening kas umum negara.

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata
cara pengembalian atas kelebihan pembayaran PNBP
melalui pemindahbukuan yang setorannya masih berada
dalam penguasaan Bendahara Penerimaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Pimpinan Instansi

Pengelola PNBP.
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Pasal 93
Pengembalian kelebihan pembayaran PNBP sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 92 tidak termasuk untuk jenis
penerimaan yang berada pada rekening khusus yang dibentuk
dalam rangka proses lebih lanjut terkait penghitungan

dan/atau penetapan PNBP (earning process).

Pasal 94
Tata cara penyampaian dokumen pendukung sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) berlaku mutatis mutandis
terhadap tata cara penyampaian dokumen pendukung
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3), Pasal 72 ayat

(3), dan Pasal 75 ayat (1).

BAB V
KEBERATAN, KERINGANAN, DAN PENGEMBALIAN PNBP
BENDAHARA UMUM NEGARA

Pasal 95

(1) Tata cara pengajuan keberatan, keringanan, dan
pengembalian PNBP pada Instansi Pengelola PNBP
Bendahara Umum Negara mengacu pada ketentuan
dalam Peraturan Menteri ini sepanjang belum diatur
tersendiri.

(2) Dalam hal diperlukan, ketentuan mengenai keberatan,
keringanan, dan pengembalian PNBP yang dikelola oleh
Instansi Pengelola PNBP Bendahara Umum Negara diatur
tersendiri oleh Menteri sesuai karakteristik PNBP

Bendahara Umum Negara.

BAB VI
SISTEM INFORMASI PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN
KEBERATAN, KERINGANAN, DAN PENGEMBALIAN PNBP

Pasal 96
(1) Dalam hal telah tersedia sistem informasi pengajuan dan

penyelesaian keberatan, keringanan, dan pengembalian
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PNBP yang dikembangkan oleh Kementerian Keuangan,
pengajuan keberatan, keringanan, dan pengembalian
PNBP harus dilakukan melalui sistem informasi
pengajuan dan penyelesaian keberatan, keringanan, dan
pengembalian PNBP.

(2) Pengaturan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis
pengajuan dan penyelesaian keberatan, keringanan, dan
pengembalian PNBP  dengan sistem informasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikui petunjuk
teknis penggunaan sistem informasi yang diterbitkan

oleh Direktorat Jenderal Anggaran.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 97
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, terhadap
ketentuan mengenai tata cara pengajuan dan penyelesaian
keringanan PNBP Terutang yang berlaku pada Instansi
Pengelola Bendahara Umum Negara sebelum Peraturan
Menteri ini ditetapkan, dinyatakan masih tetap berlaku
sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam

Peraturan Menteri ini atau belum diganti.

Pasal 98
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 29 Desember 2021

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2021

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BENNY RIYANTO
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LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 206/PMK.02/2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN
KEBERATAN, KERINGANAN, DAN PENGEMBALIAN
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

PETUNJUK TEKNIS PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN,
KERINGANAN, DAN PENGEMBALIAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

A. PETUNJUK PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN PNBP
1. Latar Belakang dan Urgensi Keberatan PNBP

Keberatan PNBP merupakan salah satu hak Wajib Bayar untuk
mengajukan permohonan penilaian kembali atas adanya perbedaan
jumlah PNBP yang dihitung oleh Wajib Bayar dengan jumlah yang
ditetapkan oleh Instansi Pengelola PNBP sebagaimana tertuang dalam
Surat Ketetapan PNBP Kurang Bayar, Surat Ketetapan PNBP Nihil, atau
Surat Ketetapan PNBP Lebih Bayar. Keberatan PNBP hanya dapat
diajukan terhadap Surat Ketetapan PNBP yang diterbitkan oleh Instansi
Pengelola PNBP sebagai tindak lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan
PNBP yang diterbitkan oleh Instansi Pemeriksa PNBP.

Tersedianya landasan hukum terkait dengan pengajuan dan
penyelesaian keberatan PNBP diharapkan dapat memberikan dasar bagi
pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional,
terbuka, bertanggung jawab, dan berkeadilan, sehingga pemberian
layanan dan pengelolaan PNBP dapat berjalan dengan baik. Tata cara
pengajuan dan penyelesaian atas keberatan PNBP terhadap Surat
Ketetapan PNBP bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi
Wajib Bayar untuk menyampaikan perbedaan penafsiran atau
pemahaman dalam menilai suatu fakta maupun perhitungan dan
ketidaksepakatan dalam proses pembuktian perhitungan PNBP.
Pengaturan atas pengajuan dan penyelesaian keberatan PNBP juga
diharapkan dapat menjadi pedoman bagi Wajib Bayar dalam
memperjuangkan haknya setelah melakukan pemenuhan kewajiban
pembayaran PNBP terutang kepada negara.

www.peraturan.go.id
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2. Simulasi Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan PNBP

Pengajuan Keberatan PNBP atas Surat Ketetapan PNBP yang
diterbitkan oleh Instansi Pengelola PNBP, hanya dapat dilakukan
setelah Wajib Bayar melaksanakan kewajiban pembayaran PNBP paling
sedikit sejumlah PNBP Terutang yang telah disetujui oleh Wajib Bayar
dalam pembahasan akhir hasil Pemeriksaan PNBP. Penyampaian
Keberatan PNBP diajukan oleh Wajib Bayar atau pihak yang
dikuasakan kepada Instansi Pemeriksa PNBP, paling lama 3 (tiga) bulan
terhitung sejak tanggal Surat Ketetapan PNBP diterbitkan. Batas waktu
pengajuan Keberatan PNBP diperpanjang maksimal 6 (enam) bulan
dalam hal Wajib Bayar dapat membuktikan bahwa dalam jangka waktu
3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal Surat Ketetapan PNBP diterbitkan
terdapat keadaan di luar kemampuan Wajib Bayar atau kondisi kahar.

Terhadap surat pengajuan Keberatan PNBP yang diajukan oleh
Wajib Bayar, Pejabat Kuasa Pengelola PNBP wajib menerbitkan
penetapan atas pengajuan keberatan PNBP paling lama 6 (enam) bulan
sejak surat pengajuan Keberatan PNBP dan dokumen pendukung
diterima dengan lengkap dan benar. Penetapan atas Keberatan PNBP
dituangkan dalam bentuk Surat Ketetapan Keberatan Kurang Bayar;
Surat Ketetapan Keberatan Nihil; atau Surat Ketetapan Keberatan Lebih
Bayar. Penetapan atas Keberatan PNBP oleh Pejabat Kuasa Pengelola
PNBP merupakan penetapan yang bersifat final, yaitu keputusan
administratif yang terakhir dari pejabat tata usaha negara. Apabila
Wajib Bayar tidak setuju terhadap penetapan Keberatan PNBP yang
diterbitkan oleh Pejabat Kuasa Pengelola PNBP, Wajib Bayar dapat
mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara.
Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus,
dan menyelesaikan gugatan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan, dalam rangka penyelesaian gugatan atas penetapan
Keberatan PNBP.

www.peraturan.go.id
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a. Time Flow Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan PNBP
a.l. Time Flow Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan PNBP pada

Kondisi Normal
W b e L § baden
r 1T 11 T ot M| 1
oo [l e wgul l.l“f‘:"l } swann N3 IWIVEgT
L2 L * - *
L bt e ot b ety - Feenide Wt s s 20
Pt T bl o e et W et bt et R
N AT erruad e el i Senocan
ad L around Db 3% Mg wh i Oalen et I doe'
porotitas Wb i e PR resertdiee peeeispe
o vty
e g
St dnes Saeied e bebeTate sy
Fahar AT gy
R

a.2, Time Flow Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan PNBP pada
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a.3. Time Flow Tindak Lanjut atas Penyelesaian Keberatan PNBP
dalam hal terdapat Kurang Bayar PNBP Terutang
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a.4. Time Flow Penyelesaian Keberatan atas Putusan Pengadilan
dalam hal Putusan Ditolak dan Ditetapkan Terdapat PNBP
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Tanggal yang tertera dalam time flow pengajuan dan penyelesaian Keberatan
PNBP dengan mengasumsikan bahwa hari kerja adalah Senin s.d. Jumat dan
telah mempertimbangkan hari libur nasional/ hari yang diliburkan.
b. Iustrasi Pencabutan Keberatan PNBP
Dalam proses penyelesaian Keberatan PNBP, Wajib Bayar
diperkenankan mengajukan pencabutan atas pengajuan keberatan
PNBP yang telah disampaikan kepada Pejabat Kuasa Pengelola PNBP
sepanjang belum diterbitkan surat penetapan atas keberatan PNBP.
Pencabutan atas pengajuan keberatan PNBP dilakukan dengan
menyampaikan surat permohonan pencabutan pengajuan keberatan
PNBP secara tertulis kepada Pejabat Kuasa Pengelola PNBP. Pengajuan
pencabutan atas keberatan PNBP sebagaimana dijelaskan dalam flow
chart sebagai berikut:

Batas wablu perrparmpaien sl gongaruas pencatbulen betreratan PSP

6 Bulan
Jaan /1wy
L L J
Batas shiv Batas abtwe
Dorgefesn DL IS Wit
Coterwar Artapan keseratan
sheh @
Oontla 1% dhburg Wy ha)
Setelah b terrpn PhEE
Tenatang »pabia perguum
beberstar fechih
Reterangan Botad waktu PACKIITOIGN SUrat DanGafean pancatutan tebecytan PNEP a2ulat wtelom St

Jika pengajuan pencabutan atas keberatan PNBP diterima, maka
Pejabat Kuasa Pengelola PNBP akan menghentikan proses penyelesaian
keberatan PNBP dan menyampaikan surat pemberitahuan kepada
Wajib Bayar bahwa proses penyelesaian Keberatan PNBP dihentikan
dan informasi terkait jumlah PNBP Terutang yang harus dibayarkan,
dalam hal masih terdapat kurang bayar atas PNBP yang diajukan
keberatannya.

c. Simulasi Penyelesaian Keberatan PNBP

Simulasi perhitungan jumlah PNBP Terutang yang dimintakan
keberatan PNBP dapat dilihat melalui contoh kasus sebagai berikut:
Contoh kasus:

Kementerian ABC menerbitkan Surat Ketetapan PNBP Kurang Bayar
dan Surat Tagihan kepada PT A berdasarkan Laporan Hasil
Pemeriksaan (LHP) sebesar Rp100.000.000,00 pada tanggal 2 Januari
2021. Dalam hal terhadap temuan dalam LHP PT A sepakat dengan

www.peraturan.go.id
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keseluruhan nominal atas temuan dalam LHP, maka tidak terdapat

pengajuan  Keberatan PNBP. Namun, dalam hal terdapat

ketidaksepakatan, dalam kondisi normal, PT A dapat mengajukan

keberatan PNBP paling lambat tanggal 2 April 2021.

Dalam kasus ini, terhadap temuan dalam LHP sebesar

Rpl100.000.000,00 tersebut, PT A sepakat atas temuan sebesar

Rp70.000.000,00 dan tidak sepakat atas temuan sebesar

Rp30.000.000,00 yang terdiri dari pokok sebesar Rp24.000.000,00 dan

denda sebesar Rp6.000.000,00, maka:

- Berdasarkan LHP tersebut, Instansi Pengelola PNBP menerbitkan
Surat Ketetapan PNBP Kurang Bayar PT A pada tanggal 2 Januari
2021 dan menyampaikan Surat Tagihan kepada PT A.

- Atas Surat Ketetapan PNBP Kurang Bayar dan Surat Tagihan
tersebut, PT A telah membayar sesuai dengan jumlah PNBP
Terutang yang disepakati dalam pembahasan konsep LHP, yaitu
sebesar Rp70.000.000,00 sebelum tanggal 2 April 2021 (jatuh tempo
pembayaran PNBP Terutang). Terhadap temuan sebesar
Rp30.000.000, PT A mengajukan keberatan PNBP pada tanggal 1
April 2021 (dokumen lengkap).

Terhadap pengajuan keberatan PNBP yang diajukan oleh PT A pada

tanggal 1 April 2021, Kementerian ABC menerbitkan Surat Ketetapan

Keberatan PNBP pada tanggal 1 Oktober 2020. Terdapat beberapa

alternatif penyelesaian, sebagai berikut:

Simulasi 1

Denda belum mencapai maksimal 24 (dua puluh empat) bulan dan

keberatan PNBP dikabulkan seluruhnya.

Dalam hal keberatan PNBP dikabulkan seluruhnya, maka tidak ada

PNBP Terutang yang masih harus dibayarkan oleh PT A.

a. Jumlah PNBP Terutang scbagaimana tertera Rp100.000.000,00
dalam SKP

b. Jumlah PNBP Terutang yang telah Rp70.000.000,00
dibayarkan

c. Jumlah PNBP Terutang yang belum Rp30.000.000,00
dibayarkan

d. Jumlah PNBP Terutang yang diajukan Rp30.000.000,00
Keberatan

www.peraturan.go.id
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e Pokok PNBP Terutang

Rp24.000.000,00

e Denda keterlambatan pembayaran PNBP

Terutang

Rp6.000.000,00

. Jumlah PNBP Terutang yang dikabulkan

keberatannya

(Rp30.000.000,00)

¢ Pokok PNBP Terutang

[Rp24.000.000,00)

e Denda keterlambatan pembayaran PNBP

Terutang

(Rp6.000.000,00)

Jumlah PNBP Terutang (c-c)

Rp0,00

Simulasi 2

Denda belum mencapai maksimal 24 (dua
keberatan dikabulkan sebagian.

puluh empat) bulan dan

Berdasarkan Surat Ketetapan Keberatan PNBP Kurang Bayar yang
diterbitkan oleh Pejabat Kuasa Pengelola PNBP, atas pengajuan

Keberatan PNBP PT A, dikabulkan pengajuan keberatannya sebesar
Rp10.000.000,00, yang terdiri atas pokok sebesar Rp8.000.000,00 dan

denda sebesar Rp2.000.000,00,

sehingga masih terdapat PNBP

Terutang yang harus dibayarkan oleh PT A, sebagai berikut:

Pokok PNBP Terutang yang tidak disetujui keberatannya sebesar

Rp16.000.000,00;

Denda sebesar Rp4.000.000,00 atas denda yang tidak disetujui.
Denda sebesar (2% x jumlah bulan x pokok) untuk setiap transaksi

dalam LHP

Jumlah PNBP Terutang scbagaimana tertera
dalam SKP

Rp100.000.000,00

Jumlah PNBP Terutang yang telah

dibayarkan

Rp70.000.000,00

Jumlah PNBP Terutang yang belum

dibayarkan

Rp30.000.000,00

. Jumlah PNBP Terutang yang diajukan

Keberatan

Rp30.000.000,00

e Pokok PNEP Terutang

Rp24.000.000,00

e Denda keterlambatan pembayaran PNBP

Terutang

Rp6.000.000,00

Jumlah PNBP Terutang yang dikabulkan

keberatannya

(Rp10.000.000,00)
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e Pokok PNBP Terutang (Rp8.000.000,00)
e Denda keterlambatan pembayaran PNBP (Rp2.000.000,00)
Terutang
f. Jumlah PNBP Terutang yvang tidak disetujui Rp20.000.000,00
keberatannya
e Pokok PNBP Tcrutang Rp16.000.000,00
e Denda  Kketerlambatan pembayaran  PNBP Rp4.000.000,00
Terutang vang tidak disctujui
g. Jumlah PNBP Terutang masih harus dibayar (c-c) + sanksi berupa
denda keterlambatan
scbesar (2% x jumliah
bulan x pokok) untuk
sctiap transaksi dalam
LHP

Simulasi 3

Denda belum mencapai maksimal 24 (dua puluh empat) bulan dan

keberatan ditolak seluruhnya.

PNBP Terutang yang masih harus dibayarkan oleh PT A terdiri dari:

- Pokok PNBP Terutang yang tidak disetujui keberatannya sebesar
Rp24.000.000,00

- Denda sebesar Rp6.000.000,00 atas denda yang tidak disetujui

- Denda sebesar (2% x jumlah bulan x pokok) untuk setiap transaksi

dalam LHP.

a. Jumlah PNBP Terutang sebagaimana Rp100.000.000,00
tertera dalam SKP

b. Jumlah PNBP Terutang yang telah Rp70.000.000,00
dibayarkan

c. Jumlah PNBP Terutang yang belum Rp30.000.000,00
dibayarkan

d. Jumlah PNBP Terutang yang diajukan Rp30.000.000,00
Keberatan
* Pokok PNBP Terutang Rp24.000.000,00
e Denda keterlambatan pembayaran Rp6.000.000,00

PNBP Terutang

e. Jumlah PNBP Terutang yang dikabulkan 0

keberatannya
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f. Jumlah PNBP Terutang yang tidak

disetujui keberatannya

Rp30.000.000,00

* Pokok PNBP Terutang

Rp24.000.000,00

e Denda keterlambatan pembayaran

PNBP Terutang yang tidak disetujui

Rp6.000.000,00

g. Jumlah PNBP Terutang masih harus

(c-e) + sanksi berupa

dibayar denda keterlambatan
sebesar (2% x jumlah
bulan x pokok) untuk
setiap transaksi dalam
LHP
Simulasi 4

Denda sudah mencapai maksimal 24 (dua puluh empat) bulan dan

keberatan dikabulkan seluruhnya.

Dalam hal keberatan PNBP dikabulkan seluruhnya, maka tidak ada
PNBP Terutang yang masih harus dibayarkan oleh PT A,

a. Jumlah PNBP Terutang scbagaimana tertera

dalam SKP

Rp100.000.000,00

b. Jumlah PNBP Terutang yvang telah dibayarkan

Rp70.000.000,00

c. Jumlah PNBP Terutang yang belum dibayarkan

Rp30.000.000,00

d. Jumlah PNBP Terutang vang diajukan Keberatan

Rp30.000.000,00

e Pokok PNBP Terutang

Rp24.000.000,00

® Denda  keterlambatan pembayaran  PNBP Rp6.000.000,00
Terutang
¢. Jumlah PNBP Terutang yang dikabulkan (Rp30.000.000,00)

keberatannya

¢ Pokok PNBP Terutang

(Rp24.000.000,00)

e Denda  keterlambatan pembayaran PNBP (Rp6.000.000.00)
Terutang

f. Jumlah PNBP Terutang yang tidak disctujui Rp0,00
keberatannya

g. Jumlah PNBP Terutang masih harus dibayar Rp0,00

(c-€)

Simulasi 5
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Denda sudah mencapai maksimal 24 (dua puluh empat) bulan dan

keberatan dikabulkan Sebagian.

Berdasarkan Surat Ketetapan Keberatan PNBP Kurang Bayar yang

diterbitkan oleh Pejabat Kuasa Pengelola PNBP, atas pengajuan

Keberatan PNBP PT A, dikabulkan pengajuan keberatannya sebesar

Rp10.000.000,00, yang terdiri atas pokok sebesar Rp8.000.000,00 dan

denda sebesar Rp2.000.000,00, sehingga masih terdapat PNBP

Terutang yang harus dibayarkan oleh PT A, sebagai berikut:

- Pokok PNBP Terutang yang tidak disetujui keberatannya sebesar
Rp16.000.000,00, dan

- Denda sebesar Rp4.000.000,00 atas denda yang tidak disetujui

- Total seluruhnya Rp20.000.000,00.

a. Jumlah PNBP Terutang scbagaimana tertera Rp100.000.000,00
dalam SKP
b. Jumlah PNBP Terutang yang telah dibayarkan Rp70.000.000,00
c. Jumlah PNBP Terutang yvang belum dibayarkan Rp30.000.000,00
d. Jumlah PNBP Terutang yvang diajukan Keberatan Rp30.000.000,00
e Pokok PNBP Terutang Rp24.000.000,00
e Denda  keterlambatan pembayaran PNBP Rp6.000.000,00
Terutang
c. Jumlah PNBP Terutang yang dikabulkan (Rpl10.000.000,00)
keberatannya
* Pokok PNBP Terutang (Rp8.000.000,00)
e Denda keterlambatan pembayaran PNBP (Rp2.000.000,00)
Terutang
f. Jumliah PNBP Terutang yang tidak disctujui Rp20.000.000,00
keberatannya
e Pokok PNBP Terutang Rp16.000.000,00
e Denda  keterlambatan pembayaran  PNBP Rp4.000.000.00
Terutang
g. Jumlah PNBP Terutang masih harus dibayar Rp20.000.000,00
(c-¢)
Simulasi 6

Denda sudah mencapai maksimal 24 (dua puluh empat) bulan dan
keberatan ditolak seluruhnya.
PNBP Terutang yang masih harus dibayarkan oleh PT A terdiri dari:
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- Pokok PNBP Terutang yang tidak disetujui keberatannya sebesar
Rp24.000.000,00, dan

- Denda sebesar Rp6.000,000,00 atas denda yang tidak disetujui

- Total sebesar Rp30.000.000,00.

a. Jumlah PNBP Terutang scbagaimana Rp100.000.000,00
tertera dalam SKP
b. Jumlah PNBP Terutang yang tclah Rp70.000.000,00
dibayarkan
c. Jumlah PNBP Terutang yang belum Rp30.000.000,00
dibayarkan
d. Jumlah PNBP Terutang yang diajukan Rp30.000.000,00
Keberatan
¢ Pokok PNBP Terutang Rp24.000.000,00
e Denda keterlambatan pembayaran PNBP Rp6.000.000.00
Terutang
c. Jumlah PNBP Terutang yang dikabulkan (Rp0.00)
f. Jumlah PNBP Terutang yang tidak disetujui Rp30.000.000,00
keberatannya
¢ Pokok PNBP Terutang Rp24.000.000,00
* Denda keterlambatan pembayaran PNBP Rp6.000.000,00
Terutang
g Jumlah PNBP Terutang masih harus Rp30.000.000,00
dibayar (c-e)

Penerbitan Surat Ketetapan Keberatan

Pejabat Kuasa Pengelola PNBP wajib menerbitkan penetapan atas
keberatan yang diajukan oleh Wajib Bayar dalam bentuk Surat
Ketetapan Keberatan Kurang Bayar, Surat Ketetapan Keberatan Nihil,
atau Surat Ketetapan Keberatan Lebih Bayar. Penetapan atas keberatan
diterbitkan oleh Pejabat Kuasa Pengelola PNBP setelah dilaksanakan
penelitian atas substansi keberatan, paling lama 6 (enam) bulan
terhitung sejak surat pengajuan keberatan dan dokumen pendukung
diterima secara lengkap. Surat ketetapan keberatan dihasilkan dengan
membandingkan Surat Ketetapan PNBP sesuai Laporan Hasil
Pemeriksaan, setoran PNBP atas Surat Ketetapan PNBP, jumlah
keberatan yang diajukan, dan jumlah keberatan yang disetujui atau
tidak disetujui.
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a. Penerbitan Surat Ketetapan Keberatan Kurang Bayar

Surat Ketetapan Keberatan Kurang Bayar diterbitkan dalam hal
terdapat kekurangan pembayaran PNBP setelah membandingkan Surat
Ketetapan PNBP sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan, setoran PNBP atas
Surat Ketetapan PNBP, jumlah keberatan yang diajukan, dan jumlah
keberatan yang disetujui atau tidak disetujui.
Contoh kasus:
Kementerian ABC menerbitkan Surat Ketetapan PNBP Kurang Bayar
dan Surat Tagihan kepada PT A berdasarkan Laporan Hasil
Pemeriksaan (LHP) sebesar Rp100.000.000,00 pada tanggal 2 Januari
2021. Terhadap temuan dalam LHP sebesar Rp100.000.000,00
tersebut, PT A sepakat atas temuan sebesar Rp70.000.000,00 dan tidak
sepakat atas temuan sebesar Rp30.000.000,00.
Terhadap Surat Ketetapan PNBP Kurang Bayar dan Surat Tagihan
tersebut, PT A telah membayar sesuai dengan jumlah PNBP Terutang
yang disepakati dalam pembahasan konsep LHP, yaitu sebesar
Rp70.000.000,00 sebelum tanggal 2 April 2021 (jatuh tempo
pembayaran PNBP Terutang), sedangkan terhadap temuan sebesar
Rp30.000.000,00 PT A mengajukan keberatan PNBP pada tanggal 1
April 2021 (dokumen lengkap).
Hasil pelaksanaan uji substansi atas materi keberatan yang diajukan
oleh Wajib Bayar, didapatkan data sebagai berikut:

Jumlah PNBP Terutang berdasarkan Surat Rp100.000.000,00
Ketetapan PNBP Kurang Bayar dan Surat Tagihan

Jumlah PNBP yang tclah disctorkan ke Kas (Rp70.000.000,00)
Negara

Jumilah keberatan yang diajukan Rp.30.000.000,00
Jumlah keberatan yang disectujui olch IP PNBP (Rp20.000.000,00)
Jumlah keberatan yang tidak disetujui oleh IP Rp10.000.000,00
PNBP

Jumlah PNBP Terutang yang masih masih harus Jumlah keberatan
dibayar yang tidak disctujui

olch IP PNBP + denda
scbesar (2% x jumlah
bulan x pokok untuk

setiap transaksi dalam

LHP) (%)
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Keterangan: (*) dalam hal pengenaan sanksi administrasi berupa denda
keterlambatan sebesar 2% per bulan belum maksimal (24 bulan).

Terhadap pengajuan keberatan PNBP yang diajukan oleh PT A pada
tanggal 1 April 2020, Kementerian ABC menerbitkan Surat Ketetapan
Keberatan Kurang Bayar dan Surat Tagihan pada tanggal 1 Oktober
2021.
b. Penerbitan Surat Ketetapan Keberatan Nihil

Surat ketetapan keberatan nihil diterbitkan dalam hal tidak
terdapat selisih pembayaran PNBP setelah membandingkan Surat
Ketetapan PNBP sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan, setoran PNBP atas
Surat Ketetapan PNBP, jumlah keberatan yang diajukan, dan jumiah
keberatan yang disetujui atau tidak disetujui.
Contoh kasus:
Kementerian ABC menerbitkan Surat Ketetapan PNBP Kurang Bayar
dan Surat Tagihan kepada PT A berdasarkan Laporan Hasil
Pemeriksaan (LHP) sebesar Rp100.000.000.00 pada tanggal 2 Januari
2021. Terhadap temuan dalam LHP sebesar Rpl00.000.000,00
tersebut, PT A sepakat atas temuan sebesar Rp70.000.000,00 dan tidak
sepakat atas temuan sebesar Rp30.000.000,00.
Terhadap Surat Ketetapan PNBP Kurang Bayar dan Surat Tagihan
tersebut, PT A telah membayar sesuai dengan jumlah PNBP Terutang
yang disepakati dalam pembahasan konsep LHP, yaitu sebesar
Rp70.000.000,00 sebelum tanggal 2 April 2021 ({jatuh tempo
pembayaran PNBP Terutang), sedangkan terhadap temuan sebesar
Rp30.000.000,00, PT A mengajukan keberatan PNBP pada tanggal 1
April 2021 (dokumen lengkap).
Hasil pelaksanaan uji substansi atas materi keberatan yang diajukan
oleh Wajib Bayar, didapatkan data sebagai berikut:

Jumlah PNBP Terutang berdasarkan Surat Rp100.000.000,00
Ketetapan PNBP Kurang Bayar dan Surat

Tagihan

Jumlah PNBP yang telah disctorkan ke Kas (Rp70.000.000,00j
Negara

Jumilah keberatan yang diajukan Rp30.000.000,00
Jumlah keberatan yang disetujui oleh IP PNBP (Rp30.000.000,00)
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Jumlah keberatan yang tidak disctujui oleh IP Rp0,00
PNBEP

Jumilah PNBP Terutang yang masih masih harus Rp0,00
dibayar

Terhadap pengajuan keberatan PNBP yang diajukan oleh PT A pada
tanggal 1 April 2021, Kementerian ABC menerbitkan Surat Ketetapan
Keberatan Nihil pada tanggal 1 Oktober 2021.
c. Penerbitan Surat Ketetapan Keberatan Lebih Bayar

Surat ketetapan keberatan lebih bayar diterbitkan dalam hal
terdapat kelebihan pembayaran PNBP setelah membandingkan Surat
Ketetapan PNBP sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan, setoran PNBP atas
Surat Ketetapan PNBP, jumlah keberatan yang diajukan, dan jumlah
keberatan yang disetujui atau tidak disetujui.
Contoh kasus:
Kementerian ABC menerbitkan Surat Ketetapan PNBP Kurang Bayar
dan Surat Tagihan kepada PT A berdasarkan Laporan Hasil
Pemeriksaan (LHP) sebesar Rp100.000.000.00 pada tanggal 2 Januari
2021. Terhadap temuan dalam LHP sebesar Rpl00.000.000,00
tersebut, PT A sepakat atas temuan sebesar Rp70.000.000,00 dan tidak
sepakat atas temuan sebesar Rp30.000.000,00.
Terhadap Surat Ketetapan PNBP Kurang Bayar dan Surat Tagihan
tersebut, PT A telah membayar sesuai dengan jumlah PNBP Terutang
yang ditagihkan, yaitu sebesar Rpl100.000.000,00 sebelum tanggal 2
April 2021 (jatuh tempo pembayaran PNBP Terutang). Terhadap temuan
sebesar Rp30.000.000,00 yang tidak disepakati dalam pembahasan
akhir temuan hasil pemeriksaan, PT A mengajukan keberatan PNBP
pada tanggal 1 April 2021 (dokumen lengkap).
Hasil pelaksanaan uji substansi atas materi keberatan yang diajukan
oleh Wajib Bayar, didapatkan data sebagai berikut:

Jumlah PNBP Terutang berdasarkan Surat Rp100.000.000,00
Ketetapan PNBP Kurang Bayar dan Surat

Tagihan

Jumlah PNBP yang telah disctorkan ke Kas (Rp100.000.000.00)
Negara

Jumlah keberatan yang diajukan Rp.30.000.000,00
Jumilah keberatan yang disetujui oleh 1P PNBP (Rp30.000.000,00)
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Jumlah PNBP Terutang yvang masih masih harus Rp0,00
dibayar
Jumlah kelebihan pembayaran atas PNBP Rp30.000.000,00
Terutang

Terhadap pengajuan keberatan PNBP yang diajukan oleh PT A pada
tanggal 1 April 2021, Kementerian ABC menerbitkan Surat Ketetapan
Keberatan Lebih Bayar pada tanggal 1 Oktober 2021. Terhadap
kelebihan atas pembayaran kewajiban PNBP Terutangnya, PT A dapat
mengajukan pengembalian atas kelebihan pembayaran PNBP.

4. Contoh Format Surat dan Dokumen Pengajuan dan Penyelesaian
Keberatan PNBP
a. Contoh Format Surat Pengajuan Keberatan PNBP

KOP BADAN USAHA
{dalam hal Wajib Bayar adalah Badan Usaha)

NOIMIOT: ' diiiiidiiidiisisisiadisissaisisisissassssisn (1) Tanggal......... (2)
1AMPITaN: | cacsasnassarisaarisisave (3)

Hal ¢ Pengajuan Keberatan PNBP

¥ coaspae (4)

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama § s eee e (5)
NPWP e —— (6}
Jabatan A S S S S S (7)
Alamat 3 Suititeaititeaititti ittt (8)
Nomor telepon A R ARy (9)

Bertindak selaku (*) : [] Wajib Bayar
[[] Kuasa dari Wajib Bayar

NEMR: | § | ciiiiavaiadadaiavavaiaiavavavavais (10)
11 241 = (11)
AN |0, (12)

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai
Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan, Keringanan, dan Pengembalian
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PNBP, kami mengajukan Keberatan PNBP atas Surat Ketetapan
ENBB. i (13) Nomor............ (14), Tanggal..........c.e. (15), dengan
rincian sebagai berikut:

a. Jumlah PNBP  Terutang  berdasarkan Surat  Ketetapan

PR o ovsvaenssaieissaieissaiessss (16) sebesar RP.......ccciuiuininiininiiinananse (17)

b. Jumlah PNBP Terutang menurut perhitungan Wajib Bayar sebesar
B L L A A s (18)

c. Jumlah PNBP Terutang yang disepakati dalam pembahasan akhir
hasil Pemeriksaan PNBP sebesar
RPuivimsiviisiviiivmvrrnrrsrrniisivvaids (19)

d. Jumlah PNBP Terutang yang telah dibayarkan sebesar
.................................. (20) pada tanggal ..........0ee(21) melabud
bank /pos persepsi........ccciiciceenn, (22) dengan NTPN......cooimmmmniinnnas {23)

Sebagal kelengkapan permohonan, terlampir bersama ini
disampaikan dokumen sebagai berikut............... (24):

No. Jenis Dokumen

Demikian surat keberatan kami sampaikan untuk dapat

dipertimbangkan.
Wajib Bayar/Kuasa (*),
....................................... (25)
(Tanda Tangan)
(Nama Jelas)

Keterangan:

1. Beri tanda X pada _ yang sesuai

2.(*) Diisi salah satu yang sesuai dan dalam hal surat pengajuan
keberatan PNBP ditandangai oleh Kuasa harus dilampiri Surat Kuasa
Permohonan Keberatan PNBP.
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PETUNJUK PENGISIAN SURAT PENGAJUAN KEBERATAN PNBP

NOMOR URAIAN ISIAN

(1) Diisi nomor surat pengajuan keberatan PNBP sesuai dengan
administrasi Wajib Bayar,

(2) Diisi nama kota dan tanggal surat pengajuan keberatan PNBP
dibuat.

(3) Diisi jumlah lampiran yang disertakan dalam surat pengajuan
keberatan PNBP.

(4) Diisi nama pejabat dan alamat kantor Instansi Pengelola
PNBP yang mengeluarkan Surat Ketetapan PNBP.

(5) Diisi nama Wajib Bayar/Kuasa yang menandatangani surat
pengajuan keberatan PNBP.

(6) Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak Wajib Bayar/Kuasa yang

menandatangani surat pengajuan keberatan PNBP.

(7) Diisi jabatan Wajib Bayar/Kuasa yang menandatangani surat
pengajuan keberatan PNBP dan dalam hal permohonan
keberatan oleh Wajib Bayar Orang Pribadi Nomor (7} ini tidak
perlu diisi.

(8) Diisi alamat Wajib Bayar/Kuasa yang menandatangani surat

pengajuan keberatan PNBP.

(9) Diisi nomor telepon Wajib Bayar/Kuasa yang menandatangani

surat pengajuan keberatan PNBP.

(10) Diisi nama Wajib Bayar apabila yang menandatangani surat

pengajuan keberatan PNBP adalah Kuasa dari Wajib Bayar,

(11) Diisi NPWP Wajib Bayar apabila yang menandatangani surat
pengajuan keberatan PNBP adalah Kuasa dari Wajib Bayar.

(12) Diisi alamat Wajib Bayar apabila yang menandatangani Surat
Permohonan Keberatan PNBP adalah Kuasa dari Wajib Bayar.

(13) Diisi jenis Surat Ketetapan PNBP yang diajukan keberatan

(14) Diisi nomor Surat Ketetapan PNBP.

(15) Diisi tanggal Surat Ketetapan PNBP
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NOMOR URAIAN ISIAN

(16) Diisi nomor dan tanggal Surat Ketetapan PNBP

(17) Diisi jumlah PNBP Terutang menurut Surat Ketetapan PNBP.

(18) Diisi jumlah PNBP Terutang menurut perhitungan Wajib
Bayar pada saat pengajuan keberatan PNBP.

(19) Diisi jumlah PNBP Terutang menurut perhitungan Wajib
Bayar yang disepakati pada saat pembahasan akhir temuan
hasil pemeriksaan PNBP.

(20) Diisi jumlah pelunasan atas Surat Ketetapan PNBP oleh Wajib
Bayar dan dalam hal dibayar lebih dari 1 (satu) kali

dicantumkan masing-masing jumlah pelunasan.

(21) Diisi tanggal pelunasan atas Surat Ketetapan PNBP oleh Wajib
Bayar dan dalam hal dibayar lebih dari 1 (satu) kali

dicantumkan masing-masing tanggal pelunasan.

(22) |Diisi nama bank tempat pelunasan atas Surat Ketetapan
PNBP oleh Wajib Bayar dan dalam hal dibayar lebih dari 1

(satu) kali dicantumkan masing-masing tempat pelunasan.

(23) Diisi Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) sesuai
dalam SSBP pelunasan Ketetapan PNBP oleh Wajib Bayar dan
dalam hal dibayar lebih dari 1 (satu) kali dicantumkan

masing-masing NTPN.

(24) Diisi jenis dokumen persyaratan dan dokumen pendukung
yang dilampirkan.

(25) Diisi tanda tangan dan nama jelas Wajib Bayar/Kuasa.

b. Contoh Format Surat Kuasa Pengajuan Keberatan PNBP

KOP BADAN USAHA
(dalam hal Wajib Bayar adalah Badan Usaha)

SURAT KUASA PENGAJUAN KEBERATAN PNBP

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama Lengkap . (1)
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Alamat

Jabatan

Nama Wajib Bayar

Alamat
NPWP

No. Telepon

91-

Dengan ini memberikan kuasa khusus kepada:

Nama Lengkap

Alamat
NPWP

No. Telepon

.........................

2021, No.1470

Untuk melakukan hak dan/atau memenuhi kewajiban dalam mengajukan
permohonan keberatan PNBP. Bersama ini kami lampirkan......... (12)
Demikian surat kuasa khusus ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana

mestinya.

Penerima Kuasa,

(Tanda Tangan)

(Nama Jelas)

Pemberi Kuasa,
(Materai)

(Tanda Tangan)

{(Nama Jelas)

PETUNJUK PENGISIAN SURAT KUASA PENGAJUAN KEBERATAN PNBP

NOMOR

URAIAN ISIAN

(1)

Diisi nama Wajib Bayar yang memberi kuasa.

(2)

Diisi alamat Wajib Bayar yang memberi kuasa,

(3)

Diisi jabatan Wajib Bayar yang memberi kuasa dalam hal
Wajib Bayar adalah badan usaha, dalam hal Wajib Bayar
perorangan tidak perlu diisi.

(4)

Diisi nama Wajib Bayar dalam hal Wajib Bayar perorangan
atau diisi nama badan usaha dalam hal Wajib Bayar
merupakan badan usaha.

(5)

Diisi alamat Wajib Bayar yang memberi kuasa.

(6)

Diisi NPWP Wajib Bayar yang memberi kuasa.
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(7) Diisi nomor telepon Wajib Bayar yang memberi kuasa.

(8) Diisi nama lengkap Kuasa dari Wajib Bayar.

(9) Diisi alamat Kuasa dari Wajib Bayar.

(10) Diisi NPWP Kuasa dari Wajib Bayar.

(11) Diisi nomor telepon Kuasa dari Wajib Bayar.

(12) | Diisi dengan dokumen pendukung yang perlu dilampirkan
dalam hal dibutuhkan.
(13) Diisi tanda tangan dan nama jelas penerima kuasa.

(14) Diisi tanda tangan dan nama jelas pemberi kuasa.

c. Contoh Format Surat Pemberitahuan Wajib Bayar Mengalami Keadaan
di Luar Kemampuan Wajib Bayar Atau Kondisi Kahar dan akan
Mengajukan Keberatan PNBP

KOP BADAN USAHA
(dalam hal Wajib Bayar adalah Badan Usaha)

Nomior: ¢ Guuauuaauaauaiuaaaaai (1) Tanggal............. (2)
Lampiran I iiaiaiadaaaasasiasiaies (3)

Hal @ i (4)

Yth. Pejabat Kuasa Pengelola PNBP ............. (5)

Sehubungan dengan batas waktu pengajuan keberatan atas Surat
Ketetapan PNBP ....(6) nomor ...(7) tanggal ....(8) yang seharusnya
disampaikan paling lambat pada tanggal ....(9) bersama ini disampaikan
bahwa di lokasi ....... (10) pada tanggal ....(11) telah terjadi keadaan di luar
kemampuan kami, yaitu ....(12) yang mengakibatkan kami tidak dapat
menyampaikan surat pengajuan Keberatan PNBP pada batas waktu
sebagaimana ditentukan.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai
Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan, Keringanan, dan Pengembalian
PNBP, dengan ini kami memberitahukan bahwa terhadap Surat Ketetapan
PNBP Nomor ....(13) tanggal ....(14) akan kami ajukan keberatan. Oleh
karena itu, terhadap PNBP Terutang sebagaimana tertuang dalam Surat
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Ketetapan PNBP berkenaan dimohon untuk tidak diproses penyerahannya
kepada instansi yang berwenang untuk melakukan pengurusan piutang
negara sampai dengan batas waktu pengajuan Keberatan PNBP karena
kondisi kahar atau di luar kemampuan Wajib Bayar berakhir.

Demikian surat pemberitahuan ini kami sampaikan untuk dapat
dipertimbangkan.
Wajib Bayar/Kuasa Wajib Bayar,

(Tanda Tangan)
(Nama Jelas)

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUAN WAJIB BAYAR
MENGALAMI KEADAAN DI LUAR KEMAMPUAN WAJIB BAYAR ATAU
KONDISI KAHAR DAN AKAN MENGAJUKAN KEBERATAN PNBP

NOMOR URAIAN ISIAN
(1) Diisi nomor surat pernyataan sesuai dengan administrasi
Wajib Bayar.
(2) Diisi nama kota dan tanggal surat pernyataan dibuat.

(3) Diisi jumlah lampiran yang disertakan dalam surat

pernyataan.
(4) Diisi hal yang menjadi alasan dibuatnya surat permnyataan.
(3) Diisi nama pejabat dan alamat kantor Instansi Pengelola

PNBP yang mengeluarkan Surat Ketetapan PNBP.

(6) Diisi jenis Surat Ketetapan PNBP yang diajukan keberatan

(7) Diisi nomor Surat Ketetapan PNBP,

(8) Diisi tanggal Surat Ketetapan PNBP.

(9) Diisi tanggal akhir batas waktu penyampaian surat pengajuan
keberatan PNBP.

(10) Diisi tempat terjadinya keadaan di luar kemampuan Wajib
Bayar atau kondisi kahar.
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NOMOR URAIAN ISIAN

(11) Diisi tanggal terjadinya keadaan di luar kemampuan Wajib
Bayar atau kondisi kahar.

(12) Diisi nama keadaan di luar kemampuan Wajib Bayar atau
kondisi kahar.
(13) Diisi nomor Surat Ketetapan PNBP.

(14) Diisi tanggal Surat Ketetapan PNBP.

(15) Diisi tanda tangan dan nama jelas Wajib Bayar.

d. Contoh Format Surat Pernyataan Keadaan di Luar Kemampuan Wajib

Bayar atau Kondisi Kahar

KOP BADAN USAHA
(dalam hal Wajib Bayar adalah Badan Usaha)

NOIMOT 1 i e e e s aaeaas (1) Tanggal.......... (2)
ERMPIANR I caacieserssissrssissresieais 13)

Hil! 8 e (4)

Yth. Pejabat Kuasa Pengelola PNBP ............... (5)

Sehubungan dengan batas waktu pengajuan keberatan atas Surat

Ketetapan PNBP ... {0} - ROINOT- ssssrnasataasits (7) tanggal
.............................. (8) yang seharusnya disampaikan paling lambat pada
$higpRl G (9) bersama ini disampaikan bahwa di
lokasi ... (10) pada tanggal ................... (11) telah terjadi
keadaan di luar kemampuan kami, yaitu ... (12), sehingga

tidak dapat menyampaikan pengajuan sesual dengan batas waktu
pengajuan keberatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan
tentang penyelesaian KKP PNBP.

Sebagai kelengkapan, terlampir disampaikan bukti (13), sebagai
berikut:

No. Jenis Dokumen
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Demikian surat pernyataan ini kami sampaikan untuk dapat

dipertimbangkan.

Wajib Bayar/Kuasa Wajib Bayar,

(Tanda Tangan)

(Nama Jelas)

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERNYATAAN KEADAAN DI LUAR

KEMAMPUAN WAJIB BAYAR ATAU KONDISI KAHAR

NOMOR URAIAN ISIAN

(1) Diisi nomor surat pernyataan sesuai dengan administrasi
Wajib Bayar.

(2) Diisi nama kota dan tanggal surat pernyataan dibuat.

(3) Diisi jumlah lampiran yang disertakan dalam surat
permyataan,

(4) Diisi hal yang menjadi alasan dibuatnya surat pernyataan.

(5) Diisi nama pejabat dan alamat kantor Instansi Pengelola
PNBP yang mengeluarkan Surat Ketetapan PNBP.

(6) Diisi jenis Surat Ketetapan PNBP yang diajukan keberatan

(7) Diisi nomor Surat Ketetapan PNBP.

(8) Diisi tanggal Surat Ketetapan PNBP.

(9) Diisi tanggal akhir batas waktu penyampaian surat pengajuan
Keberatan PNBP,

(10) Diisi tempat terjadinya keadaan di luar kemampuan Wajib
Bayar atau kondisi kahar.

(11) Diisi tanggal terjadinya keadaan di luar kemampuan Wajib
Bayar atau kondisi kahar.

(12) Diisi nama keadaan di luar kemampuan Wajib Bayar atau

kondisi kahar.
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(13) Diisi jenis dokumen pendukung surat pernyataan.

(14) Diisi tanda tangan dan nama jelas Wajib Bayar.

e. Contoh Format Surat Permohonan Pencabutan Pengajuan Keberatan

PNBP
KOP BADAN USAHA
(dalam hal Wajib Bayar adalah Badan Usaha)
Nomor ¥ adSiadadShndadsindadstauasstadadsindasstars (1) Tanggal............ (2)
PRIDHER i s aesaaesasans (3)
Hal : Pengajuan Pencabutan Atas
Keberatan PNBP
Yth. Pejabat Kuasa Pengelola PNBP. ............... (4)

Sehubungan dengan Surat Pengajuan Keberatan PNBP
NOMOT.....ccovmununnns (5) tanggal................ (6) yang telah kami sampaikan
kepada Saudara, melalui surat ini, kami yang bertandatangan di bawah
ini:

Nama S e aTaaTa e et (7)
NPWP & et oo o sl (8)
Jabatan 1, Medidadasedadaseuadassdadassuadasin (9)
Alamat 3 GGBHCBECGHCBHGGHE (10)
Nomor telepon $5! ensnsususnsnsyensysasysesysasysess (11)

Bertindak selaku : [] Wajib Bayar
[[] Kuasa dari Wajib Bayar

B F= ¥ o & = S N (12)

MWD, &R R oasots (13)

BIBTAAE: ©-iseesssiesesteraesionesiisenaisit (14)
mengajukan pencabutan terhadap pengajuan Keberatan PNBP atas Surat
Ketetapan PNBP ... {ED) : DOmOT: S visismnirasisias (16) tanggal
............................ (17).

Demikian surat pengajuan pencabutan Keberatan PNBP ini kami
sampaikan, mohon untuk dapat dipertimbangkan.

Wajib Bayar,

ceverreenenens| 18)
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(Tanda Tangan)

(Nama Jelas)

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PENCABUTAN PENGAJUAN
KEBERATAN PNBP

NOMOR URAIAN ISIAN

(1) Diisi nomor surat permintaan pencabutan atas pengajuan

Keberatan PNBP sesuai dengan administrasi Wajib Bayar.

(2) Diisi nama kota dan tanggal surat permintaan pencabutan
atas pengajuan Keberatan PNBP dibuat.

(3) Diisi jumlah lampiran yang disertakan dalam surat

permintaan pencabutan atas pengajuan Keberatan PNBP.

(4) Diisi nama pejabat dan alamat kantor Instansi Pengelola
PNBP yang mengeluarkan Surat Ketetapan PNBP.

(5) Diisi dengan nomor Surat Pengajuan Keberatan PNBP yang
diajukan pencabutannya.

(6) Diisi dengan tanggal Surat Pengajuan Keberatan PNBP yang
diajukan pencabutannya.

(7) Diisi nama Wajib Bayar/Kuasa yang menandatangani surat
permintaan pencabutan atas pengajuan Keberatan PNBP.

(8) Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak Wajib Bayar/Kuasa yang
menandatangani surat permintaan pencabutan atas

pengajuan Keberatan PNBP.,

(9) Diisi jabatan Wajib Bayar/Kuasa yang menandatangani surat
permintaan pencabutan atas pengajuan Keberatan PNBP dan
dalam hal pengajuan pencabutan Keberatan PNBP oleh Wajib
Bayar Orang Pribadi, maka tidak perlu diisi.

(10) Diisi alamat Wajib Bayar/Kuasa yang menandatangani surat
permintaan pencabutan atas pengajuan Keberatan PNBP.

(11) Diisi nomor telepon Wajib Bayar/Kuasa yang menandatangani
surat permintaan pencabutan atas pengajuan Keberatan
PNBP.
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NOMOR URAIAN ISIAN

(12) Diisi nama Wajib Bayar apabila yang menandatangani surat
permintaan pencabutan atas pengajuan Keberatan PNBP
adalah Kuasa dari Wajib Bayar dan dalam hal surat
permintaan pencabutan atas pengajuan Keberatan PNBP
diajukan oleh Wajib Bayar Orang Pribadi, maka tidak perlu
diisi.

(13) Diisi NPWP Wajib Bayar apabila yang menandatangani surat

permintaan pencabutan atas pengajuan Keberatan PNBP
adalah Kuasa dari Wajib Bayar dan dalam hal surat
permintaan pencabutan atas pengajuan Keberatan PNBP
diajukan oleh Wajib Bayar Orang Pribadi, maka tidak perlu
diisi

(14) Diisi alamat Wajib Bayar apabila yang menandatangani surat

permintaan pencabutan atas pengajuan Keberatan PNBP
adalah Kuasa dari Wajib Bayar dan dalam hal surat
permintaan pencabutan atas pengajuan Keberatan PNBP
diajukan oleh Wajib Bayar Orang Pribadi, maka tidak perlu
diisi.

(15) Diisi jenis Surat Ketetapan PNBP yang diajukan pencabutan
atas Keberatan PNBP.

(16) Diisi nomor Surat Ketetapan PNBP yang diajukan pencabutan
atas pengajuan Keberatan PNBP.

(17) Diisi tanggal Surat Ketetapan PNBP yang diajukan
pencabutan atas pengajuan Keberatan PNBP.

(18) Diisi tanda tangan dan nama jelas Wajib Bayar atau Kuasa
Wajib Bayar.

f. Contoh Format Surat Penolakan Pengajuan Keberatan PNBP

KOP INSTANSI PENGELOLA PNBP

NOWIOR: Pl crsmmssmsss s (1) Tanggal............ (2)
Lampiran @' i (3)
Hal : Surat Penolakan Pengajuan Keberatan
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Penerimaan Negara Bukan Pajak

Yth. vecceciennen. (4)

Sehubungan dengan permohonan keberatan Saudara melalui surat
NOMOT .uuiiiiiiiniaan (5) tanggal ............... (6), dengan ini disampaikan bahwa
terhadap pengajuan keberatan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas
Surat Ketetapan PNBP ...... (7) nomor .......... (8) tanggal ............. (9)
tidak dapat diproses lebih lanjut karena permohonan keberatan PNBP
Saudara telah melampaui batas waktu pengajuan/karena Saudara tidak
menyampaikan kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan sampai
dengan batas waktu yang ditetapkan (*} sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan mengenai Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan,
Keringanan, dan Pengembalian Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Demikian disampaikan dan atas perhatian Saudara diucapkan
terima kasih

Pejabat Kuasa Pengelola PNBP **)

Keterangan:
*) Dipilih salah satu yang sesuai

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PENOLAKAN PENGAJUAN
KEBERATAN PNBP

NOMOR URAIAN ISIAN

(1) Diisi nomor surat penolakan atas pengajuan Keberatan PNBP
sesuai dengan administrasi Instansi Pengelola PNBP.

(2) Diisi nama kota dan tanggal surat penolakan dibuat.

(3) Diisi jumlah lampiran yang disertakan dalam surat
penolakan.
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(4) Diisi nama dan alamat kantor Wajib Bayar yang mengajukan
Keberatan PNBP.

(5) Diisi nomor surat pengajuan Keberatan PNBP.

(6) Diisi tanggal surat pengajuan Keberatan PNBP.

(7) Diisi jenis Surat Ketetapan PNBP yang diajukan Keberatan.

(8) Diisl nomor Surat Ketetapan PNBP.

(9) Diisi tanggal Surat Ketetapan PNBP.

(10) Diisi nama jabatan penandatangan surat.

(11) Diisi tanda tangan dan nama jelas penandatangan surat.

g. Contoh Format Formulir Uji Kelengkapan Dokumen Pendukung

KOP INSTANSI PENGELOLA PNBP

Nama Wajib Bayar D CdviedSiviedSisuadSiatadSindndStnse (1)
Nomor Surat Pengajuan Keberatan O DN PR r Lo (2)
Tanggal Surat Pengajuan Keberatan S (aassnasseansesusnsusnsusnansnanand (3)
Tanggal Diterimanya Surat Pengajuan @ ..., (4)

Keberatan dan Dokumen Pendukung

No Persyaratan Dokumen Ya (v) / | Catatan
Tidak (x)

1. | Surat pengajuan keberatan disampaikan secara
tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia

2. | Surat pengajuan keberatan ditujukan kepada
Instansi Pengelola PNBP?)

*) diajukan paling rendah kepada Pejabat Kuasa
Pengelola PNBP

3. | Surat pengajuan keberatan PNBP ditandatangani

oleh Wajib Bayar /Kuasa Wajib Bayar.
Keterangan:
e Dalam hal Wajib Bayar Badan Usaha,
ditandatangani oleh Pimpinan Badan Usaha;
e Dalam hal ditandatangani pihak yang
dikuasakan, melampirkan Surat Kuasa.
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No

Persyaratan Dokumen

Ya {v) /
Tidak (x)

Catatan

Surat pengajuan keberatan masih dalam batas
waktu pengajuan keberatan:
a. 3 bulan (kondisi normal)
b. 6 bulan (keadaan di luar kemampuan Wajib
Bayar atau kondisi kahar)

1 {satu) surat pengajuan keberatan hanya untuk
1 (satu) Surat Ketetapan PNBP

Surat pengajuan keberatan dilengkapi dengan
dokumen pendukung

a. Kondisi normal:
1) kopi Surat Ketetapan PNBP;
2) kopi bukti penerimaan Negara;
3) rincian  perhitungan  jumlah  PNBP
Terutang yang dibuat oleh Wajib Bayar
dan penjelasan atas perbedaan

perhitungan Wajib Bayvar,

b. keadaan di luar kemampuan Wajib Bayar
atau kondisi kahar:

1) kopi Surat Ketetapan PNBP;

2) kopi bukti penerimaan Negara;

3) rincian  perhitungan  jumlah  PNBP
Terutang yang dibuat oleh Wajib Bayar
dan penjelasan atas perbedaan
perhitungan Wajib Bayar;

4) surat Kketerangan dari instansi yang
berwenang untuk keadaan bencana atau
surat pernyataan Wajib Bayar dan bukti
terkait untuk keadaan lain berdasarkan
pertimbangan Pejabat Kuasa Pengelola
PNBP, antara lain berupa:

- asli surat keterangan dari pihak
kepolisian yang menyatakan kondisi
kahar berupa huru-hara/kerusuhan
massal, kebakaran, dan lainnya:

- asli surat keterangan dari instansi
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No

Persyaratan Dokumen

Ya(v)/
Tidak (x)

Catatan

pemerintah yang melaksanakan tugas
penanggulangan bencana untuk
keadaan kahar berupa bencana alam;
asli surat keterangan dari instansi
terkait untuk keadaan kahar berupa
bencana non alam;

salinan keputusan kepala daerah
tentang penetapan suatu daerah dalam
status bencana; atau

surat pernyataan bermaterai yang
ditandatangani oleh Wajib Bayar
disertal dengan bukti terkait untuk
kondisi di luar kemampuan Wajib
Bayar  berdasarkan  pertimbangan
Instansi Pengelola PNBP.

Terhadap hasil pengujian kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan

dalam pengajuan keberatan PNBP, dinyatakan bahwa (*):

Dokumen lengkap dan dapat dilanjutkan ke proses penelitian.

Dokumen tidak lengkap/tidak sesuai dan perlu ditindaklanjuti
dengan penerbitan surat permintaan
dokumen /surat penolakan oleh Pejabat Kuasa Pegelola PNBP.

kelengkapan

Petugas Penguji Kelengkapan

Dokumen,

..................................

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR UJI KELENGKAPAN DOKUMEN

PENDUKUNG

NOMOR

URAIAN ISIAN

(1)

Diisi nama Wajib Bayar
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(2) Diisi nomor surat pengajuan keberatan yang disampaikan
oleh Wajib Bayar atau Kuasa Wajib Bayar.

(3) Diisi tanggal surat pengajuan keberatan yang disampaikan
oleh Wajib Bayar atau Kuasa Wajib Bayar.

(4) Diisi dengan tanggal diterimanya surat pengajuan keberatan
dan dokumen pendukung oleh Instansi Pengelola PNBP.

(3) Diisi tanda tangan dan nama jelas petugas penguji dokumen.

(6) Diisi Nomor Induk petugas penguji dokumen.

h. Contoh Format Surat Permintaan Kelengkapan Dokumen Pendukung

KOP INSTANSI PENGELOLA PNBP

3 1o G AR (1) Tanggal.............. (2)
SHAE iR st e (3)
Hal ¢ Permintaan Kelengkapan Dokumen
Pendukung
YEH, idieieisioisoss (4)

Sehubungan dengan surat Saudara nomor ........ (5) tanggal
............... (6) hal pengajuan keberatan atas ..................[7) nomor
................... {8) tanggal .............[9), dengan ini diminta kepada
Saudara untuk menyampaikan kelengkapan dokumen pendukung
meliputi:

L e 040 aheaeasa00800a0a0a0aasasasaaeseasansnsasasassssassssasasasssssssninsass
e S S R S S SR S A S e 04 dst (10)

Dokumen pendukung tersebut wajib disampaikan paling lambat sebelum
batas waktu pengajuan surat permohonan keberatan PNBP berakhir.
Apabila dalam jangka waktu tersebut Saudara tidak menyampaikan
kelengkapan dokumen pendukung, permohonan keberatan PNBP Saudara
akan ditolak.
Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
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Pejabat Kuasa Pengelola PNBP
(Jabatan)..........coveeiininns (11)

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMINTAAN KELENGKAPAN DOKUMEN

PENDUKUNG
NOMOR URAIAN ISIAN

(1) Diisi nomor surat permintaan kelengkapan dokumen
pendukung sesuai dengan administrasi Instansi Pengelola
PNBP.

(2) Diisi nama kota dan tanggal surat permintaan kelengkapan
dokumen pendukung dibuat.

(3) Diisi sifat surat,

(4) Diisi nama dan alamat Wajib Bayar yang mengajukan
Keberatan PNBP.

(3) Diisi nomor surat pengajuan Keberatan PNBP.

(6) Diisi tanggal surat pengajuan Keberatan PNBP.

(7) Diisi jenis Surat Ketetapan PNBP yang diajukan Keberatan.
(8) Diisi nomor Surat Ketetapan PNBP.

(9) Diisi tanggal Surat Ketetapan PNBP.

(10) Diisi jenis dokumen pendukung yang diminta

kelengkapannya.
(11) Diisi nama jabatan penandatangan surat.
(13) Diisi tanda tangan dan nama jelas penandatangan surat.

i. Contoh Format Surat Permintaan Peminjaman Buku, Catatan, Data,

dan/atau Informasi

KOP INSTANSI PENGELOLA PNBP

() 4 o) o TN (1) Tanggal surat............. (2)
SHat: I e (3)
Hal : Permintaan/peminjaman
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dokumen tambahan
Yth. e, (4

Dalam rangka proses penelitian keberatan PNBP sebagaimana

disampaikan melalui surat Saudara nomor ......... (5) tanggal .......... (6) hal
pengajuan keberatan atas Surat Ketetapan PNBP........... (7) nomor
............. (8) tanggal ..........[9), dengan ini kami meminta kepada Saudara

untuk menyampaikan/meminjamkan buku, catatan, data, dan informasi,
dalam bentuk hardcopy dan /atau softcopy yang meliputi:

i cinrass e ea e eaR e aeeaaseaaseaasiarases dst (10)

Buku, catatan, data, dan informasi, tersebut akan digunakan
sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan permohonan pengajuan
keberatan PNBP Saudara.

Buku, catatan, data, dan informasi, dalam bentuk hardcopy
dan/atau softcopy tersebut agar disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari
setelah surat permintaan ini Saudara terima.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Pejabat Kuasa Pengelola PNBP *)

(Jabatan).......ccoviiiiiiiiians (11)

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMINTAAN PEMINJAMAN BUKU,
CATATAN, DATA DAN/ATAU INFORMASI

NOMOR URAIAN ISIAN

(1) Diisi nomor surat permintaan peminjaman buku, catatan,
data, dan informasi sesuai dengan administrasi Instansi
Pengelola PNBP.

(2) Diisi nama kota dan tanggal surat permintaan peminjaman
buku, catatan, data, dan informasi dibuat.

(3) Diisi sifat surat.

(4) Diisi nama dan alamat Wajib Bayar yang mengajukan

www.peraturan.go.id



2021, No.1470 106

Keberatan PNBP.

(5) Diisi nomor surat pengajuan keberatan PNBP.

(6) Diisi tanggal surat pengajuan keberatan PNBP.

(7) Diisi jenis Surat Ketetapan PNBP yang diajukan keberatan
(8) Diisi nomor Surat Ketetapan PNBP.

9) Diisi tanggal Surat Ketetapan PNBP.

(10) Diisi jenis buku, catatan, data, dan informasi yang
diminta/dipinjam dari Wajib Bayar.

(11) Diisi nama jabatan penandatangan surat.

(12) Diisi tanda tangan dan nama jelas penandatangan surat.

j. Contoh Format Surat Ketetapan Keberatan Kurang Bayar

KOP INSTANSI PENGELOLA PNBP

NOIMOT 1 iiiiiiiiiiieeieieieiesesssessssssssans (1) Tanggal............ (2)
ESTnpItlI: X SRR (3)
Hal : Surat Ketetapan Keberatan Kurang
Bayar
" i T, (4)

Sehubungan dengan surat pengajuan keberatan PNBP

Saudara/Saudari yang disampaikan melalui surat nomor ............... (5)
tanggal ... (6), terhadap Surat Ketetapan PNBP................ (7)
DOIDOTS 334 5343449343456 (8) tanggal............coun (9). dapat disampaikan bahwa

berdasarkan hasil penelitian atas substansi keberatan PNBP yang
diajukan dan setelah dilakukan perbandingan nominal jumlah PNBP
Terutang pada Surat Ketetapan PNBP sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan,
setoran PNBP atas Surat Ketetapan PNBP, jumlah keberatan yang
diajukan, dan jumlah keberatan yang disetujui atau tidak disetujui,
dinyatakan masih terdapat kekurangan pembayaran atas PNBP Terutang
sebesar Rp........occevviniinnns (10), dengan rincian sebagai berikut:
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Uraian Nominal (Rp)
(11)

a. Jumlah PNBP Terutang pada Surat Ketetapan
PNBP

b. Jumlah PNBP yang telah dibayar/ disetor oleh
Wajib Bayar

c. Jumlah Keberatan PNBP yang diajukan oleh
Wajib Bayar

d. Jumlah Keberatan PNBP yang disetujui/tidak
disetujui

Selisih ((a-b)-d)

Untuk itu, bersama ini kami sampaikan Surat Tagihan Pertama
NOMOr  .......uuue (12) tanggal.......... (13) untuk selanjutnya dapat
ditindaklanjuti oleh Saudara/Saudari dengan melakukan pelunasan atas
kekurangan bayar PNBP sebesar Rp............ (14). Dalam hal Saudara tidak
melakukan pelunasan dalam batas waktu sebagaimana tercantum dalam
Surat Tagihan akan dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan
sebesar 2% per bulan dan dikenakan untuk paling lama 24 bulan.

Demikian disampaikan dan atas perhatian Saudara/Saudari
diucapkan terima kasih.

Pejabat Kuasa Pengelola PNBP
[Dabatam). i viiaaEnNaEaR (15)

PETUNJUK PENGISIAN SURAT KETETAPAN KEBERATAN KURANG

BAYAR
NOMOR URAIAN ISIAN
(1) Diisi nomor surat sesuai dengan administrasi Instansi
Pengelola PNBP.
(2) Diisi nama kota dan tanggal Surat Ketetapan Keberatan
Kurang Bayar dibuat.
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(3) Diisi jumlah lampiran yang disertakan dalam Surat Ketetapan
Keberatan Kurang Bayar.

(4) Diisi nama dan alamat Wajib Bayar yang mengajukan
Keberatan PNBP.

(3) Diisi nomor surat pengajuan Keberatan PNBP.

(6) Diisi tanggal surat pengajuan Keberatan PNBP.

(7) Diisi jenis Surat Ketetapan PNBP yang diajukan keberatan.

(8) Diisi nomor Surat Ketetapan PNBP.

(9) Diisi tanggal Surat Ketetapan PNBP.

(10) Diisi dengan jumlah PNBP Terutang yang masih harus
dibayarkan oleh Wajib Bayar.

(11) Diisi dengan rincian hasil penelitian atas Keberatan PNBP

yang diajukan Wajib Bayar.

(12) Diisi dengan nomor Surat Tagihan Pertama yang diterbitkan
oleh Pejabat Kuasa Pengelola PNBP

(13) Diisi dengan tanggal Surat Tagihan Pertama yang diterbitkan
oleh Pejabat Kuasa Pengelola PNBP

(14) Diisi dengan jumlah nominal PNBP Terutang yang masih
harus dibayarkan oleh Wajib Bayar.

(15) Diisi nama jabatan penandatangan surat.

(16) Diisi tanda tangan dan nama jelas penandatangan surat.

k. Contoh Format Surat Ketetapan Keberatan Nihil

KOP INSTANSI PENGELOLA PNBP

NOIOET 3 A A A AT A AR AR (1) Tanggal......... (2)
LATOPIFAYY: 5 corercvrsrsnsrsrsnsrspsrspsrsnspsrsnsnsns (3)

Hal : Surat Ketetapan Keberatan Nihil

s | PP (4)

Sehubungan dengan surat pengajuan keberatan PNBP
Saudara/Saudari yang disampaikan melalui surat nomor ............... (5)
tanggal ... (6), terhadap Surat Ketetapan PNBP........ccooiis (7)
DOIDOF 2 vavavavavaravaviis (8) tanggal.............c... (9), dapat disampaikan bahwa

berdasarkan hasil penelitian atas substansi keberatan PNBP yang
diajukan dan setelah dilakukan perbandingan nominal jumlah PNBP
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Terutang pada Surat Ketetapan PNBP sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan,
setoran PNBP atas Surat Ketetapan PNBP, jumlah keberatan yang
diajukan, dan jumlah keberatan yang disetujui atau tidak disetujui,
dinyatakan tidak terdapat selisih pembayaran atas PNBP Terutang,
dengan rincian sebagai berikut:

Uraian Nominal (Rp)
(10)

a. Jumlah PNBP Terutang pada Surat Ketetapan PNBP

b. Jumlah PNBP yang telah dibayar/ disetor oleh Wajib

Bayar

c. Jumlah keberatan PNBP yang diajukan oleh Wajib
Bayar

d. Jumlah Keberatan PNBP yang disetujui/ tidak
disetujui

Selisih ((a-b)-d)

Demikian disampaikan dan atas perhatian Saudara/Saudari
diucapkan terima kasih.

Pejabat Kuasa Pengelola PNBP *)
(Jabatan)......uuuiuu. (11)

PETUNJUK PENGISIAN SURAT KETETAPAN KEBERATAN NIHIL

NOMOR URAIAN ISIAN

(1) Diisi nomor surat sesuai dengan administrasi Instansi
Pengelola PNBP.

(2) Diisi nama kota dan tanggal Surat Ketetapan Keberatan Nihil
dibuat.

(3) Diisi jumlah lampiran yang disertakan dalam Surat Ketetapan
Keberatan Nihil.

(%) Diisi nmama dan alamat Wajib Bayar yang mengajukan
Keberatan PNBP.

(5) Diisi nomor surat pengajuan Keberatan PNBP.
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(6) Diisi tanggal surat pengajuan Keberatan PNBP.
(7) Diisi jenis Surat Ketetapan PNBP yang diajukan keberatan.

(8) Diisi nomor Surat Ketetapan PNBP.
(9) Diisi tanggal Surat Ketetapan PNBP.
(10) Diisi dengan rincian hasil penelitian atas Keberatan PNBP

yang diajukan Wajib Bayar.

(11) Diisi nama jabatan penandatangan surat.

(12) Diisi tanda tangan dan nama jelas penandatangan surat.

l. Contoh Format Surat Ketetapan Keberatan Lebih Bayar

KOP INSTANSI PENGELOLA PNBP

Nomor R (1) Tanggal............ (2)
EAMPITANL. 3 Javavavavavavavavavavavavavavavaoavis (3)
Hal : Surat Ketetapan Keberatan Lebih
Bayar
D 4 ¥ ¢ PRPPTTPREP (4)

Sehubungan dengan surat pengajuan keberatan PNBP

Saudara/Saudari yang disampaikan melalui surat nomor ... (3)
tanggal ... (6), terhadap Surat Ketetapan PNBP................. (7)
RO 4555 5 s (8) tanggal................. (9), dapat disampaikan bahwa

berdasarkan hasil penelitian atas substansi keberatan PNBP yang
diajukan dan setelah dilakukan perbandingan nominal jumlah PNBP
Terutang pada Surat Ketetapan PNBP sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan,
setoran PNBP atas Surat Ketetapan PNBP, jumlah keberatan yang
diajukan, dan jumlah keberatan yang disetujui atau tidak disetujui,
dinyatakan masih terdapat kelebihan pembayaran atas PNBP Terutang
sebesar Rp.....ccovvvivinininins (10), dengan rincian sebagai berikut:
Uraian | Nominal (Rp)
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(11)

a. Jumlah PNBP Terutang pada Surat Ketetapan PNBP

b. Jumlah PNBP yang telah dibayar/ disetor oleh Wajib

Bayar

c. Jumlah keberatan PNBP yang diajukan oleh Waijib
Bayar

d. Jumlah Keberatan PNBP yang disetujui/ tidak
disetujui

Selisih ((a-b)-d)

Kami ucapkan terima kasih atas pembayaran yang telah
dilakukan. Selanjutnya,  Saudara/Saudari dapat mengajukan
Pengembalian PNBP yang dilaksanakan sesuai ketentuan dalam peraturan
perundang-undangan mengenai Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan,
Keringanan, dan Pengembalian Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Demikian disampaikan dan atas perhatian Saudara/Saudari
diucapkan terima kasih.

Pejabat Kuasa Pengelola PNBP *)
(Jabatan).....uuuiuu. (12)

PETUNJUK PENGISIAN SURAT KETETAPAN KEBERATAN
LEBIH BAYAR PNBP

NOMOR URAIAN ISIAN

(1) Diisi nomor surat sesuai dengan administrasi Instansi
Pengelola PNBP.

(2) Diisi nama kota dan tanggal Surat Ketetapan Keberatan Lebih
Bayar dibuat.
(3) Diisi jumlah lampiran yang disertakan dalam Surat Ketetapan

Keberatan Lebih Bayar.

(4) Diisi nama dan alamat Wajib Bayar yang mengajukan

pengajuan Keberatan PNBP.

(5) Diisi nomor surat pengajuan Keberatan PNBP.

(6) Diisi tanggal surat pengajuan Keberatan PNBP.
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(7) Diisi jenis Surat Ketetapan PNBP yang diajukan keberatan.
(8) Diisi nomor Surat Ketetapan PNBP.

(9) Diisi tanggal Surat Ketetapan PNBP,

(10) Diisi dengan jumlah kelebihan atas pembayaran PNBP

Terutang.

(11) Diisi dengan rincian hasil penelitian atas Keberatan PNBP
yang diajukan Wajib Bayar.

(12) Diisi nama jabatan penandatangan surat.

(13) Diisi tanda tangan dan nama jelas penandatangan surat.

m. Contoh Format Surat Tagihan sebagai Tindak Lanjut atas Penerbitan

Surat Ketetapan Keberatan Kurang Bayar

KOP INSTANSI PENGELOLA PNBP
SURAT TAGIHAN PNBP... (1)

NGRS & S S N N S S SN S S S (2) Tanggal Penerbitan: ........ (3)
I. Sebagai tindak lanjut atas penerbitan Surat Ketetapan Keberatan

Kurang Bayar nomor ............... (4) tanggal .........ooovves {3), dinyatakan

masih terdapat kekurangan pembayaran atas pemenuhan kewajiban

pembayaran PNBP:

a. Nama Wajib Bayar:
(6)

b. Jenis PNBP:
(7)

II. Jumlah kekurangan dan/atau keterlambatan pembayaran atas
kewajiban PNBP yang masih harus dibayarkan adalah sebagai
berikut:

Uraian Jumlah
PNBP terutang

—

PNBP yang telah dibayar

Kurang Bayar (12

bl IR S

Denda Administratif
(perhitungan denda bersifat
dinamis sebagaimana terlampir)
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5. PNBP yang masih harus dibayar
3)44)

Terbilang....

Agar melakukan pembayaran atas kewajiban PNBP sebesar Rp..............
(8) sebelum tanggal .... (9) melalui saluran pembayaran yang telah
ditetapkan dengan kode tagihan ...... (10). Dalam hal sampai dengan batas
akhir pembayaran tersebut Saudara/Saudari belum melunasi
pembayaran, dapat dikenakan tambahan denda sebesar perhitungan

dalam lampiran.

Pejabat Kuasa Pengelola PNBP
(Jabatan)........cooevenvenei (11)

PETUNJUK PENGISIAN SURAT TAGIHAN PNBP

NOMOR URAIAN ISIAN

(1) Diisi sesuai nama Surat Tagihan PNBP, diantaranya Surat
Tagihan Pertama, Surat Tagihan Kedua, Surat Tagihan Ketiga
atau Surat Tagihan

(2) Diisi nomor Surat Tagihan PNBP

(3) Diisi tanggal penerbitan surat tagihan PNBP

(4 Diisi nomor Surat Ketetapan Keberatan Kurang Bayar yang
menjadi dasar penerbitan Surat Tagihan PNBP

(5) Diisi tanggal Surat Ketetapan Keberatan Kurang Bayar yang
menjadi dasar penerbitan Surat Tagihan PNBP

(6) Diisi dengan nama Wayjib Bayar.

(7) Diisi sesuai dengan rincian jenis PNBP yang akan ditagih.

(8) Diisi dengan jumlah kekurangan pembayaran atas PNBP
Terutang yang wajib dibayarkan oleh Wajib Bayar.

(9) Diisi dengan tanggal batas akhir pembayaran Surat Tagihan.

(10) Diisi dengan kode tagihan yang merupakan kode unik Surat
Tagihan.

(11) Diisi nama jabatan penandatangan surat.
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I (12) I Diisi tanda tangan dan nama jelas penandatangan surat.

B. PETUNJUK PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KERINGANAN PNBP
1. Latar Belakang dan Urgensi Keringanan PNBP

Keringanan PNBP merupakan fasilitas yang diberikan pemerintah
dalam rangka memberikan kemudahan bagi Wajib Bayar yang
mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban PNBP sebagai akibat
dari adanya hambatan berupa keadaan di luar kemampuan Wajib Bayar
atau kondisi kahar, yang meliputi bencana atau keadaan lain
berdasarkan pertimbangan instansi pengelola PNBP; kesulitan likuiditas
yang mengakibatkan Wajib Bayar tidak dapat memenuhi kewajiban
jangka pendek; serta adanya kebijakan pemerintah. Pengaturan terkait
keringanan PNBP merupakan pelaksanaan dari asas daya pikul yang
mempertimbangkan pengenaan PNBP terhadap kemampuan untuk
membayar dari wajib bayar. Pemberian keringanan PNBP bagi wajib
bayar diharapkan dapat membantu dunia usaha dan masyarakat dalam
memenuhi kewajiban PNBP terutang pada kondisi tertentu.

Permohonan dan pemberian keringanan PNBP Terutang dapat
berbentuk  penundaan, pengangsuran, pengurangan, dan/atau
pembebasan, baik terhadap keringanan atas pokok PNBP Terutang
dan/atau terhadap sanksi administratif berupa denda. Permohonan
keringanan PNBP Terutang hanya dapat diajukan oleh Wajib Bayar
kepada Instansi Pengelola PNBP untuk 1 {satu) bentuk keringanan dalam
1 (satu) kali pengajuan. Wajib Bayar dapat mengajukan permohonan
keringanan PNBP Terutang dalam bentuk lainnya setelah permohonan
keringanan PNBP Terutang sebelumnya mendapatkan penetapan oleh
Instansi Pengelola PNBP. Ketentuan ini dikecualikan untuk Wajib Bayar
usaha mikro kecil.

Persetujuan atau penolakan atas permohonan keringanan pada
hakekatnya merupakan kewenangan dari Instansi Pengelola PNBP.
Namun demikian, dalam rangka menjaga kesinambungan fiskal, maka
terhadap permohonan keringanan berupa penundaan dan pengangsuran
yang melewati tahun anggaran berjalan harus terlebih dahulu meminta
pertimbangan dari Menteri Keuangan, Demikian pula dalam memberikan
keringanan dalam bentuk pengurangan atau pembebasan, Pimpinan
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Instansi Pengelola PNBP harus terlebih dahulu meminta persetujuan
Menteri Keuangan.
. Simulasi Pengajuan dan Penyelesaian Keringanan PNBP Dalam Bentuk
Penundaan
Persetujuan keringanan berupa penundaan diberikan oleh Instansi
Pengelola PNBP kepada Wajib Bayar dalam jangka waktu paling lama 6
(enam) bulan dalam tahun anggaran berjalan terhitung sejak surat
persetujuan penundaan ditetapkan. Apabila Instansi Pengelola PNBP
memberikan keringanan PNBP terutang dalam bentuk penundaan
melebihi tahun anggaran berjalan, maka surat persetujuan keringanan
berupa penundaan harus terlebih dahulu mendapat pertimbangan
Menteri Keuangan.
a. Time Flow Pengajuan dan Penyelesaian Keringanan PNBP Dalam
Bentuk Penundaan
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a.l. Time Flow Penolakan Atas Pengajuan Keringanan PNBP Bentuk
Penundaan karena Dokumen Persyaratan Tidak Lengkap

7 hadi berja 7 han kerja 7 hati kerja
l Uyl Kelenghapan ‘ [ “ ‘
yiop1  Dokumen  ypsi000y 10 01M4/2021
[ L ® ®
Kmm“:‘un s Sy e Feoorrbice
Merrparpaim wiat memyamgalkan s
Terutang daerima R kelerg " dalam hal
P Pht Aedonghagan hepada PP (asumal WA tidak
{paling lambat ot surat permantasn meryampaikan
sebelum PHNEP kelenghapan dobumen keienguapan
Tenstang diterima pada har dobumen dalam
ahmpahikan ke yang sama) batas waktu yang
PUPN) dtentukan.

a.2. Time Flow Pengajuan Keringanan PNBP Bentuk Penundaan
(dalam hal dokumen lengkap)

0 hart herje
U 1
Vwan A0y
LJ
Porgaiian beringanas PHIP Ratan shtr 150
Tarustang desesmia PP NP e
(pakng Nrrbat sebeforn Persetiguan atan
PNRP Tenutang abmpinias Penclatar s
kx PUPN) dan doburmen Fermohoren
pendubung duvwatsban Kevwgatan PR
embay dan Serat Tagun
"

a.3. Time Flow Pengajuan Keringanan PNBP Bentuk Penundaan
(dalam hal dokumen tidak lengkap)

7 han kesia 7 hari hevje 30 hart ke
[re———— il |
o PRl yanann 27372023 o1
o ®
Pergajean Hatas akhw PEF
Batae bt PP Batas akdir W
Kennganan PH metpargehas menerbithkan Surm
Terutang dterima WIRO/OPR Srh Peraetujoan sta
PEP PNIP Negeieta PYP {paisrmil Penciakan s1s
(paling lambor WMM warat m‘ n Permotonan
oy i prapaiions
drerama ran n Surat
dhempatitan he o :‘: ' povie
PUEN)

a.4. Time Flow Penyelesaian Atas Penetapan Keringanan PNBP
Bentuk Penundaan

Paling Lama 6 butes T . 1vion 10 hart harja
Ochumen
L L L ® -
PIE meneriitkan Sunt Batis Ahhe Mana Rartas adhr 0P Bataa aktir WA Ratas akher PeP
Persetupian atay Permatrdaan imerjad menersakan dan Wtk roeinat et
Parmebonan larggN et tempe mermarpakoe wrs PREP Terutang  PNEP Senstang b
Ketirgaran #N2P dan PROP Terstang] taphar RGP Terutang o
Surat Taghan (rrenal, Sibwrican (setes3e poknt dan
permnzaas 4 sl Sanku aomnistrate)
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a.5. Time Flow Proses Penetapan Keringanan PNBP Bentuk
Penundaan yang Melewati Tahun Anggaran

148 harf i o +
| I\ \ |
L L ® *—
Pengajuan Kerinpsnan Haras skl PKP Surar Pertimeangan Butag hbir PIP
INEP Terotang ditesima i po I Menter Xeuargen renetithan Surs
PP PNER : :":.' n.m‘ derama PEP PNBP Persetupan atay
(paling lambsat sebelus peti o ld Purelshan stay
FNEP Tervtarg Merzers 'eul ngan Permodonan
dmpahiban ke PUPS) Ko weganan PNEP
an dokumen dan Surat Tagihan
penganatan/pendibung e
@terima leegiap

b. Simulasi Penyelesaian Keringanan PNBP Dalam Bentuk Penundaan

Wajib Bayar dapat mengajukan keringanan atas PNBP Terutang
sebelum dilimpahkan ke instansi yang berwenang melakukan
pengurusan piutang negara.

Beberapa alternatif kejadian perhitungan jumlah PNBP Terutang
yang dimintakan keringanan PNBP berupa penundaan antara lain:
Contoh kasus:

Pada tanggal 1 Maret 2021, PT. A memiliki kewajiban PNBP sebesar
Rp100.000.000,00 dengan jatuh tempo pembayaran PNBP pada tanggal
1 April 2021.

Dalam hal sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran PNBP (1
April 2021) PT. A belum melunasi seluruh kewajiban PNBP Terutang,
maka 1 hari setelah tanggal jatuh tempo pembayaran PNBP (2 April
2021), PT. A akan dikenakan sanksi administratif berupa denda
keterlambatan pembayaran PNBP sebesar 2% x Rpl100.000.000,00 =
Rp2.000.000,00 per bulan.

Besaran denda keterlambatan pembayaran PNBP untuk setiap bulan
keterlambatan sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 1 Contoh penghitungan pengenaan sanksi administratif

Periode % Kumulatif Denda Kumulatif Denda
2 Apr 2021 - 1 Mei 2021 2% Rp2,000.000,00
2 Mei 2021 - 1 Jun 2021 a% Rp+.000.000,00
2 Jun 2021 - 1 Jul 2021 A Rp6.000.000,00
2 Jul 2021 - 1 Agt 2021 E3 Rp8.000.000,00
2 Agt 2021 - 1 Sep 2021 10% Rp10.000.000,00
2 Sep 2021 - 1 Okt 2021 12% Rp12.000.000,00
2 Okt 2021 - 1 Nov 2021 14% Rp14.000.000,00
2 Nov 2021 - 1 Des 2021 160 Rp16.000.000,00
2 Des 2021 - 1 Jan 2022 18% Rp18.000.000,00
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Periode % Kumulatif Denda Kumulatif Denda

2 Jan 2022 - 1 Feb 2022 20 Rp20.000.000,00
2 Feb 2022 - 1 Mar 2022 22% Rp22.000.000,00
2 Mar 2022 - 1 Apr 2022 249% Rp24.000.000,00
2 Apr 2022 - 1 Mei 2022 26% Rp26.000.000,00
2 Mei 2022 - 1 Jun 2022 28%. Rp28,000.000,00
2 Jun 2022 - 1 Jul 2022 30% Rp30.000.000,00
2 Jul 2022 - 1 Agt 2022 32% Rp32.000.000,00
2 Agt 2022 - | Sep 2022 34% Rp34.000.000,00
2 Sep 2022 - 1 Okt 2022 36 Rp36.000.000,00
2 Okt 2022 - | Nov 2022 38% Rp38.000.000,00
2 Nov 2022 - 1 Des 2022 407 Rp40.000.000,00
2 Des 2022 - 1 Jan 2023 42% Rp42.000.000,00
2 Jan 2023 - 1 Feb 2023 440 Rp44.000.000,00
2 Feb 2023 - 1 Mar 2023 467 Rp46.000.000,00

1 Mar 2023 - dst 48% Rp48.000.000,00

b.1. Pengajuan keringanan PNBP Terutang dalam bentuk penundaan
diterima sebelum atau sampai dengan tanggal jatuh tempo
pembayaran PNBP.

PT. A mengajukan permohonan keringanan PNBP Terutang dalam
bentuk penundaan. Permohonan keringanan dimaksud diterima
oleh Pejabat Kuasa Pengelola PNBP pada tanggal 20 Maret 2021,
Dengan demikian, proses penagihan dan pelimpahan atas PNBP
Terutang ditunda.

Simulasi 1

Permohonan keringanan PNBP Terutang dalam bentuk penundaan
disetujui

Berdasarkan hasil pengujian dan penelitian yang dilakukan oleh
Pejabat Kuasa Pengelola PNBP, pada tanggal 28 April 2021, Pejabat
Kuasa Pengelola PNBP menerbitkan surat persetujuan keringanan
PNBP Terutang dalam bentuk penundaan, dengan jangka waktu
penundaan pembayaran PNBP Terutang sampai dengan 28
September 2021.

Simulasi 1A

PT. A melunasi seluruh kewajiban PNBP Terutang sebelum
berakhirnya masa penundaan pembayaran PNBP Terutang.

Pada tanggal 25 September 2021, PT. A melunasi seluruh
kewajiban PNBP Terutang sebesar Rp100.000.000,00. PT. A tidak
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dikenakan sanksi administratif berupa denda keterlambatan
pembayaran PNBP Terutang karena melunasi seluruh kewajiban
PNBP Terutang sebelum berakhirnya masa penundaan.

Simulasi 1B

PT. A melunasi seluruh kewajiban PNBP Terutang setelah
berakhirnya masa penundaan pembayaran PNBP Terutang, namun
sebelum batas waktu 1 bulan sejak tanggal Surat Tagihan PNBP
Terutang diterbitkan.

Sampai dengan tanggal akhir masa penundaan (28 September
2021), PT. A belum melunasi seluruh kewajiban PNBP Terutang.
Pada tanggal 29 September 2021, Pejabat Kuasa Pengelola PNBP
menerbitkan Surat Tagihan PNBP Terutang kepada PT. A dengan
penghitungan jumlah PNBP Terutang sebagai berikut:

Periode masa berlaku Surat Tagihan PNBP Terutang: 29 September
— 28 Oktober 2021.

Penghitungan PNBP Terutang apabila pembayaran dilakukan pada
rentang waktu 29 September — 1 Oktober 2021:

« Pokok PNBP Terutang Rp100.000.000,00

e Denda keterlambatan  pembayaran Rp12.000.000,00
PNBP Terutang*

Jumlah PNBP Terutang Rp112.000.000,00

Penghitungan PNBP Terutang apabila pembayaran dilakukan pada
rentang waktu 2 — 28 Oktober 2021:

» Pokok PNBP Terutang Rp100.000.000,00

¢ Denda keterlambatan pembayaran PNBP Rp14.000.000,00

Terutang (*)

Jumlah PNBP Terutang Rp114.000.000,00

(*) Besaran denda keterlambatan pembayaran PNBP Terutang mengacu
pada Tabel 1

Perhitungan sanksi administratif berupa denda keterlambatan
pembayaran PNBP Terutang dihitung satu hari setelah tanggal
jatuh tempo pembayaran PNBP Terutang, yaitu sejak tanggal 2
April 2021, sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 1.

Berdasarkan Surat Tagihan PNBP Terutang tersebut, PT. A
melunasi seluruh kewajiban PNBP Terutang pada tanggal 24
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Oktober 2021. Jumlah pembayaran PNBP Terutang PT. A pada
tanggal 24 Oktober 2021 adalah sebesar Rp114.000.000,00.
Simulasi 1C

PT. A tidak melunasi seluruh kewajiban PNBP Terutang sampai
dengan batas waktu 1 bulan sejak tanggal Surat Tagihan PNBP
Terutang diterbitkan.

Sampai dengan tanggal 28 Oktober 2021 (batas waktu 1 bulan
sejak tanggal Surat Tagihan PNBP Terutang diterbitkan), PT. A
tidak melunasi seluruh kewajiban PNBP Terutang.

Pada tanggal 29 Oktober 2021, Pejabat Kuasa Pengelola PNBP
menerbitkan Surat Penyerahan Tagihan PNBP PT, A kepada
instansi yang berwenang melakukan pengurusan piutang negara,
dengan penghitungan jumlah PNBP Terutang sebagai berikut:

« Pokok PNBP Terutang Rp100.000.000,00
* Denda keterlambatan pembayaran PNBP Rp14.000.000,00
Terutang*
Jumlah PNBP Terutang Rp114.000.000,00
(*) Besaran denda keterlambatan pembayaran PNBP Terutang mengacu
pada Tabel 1
Simulasi 2

Permohonan keringanan PNBP Terutang dalam bentuk penundaan
ditolak.

Berdasarkan hasil pengujian dan penelitian yang dilakukan oleh
Pejabat Kuasa Pengelola PNBP, pada tanggal 28 April 2021, Pejabat
Kuasa Pengelola PNBP menerbitkan surat penolakan keringanan
PNBP Terutang dalam bentuk penundaan dan Surat Tagihan PNBP
Terutang dengan penghitungan jumlah PNBP Terutang sebagai
berikut:

Periode masa berlaku Surat Tagihan PNBP Terutang: 28 April - 27
Mei 2021.

Penghitungan PNBP Terutang apabila pembayaran dilakukan pada
rentang waktu 28 April — 1 Mei 2021:

« Pokok PNBP Terutang Rp100.000.000,00
¢ Denda keterlambatan pembayaran PNBP Rp2.000.000,00
Terutang*
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IJumlah PNBP Terutang | Rp102.000.000.00I

Penghitungan PNBP Terutang apabila pembayaran dilakukan pada
rentang waktu 2 — 27 Mei 2021:

» Pokok PNBP Terutang Rp100.000.000,00

e Denda keterlambatan pembayaran PNBP Rp4.000.000,00
Terutang*

Jumlah PNBP Terutang Rp104.000.000,00

(*) Besaran denda keterlambatan pembayaran PNBP Terutang mengacu

pada Tabel 1

Perhitungan sanksi administratif berupa denda keterlambatan
pembayaran PNBP Terutang dihitung satu hari setelah tanggal
jatuh tempo pembayaran PNBP Terutang, yaitu sejak tanggal 2
April 2021, sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 1.

Simulasi 2A

PT. A melunasi seluruh kewajiban PNBP Terutang sebelum batas
waktu 1 bulan sejak tanggal Surat Tagihan PNBP Terutang
diterbitkan.

Berdasarkan Surat Tagihan PNBP Terutang tersebut, PT. A
melunasi seluruh kewajiban PNBP Terutang pada tanggal 24 Mei
2021. Jumlah pembayaran PNBP Terutang PT. A pada tanggal 24
Mei 2021 adalah sebesar Rp104.000.000,00.

Simulasi 2B

PT. A tidak melunasi seluruh kewajiban PNBP Terutang sampai
dengan batas waktu 1 bulan sejak tanggal Surat Tagihan PNBP
Terutang diterbitkan.

Sampai dengan tanggal 27 Mei 2021 (batas waktu 1 bulan sejak
tanggal Surat Tagihan PNBP Terutang diterbitkan), PT. A tidak
melunasi seluruh kewajiban PNBP Terutang.

Pada tanggal 28 Mei 2021, Pejabat Kuasa Pengelola PNBP
menerbitkan Surat Penyerahan Tagihan PNBP PT. A kepada
instansi yang berwenang melakukan pengurusan piutang negara,
dengan penghitungan jumlah PNBP Terutang sebagai berikut:

* Pokok PNBP Terutang Rp100.000.000,00
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e Denda keterlambatan pembayaran PNBP Rp4.000.000,00
Terutang*
Jumlah PNBP Terutang Rp104.000.000,00

(*) Besaran denda keterlambatan pembayaran PNBP Terutang mengacu

pada Tabel 1

b.2. Pengajuan keringanan PNBP dalam bentuk penundaan diterima
setelah tanggal jatuh tempo pembayaran PNBP.
PT. A mengajukan permohonan keringanan PNBP Terutang dalam
bentuk penundaan. Permohonan keringanan dimaksud diterima
oleh Pejabat Kuasa Pengelola PNBP pada tanggal 20 April 2021.
Penghitungan jumlah PNBP Terutang PT. A pada tanggal 20 April
2021 adalah sebagai berikut:

¢ Pokok PNBP Terutang Rp100.000.000,00
e Denda keterlambatan pembayaran PNBP Rp2.000.000,00
Terutang®*
Jumlah PNBP Terutang Rp102.000.000,00
(*) Besaran denda keterlambatan pembayaran PNBP Terutang mengacu
pada Tabel 1
Simulasi 1

Permohonan keringanan PNBP Terutang dalam bentuk penundaan
disetujui

Berdasarkan hasil pengujian dan penelitian yang dilakukan oleh
Pejabat Kuasa Pengelola PNBP, pada tanggal 28 Mei 2021, Pejabat
Kuasa Pengelola PNBP menerbitkan surat persetujuan keringanan
PNBP Terutang dalam bentuk penundaan, dengan jangka waktu
penundaan pembayaran PNBP Terutang sampai dengan 28
September 2021,

Simulasi 1A

PT. A melunasi seluruh kewajiban PNBP Terutang sebelum
berakhirnya masa penundaan pembayaran PNBP Terutang.

Pada tanggal 25 September 2021, PT. A melunasi seluruh kewajiban
PNBP Terutang. Jumlah pembayaran PNBP Terutang PT. A pada
tanggal 25 September 2021 adalah sebesar Rp102.000.000,00. PT. A
tidak dikenakan tambahan sanksi administratif berupa denda
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keterlambatan pembayaran PNBP Terutang karena melunasi
seluruh kewajiban PNBP Terutang sebelum berakhimya masa
penundaan.

Simulasi 1B

PT. A melunasi seluruh kewajiban PNBP Terutang setelah
berakhirnya masa penundaan pembayaran PNBP Terutang, namun
sebelum batas waktu 1 bulan sejak tanggal Surat Tagihan PNBP
Terutang diterbitkan.

Sampai dengan tanggal akhir masa penundaan (28 September
2021), PT. A belum melunasi seluruh kewajiban PNBP Terutang.
Pada tanggal 29 September 2021, Pejabat Kuasa Pengelola PNBP
menerbitkan Surat Tagihan PNBP Terutang kepada PT. A dengan
penghitungan jumlah PNBP Terutang sebagai berikut:

Periode masa berlaku Surat Tagihan PNBP Terutang: 29 September
— 28 Oktober 2021.

Penghitungan PNBP Terutang apabila pembayaran dilakukan pada
rentang waktu 29 September — 1 Oktober 2021:

¢ Pokok PNBP Terutang Rp100.000.000,00

¢ Denda keterlambatan pembayaran PNBP Rp12.000.000,00
Terutang*

Jumlah PNBP Terutang Rp112.000.000,00

Penghitungan PNBP Terutang apabila pembayaran dilakukan pada
rentang waktu 2 — 28 Oktober 2021:

¢ Pokok PNBP Terutang Rp100.000.000,00

¢ Denda keterlambatan pembayaran PNBP Rp14.000.000,00
Terutang*

Jumliah PNBP Terutang Rp114.000.000,00

(*) Besaran denda keterlambatan pembayaran PNBP Terutang mengacu

pada Tabel 1

Perhitungan sanksi administratif berupa denda keterlambatan
pembayaran PNBP Terutang dihitung satu hari setelah tanggal jatuh
tempo pembayaran PNBP Terutang, yaitu sejak tanggal 2 April 2021,
sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 1.
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Berdasarkan Surat Tagihan PNBP Terutang tersebut, PT A melunasi
seluruh kewajiban PNBP Terutang pada tanggal 24 Oktober 2021.
Jumlah pembayaran PNBP Terutang PT A pada tanggal 24 Oktober
2021 adalah sebesar Rp114.000.000,00.

Simulasi 1C

PT. A tidak melunasi seluruh kewajiban PNBP Terutang sampai
dengan batas waktu 1 bulan sejak tanggal Surat Tagihan PNBP
Terutang diterbitkan.

Sampai dengan tanggal 28 Oktober 2021 (batas waktu 1 bulan sejak
tanggal Surat Tagihan PNBP Terutang diterbitkan), PT. A tidak
melunasi seluruh kewajiban PNBP Terutang.

Pada tanggal 29 Oktober 2021, Pejabat Kuasa Pengelola PNBP
menerbitkan Surat Penyerahan Tagihan PNBP PT. A kepada instansi
yang berwenang melakukan pengurusan piutang negara, dengan
penghitungan jumlah PNBP Terutang sebagai berikut:

¢ Pokok PNBP Terutang Rp100.000.000,00
e Denda keterlambatan pembayaran PNBP Rp14.000.000,00

Terutang*
Jumlah PNBP Terutang Rp114.000.000,00
(*) Besaran denda keterlambatan pembayaran PNBP Terutang mengacu
pada Tabel 1
Simulasi 2

Permohonan keringanan PNBP Terutang dalam bentuk penundaan
ditolak.

Berdasarkan hasil pengujian dan penelitian yang dilakukan oleh
Pejabat Kuasa Pengelola PNBP, pada tanggal 28 Mei 2021, Pejabat
Kuasa Pengelola PNBP menerbitkan surat penolakan keringanan
PNBP Terutang dalam bentuk penundaan dan menerbitkan Surat
Tagihan PNBP Terutang dengan penghitungan jumlah PNBP
Terutang sebagai berikut:

Periode masa berlaku Surat Tagihan PNBP Terutang: 28 Mei - 27
Juni 2021.

Penghitungan PNBP Terutang apabila pembayaran dilakukan pada
rentang waktu 28 Mei — 1 Juni 2021:

* Pokok PNBP Terutang Rp100.000.000,00
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e Denda keterlambatan pembayaran PNBP Rp4.000.000,00
Terutang*
Jumlah PNBP Terutang Rp104.000.000,00

Penghitungan PNBP Terutang apabila pembayaran dilakukan pada
rentang waktu 2 — 27 Juni 2021:

e Pokok PNBP Terutang Rp100.000.000,00

e Denda keterlambatan pembayaran PNBP Rp6.000.000,00
Terutang*

Jumlah PNBP Terutang Rp106.000.000,00

(*) Besaran denda keterlambatan pembayaran PNBP Terutang mengacu
pada Tabel 1

Perhitungan sanksi administratif berupa denda keterlambatan
pembayaran PNBP Terutang dihitung satu hari setelah tanggal jatuh
tempo pembayaran PNBP Terutang, yaitu sejak tanggal 2 April 2021,
sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 1.

Simulasi 2A

PT. A melunasi seluruh kewajiban PNBP Terutang sebelum batas
waktu 1 bulan sejak tanggal Surat Tagihan PNBP Terutang
diterbitkan.

Berdasarkan Surat Tagihan PNBP Terutang tersebut, PT. A melunasi
seluruh kewajiban PNBP Terutang pada tanggal 24 Mei 2021,
Jumlah pembayaran PNBP Terutang PT. A pada tanggal 24 Mei 2021
adalah sebesar Rp104.000.000,00.

Simulasi 2B

PT. A tidak melunasi seluruh kewajiban PNBP Terutang sampai
dengan batas waktu 1 bulan sejak tanggal Surat Tagihan PNBP
Terutang diterbitkan.

Sampai dengan tanggal 27 Juni 2021 (batas waktu 1 bulan sejak
tanggal Surat Tagihan PNBP Terutang diterbitkan), PT. A tidak
melunasi seluruh kewajiban PNBP Terutang.

Pada tanggal 28 Juni 2021, Pejabat Kuasa Pengelola PNBP
menerbitkan Surat Penyerahan Tagihan PNBP PT. A kepada instansi
yang berwenang melakukan pengurusan piutang negara, dengan
penghitungan jumlah PNBP Terutang sebagai berikut:

* Pokok PNBP Terutang Rp100.000.000,00
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e Denda keterlambatan pembayaran PNBP Rp6.000.000,00
Terutang*
Jumlah PNBP Terutang Rp106.000.000,00

(*) Besaran denda keterlambatan pembayaran PNBP Terutang mengacu
pada Tabel 1

3. Simulasi Pengajuan dan Penyelesaian Keringanan PNBP Dalam Bentuk
Pengangsuran
a. Time Flow Pengajuan dan Penyelesaian Keringanan PNBP Terutang
Dalam Bentuk Pengangsuran
a.l. Time Flow Pengajuan Keringanan PNBP Terutang Dalam
Bentuk Pengangsuran (dalam hal dokumen pendukung

lengkap)
30 hael harja
I |
[ L
Pengajuan Kennganan PNBF Batas skhir PXP
Terutang diterima PKP PNBP mererbitkan Sorat
{paling lambat sebefum Persetusan
PNEP Tenstaog dlmpahian Penalakan atas
ke PUPN} dan dokumen Peimmahanan
pendubung dinyatakan Karingunan PNOP
lenghap dan Surat Taghan

a.2. Time Flow Pengajuan Keringanan PNBP Terutang Dalam
Bentuk Pengangsuran (dalam hal dokumen pendukung tidak

lengkap)
7 hari karja 7 sy 30 harl kerja
' Uy Sebemghapan ‘ ’ " l
Dokumen
L ® ® °
eringa = Eatas akbir PEP
Batas skchir Pe3 Batas akhr WE
. m" m,,: meryampalian surat menyampaan menertitkan Surat
Prsen permintaan selengkapan dokumen Penetujuan atau
“”m,le,:: N kelenghapan epacla PEP (asumsl Perolakan atn
‘m, : dokumen wrat permintasn Permohonan
‘ el Selenghapas dokumen Kermganan PNBP
Terutang drerima pada hart tae Surat Taghee
. yang samaj PNAP

FUPN)

a3. Time Flow Penyelesaian Atas Persetujuan Pemberian
Keringanan PNBP Terutang Dalam Bentuk Pengangsuran

www.peraturan.go.id



2021, No.1470

127

¥ o 1 i e
touden [ Tenneris | B | 7 bt e 1 10000 heese
[ . L ] L = L ] L] . L *
PP erwrtithen  Belei Wt Batoe U Bt webll  Raturshhi  eter wakts e srw B sthy  Jotes 2t 0.
S et WE S "r Wa o W ntah "~ shamod ebreuiten
B Perotveean  whenad  mevertiian  mebene P Sioris PP eruary e
Nevingunet PN Mrgaant 1 Beret Taghar  eaguaen ] Seret Deglar  argaaeen 3 Bets Taghae ~Gunn Ll
2an Sarat Taghan PR A L NP e
Tl W bk el b e LR T
mwlaras rhman rabinau
g ) g 1 g
st i e e Tepdl wabln

LA Pergasgiinan (whog Wms Bherian 17 Dnaes Dalin (00es Gineh
prghs wakts ) ndan

- Aniare beeteb R T e T P

a.4. Time Flow Proses Penyelesaian Keringanan PNBP Terutang
Dalam Bentuk Pengangsuran yang Melewati Tahun Anggaran
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Simulasi Penyelesaian Keringanan PNBP Bentuk Pengangsuran
Wajib Bayar dapat mengajukan keringanan atas PNBP

Terutangnya sebelum dilimpahkan ke instansi yang berwenang
melakukan pengurusan piutang negara. Terhadap penghitungan jumlah
PNBP Terutang yang telah dimintakan keringanan PNBP Terutang
berupa pengangsuran, terdapat beberapa alternatif kejadian, yang
dapat dijelaskan melalui simulasi contoh kasus sebagai berikut:

Contoh Kasus:

Pada tanggal 1 Maret 2021, PT. B memiliki kewajiban PNBP sebesar
Rp100.000.000,00 dengan jatuh tempo pembayaran PNBP pada tanggal
1 April 2021.

b.1. Pengajuan keringanan PNBP Terutang dalam bentuk pengangsuran

diterima sebelum atau sampai dengan tanggal jatuh tempo
pembayaran PNBP.

PT. B mengajukan permohonan keringanan PNBP Terutang dalam
bentuk pengangsuran. Permohonan keringanan dimaksud diterima
oleh Pejabat Kuasa Pengelola PNBP pada tanggal 20 Maret 2021,
Dengan demikian, proses penagihan dan pelimpahan atas PNBP
Terutang ditunda.

www.peraturan.go.id



2021, No.1470

-128

Simulasi 1

Permohonan keringanan PNBP Terutang dalam bentuk
pengangsuran disetujui

Berdasarkan hasil pengujian dan penelitian yang dilakukan oleh
Pejabat Kuasa Pengelola PNBP, pada tanggal 28 April 2021, Pejabat
Kuasa Pengelola PNBP menerbitkan surat persetujuan keringanan
PNBP Terutang dalam bentuk pengangsuran selama 5 bulan dari
bulan Mei s.d. September 2021, dengan jadwal pengangsuran

sebagai berikut:

Tanggal Jatuh
Jumlah
Tempo
Angsuran Bulan Pembayaran
Pembayaran
Angsuran
Angsuran
1 Mei 28 Mei 2021 Rp20.000.000,00
2 Juni 28 Juni 2021 Rp20.000.000,00
3 Juli 28 Juli 2021 Rp20.000.000,00
4 Agustus | 28 Agustus 2021 Rp20.000.000,00
5 September | 28 September Rp20.000.000,00
2021
Total Rp100.000.000,00

Simulasi 1A

PT. B melunasi pembayaran angsuran sebelum dan/atau pada
tanggal jatuh tempo pengangsuran.

PT. B melunasi angsuran ke-1, ke-2, dan ke-3 sebelum tanggal
jatuh tempo pembayaran angsuran. PT. B tidak dikenakan sanksi
administratif berupa denda keterlambatan pembayaran PNBP
Terutang.

Simulasi 1B

PT. B melunasi pembayaran angsuran setelah tanggal jatuh tempo
pengangsuran namun sebelum batas waktu 1 bulan sejak tanggal
Surat Tagihan PNBP Terutang diterbitkan.

Sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran ke-4
(28 Agustus 2021), PT. B belum melunasi kewajiban pembayaran
angsuran PNBP. Pada tanggal 29 Agustus 2021, Pejabat Kuasa
Pengelola PNBP menerbitkan Surat Tagihan PNBP Terutang kepada
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PT. B dengan penghitungan jumlah PNBP Terutang sebagai
berikut:

Periode masa berlaku Surat Tagihan PNBP Terutang: 29 Agustus -
28 September 2021.

Penghitungan PNBP Terutang apabila pembayaran dilakukan pada
rentang waktu 29 Agustus — 1 September 2021:

* Pokok PNBP Terutang Rp20.000.000,00

¢ Denda keterlambatan pembayaran PNBP Rp2.000.000,00
Terutang (10%) (*)

Jumlah PNBP Terutang Rp22.000.000,00

Penghitungan PNBP Terutang apabila pembayaran dilakukan pada
rentang waktu 2 — 28 September 2021:

« Pokok PNBP Terutang Rp20.000.000,00

e Denda keterlambatan pembayaran PNBP Rp2.400.000,00
Terutang (12%) {*)

Jumlah PNBP Terutang Rp22.400.000,00

(*) Besaran persentase denda keterlambatan pembayaran PNBP Terutang

mengacu pada Tabel 1

Perhitungan sanksi administratif berupa denda keterlambatan
pembayaran PNBP Terutang dihitung satu hari setelah tanggal
jatuh tempo pembayaran PNBP Terutang, yaitu sejak tanggal 2
April 2021, sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 1. Besaran
pokok PNBP Terutang berdasarkan jumlah kewajiban PNBP untuk
setiap kali pembayaran angsuran dalam surat persetujuan
keringanan PNBP berupa pengangsuran.

Berdasarkan Surat Tagihan PNBP Terutang tersebut, PT. B
melunasi kewajiban PNBP Terutang pada tanggal 1 September
2021. Jumlah pembayaran PNBP Terutang PT. B pada tanggal 1
September 2021 adalah sebesar Rp22.000.000,00.

Simulasi 1C

PT. B tidak melunasi pembayaran angsuran sampai dengan batas
waktu 1 bulan sejak tanggal Surat Tagihan PNBP Terutang
diterbitkan.
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Sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran ke-5
(28 September 2021), PT. B belum melunasi kewajiban
pembayaran angsuran PNBP. Pada tanggal 29 September 2021,
Pejabat Kuasa Pengelola PNBP menerbitkan Surat Tagihan PNBP
Terutang kepada PT. B dengan penghitungan jumlah PNBP
Terutang sebagai berikut:

Periode masa berlaku Surat Tagihan PNBP Terutang: 29 September
— 28 Oktober 2021.

Penghitungan PNBP Terutang apabila pembayaran dilakukan pada
rentang waktu 29 September — 1 Oktober 2021:

* Pokok PNBP Terutang Rp20.000.000,00

e Denda keterlambatan pembayaran PNBP Rp2.400.000,00
Terutang (12%) (*)

Jumlah PNBP Terutang Rp22.400.000,00

Penghitungan PNBP Terutang apabila pembayaran dilakukan pada
rentang waktu 2 — 28 Oktober 2021:

« Pokok PNBP Terutang Rp20.000.000,00

¢ Denda keterlambatan pembayaran PNBP Rp2.800.000,00
Terutang (14%) (*)

Jumlah PNBP Terutang Rp22.800.000,00

(*) Besaran persentase denda keterlambatan pembayaran PNBP

Terutang mengacu pada Tabel 1

Perhitungan sanksi administratif berupa denda keterlambatan
pembayaran PNBP Terutang dihitung satu hari setelah tanggal
jatuh tempo pembayaran PNBP Terutang, yaitu sejak tanggal 2
April 2021, sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 1. Besaran
pokok PNBP Terutang berdasarkan jumlah kewajiban PNBP untuk
setiap kali pembayaran angsuran dalam surat persetujuan
keringanan PNBP berupa pengangsuran.

Sampai dengan tanggal 28 Oktober 2021 (batas waktu 1 bulan
sejak tanggal Surat Tagihan PNBP Terutang diterbitkan), PT. B
tidak melunasi kewajiban PNBP Terutang.
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Pada tanggal 29 Oktober 2021, Pejabat Kuasa Pengelola PNBP
menerbitkan Surat Penyerahan Tagihan PNBP PT. B kepada
instansi yang berwenang melakukan pengurusan piutang negara,
dengan penghitungan jumlah PNBP Terutang sebagai berikut:

* Pokok PNBP Terutang Rp20.000.000,00

e Denda keterlambatan pembayaran PNBP Rp2.800.000,00
Terutang (14%)*

Jumlah PNBP Terutang Rp22.800.000,00

(*) Besaran persentase denda keterlambatan pembayaran  PNBP
Terutang mengacu pada Tabel 1

Simulasi 2

Permohonan keringanan PNBP Terutang dalam bentuk
pengangsuran ditolak.

Berdasarkan hasil pengujian dan penelitian yang dilakukan oleh
Pejabat Kuasa Pengelola PNBP, pada tanggal 28 April 2021, Pejabat
Kuasa Pengelola PNBP menerbitkan surat penolakan keringanan
PNBP Terutang dalam bentuk pengangsuran dan Surat Tagihan
PNBP Terutang dengan penghitungan jumlah PNBP Terutang
sebagai berikut:

Periode masa berlaku Surat Tagihan PNBP Terutang: 28 April - 27
Mei 2021

Penghitungan PNBP Terutang apabila pembayaran dilakukan pada
rentang waktu 28 April — 1 Mei 2021:

e Pokok PNBP Terutang Rp100.000.000,00

e Denda keterlambatan pembayaran PNBP Rp2.000.000,00
Terutang*

Jumlah PNBP Terutang Rp102.000.000,00

Penghitungan PNBP Terutang apabila pembayaran dilakukan pada
rentang waktu 2 — 27 Mei 2021:

* Pokok PNBP Terutang Rp100.000.000,00

¢ Denda keterlambatan pembayaran PNBP Rp4.000.000,00

Terutang*

Jumlah PNBP Terutang Rp104.000.000,00
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[*) Besaran denda keterlambatan pembayaran PNBP Terutang mengacu

pada Tabel 1

Perhitungan sanksi administratif berupa denda keterlambatan
pembayaran PNBP Terutang dihitung satu hari setelah tanggal
jatuh tempo pembayaran PNBP Terutang, yaitu sejak tanggal 2
April 2021, sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 1.

Simulasi 2A

PT. B melunasi seluruh kewajiban PNBP Terutang sebelum batas
waktu 1 bulan sejak tanggal Surat Tagihan PNBP Terutang
diterbitkan.

Berdasarkan Surat Tagihan PNBP Terutang tersebut, PT. B
melunasi seluruh kewajiban PNBP Terutang pada tanggal 24 Mei
2021. Jumlah pembayaran PNBP Terutang PT. B pada tanggal 24
Mei 2021 adalah sebesar Rp104.000.000,00.

Simulasi 2B

PT. B tidak melunasi seluruh kewajiban PNBP Terutang sampai
dengan batas waktu 1 bulan sejak tanggal Surat Tagihan PNBP
Terutang diterbitkan.

Sampai dengan tanggal 27 Mei 2021 (batas waktu 1 bulan sejak
tanggal Surat Tagihan PNBP Terutang diterbitkan), PT. B tidak
melunasi seluruh kewajiban PNBP Terutang.

Pada tanggal 28 Mei 2021, Pejabat Kuasa Pengelola PNBP
menerbitkan Surat Penyerahan Tagihan PNBP PT. B kepada
instansi yang berwenang melakukan pengurusan piutang negara,
dengan penghitungan jumlah PNBP Terutang sebagai berikut:

* Pokok PNBP Terutang Rp100.000.000,00

¢ Denda keterlambatan pembayaran PNBP Rp4.000.000,00
Terutang*

Jumlah PNBP Terutang Rp104.000.000,00

(*) Besaran denda keterlambatan pembayaran PNBP Terutang mengacu

pada Tabel 1
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b.2. Pengajuan keringanan PNBP Terutang dalam bentuk pengangsuran

diterima setelah tanggal jatuh tempo pembayaran PNBP.

PT. B mengajukan permohonan keringanan PNBP Terutang dalam
bentuk pengangsuran. Permohonan keringanan dimaksud diterima
oleh Pejabat Kuasa Pengelola PNBP pada tanggal 20 April 2021,
Penghitungan jumlah PNBP Terutang PT. A pada tanggal 20 April
2021 adalah sebagai berikut:

* Pokok PNBP Terutang Rp100.000.000,00

e Denda keterlambatan pembayaran PNBP Rp2.000.000,00
Terutang*

Jumlah PNBP Terutang Rp102.000.000,00

(*) Besaran denda keterlambatan pembayaran PNBP Terutang mengacu
pada Tabel 1

Simulasi 1

Permohonan keringanan PNBP Terutang dalam bentuk
pengangsuran disetujui.

Berdasarkan hasil pengujian dan penelitian yang dilakukan oleh
Pejabat Kuasa Pengelola PNBP, pada tanggal 28 April 2021, Pejabat
Kuasa Pengelola PNBP menerbitkan surat persetujuan keringanan
PNBP Terutang dalam bentuk pengangsuran selama 5 bulan dari
bulan Mei s.d. September 2021, dengan jadwal pengangsuran
sebagai berikut:

Tanggal Jatuh

Tempo Jumlah Pembayaran

ADIRaTD, Hhilass Pembayaran Aangsuran

Angsuran
1 Mei 28 Mei 2021 Rp20.400.000,00
2 Juni 28 Juni 2021 Rp20.400.000,00
3 Juli 28 Juli 2021 Rp20.400.000,00
4 Agustus 28 Agustus 2021 Rp20.400.000,00
5 September | 28 September Rp20.400.000,00
2021
TOTAL Rp102.000.000,00
Simulasi 1A
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PT. B melunasi pembayaran angsuran sebelum dan/atau pada
tanggal jatuh tempo pengangsuran.

PT. B melunasi angsuran ke-1, ke-2, dan ke-3 sebelum tanggal
jatuh tempo pembayaran angsuran. PT. B tidak dikenakan
tambahan sanksi administratif berupa denda keterlambatan
pembayaran PNBP Terutang.

Simulasi 1B

PT. B melunasi pembayaran angsuran setelah tanggal jatuh tempo
pengangsuran namun sebelum batas waktu 1 bulan sejak tanggal
Surat Tagihan PNBP Terutang diterbitkan.

Sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran ke-4
(28 Agustus 2021), PT. B belum melunasi kewajiban pembayaran
angsuran PNBP. Pada tanggal 29 Agustus 2021, Pejabat Kuasa
Pengelola PNBP menerbitkan Surat Tagihan PNBP Terutang kepada
PT. B dengan penghitungan jumlah PNBP Terutang sebagai
berikut:

Periode masa berlaku Surat Tagihan PNBP Terutang: 29 Agustus -
28 September 2021.

Penghitungan PNBP Terutang apabila pembayaran dilakukan pada
rentang waktu 29 Agustus — 1 September 2021:

* Pokok PNBP Terutang Rp20.000.000,00

¢ Denda keterlambatan pembayaran PNBP Rp2.000.000,00
Terutang (10%)*

Jumlah PNBP Terutang Rp22.000.000,00

Penghitungan PNBP Terutang apabila pembayaran dilakukan pada

rentang waktu 2 — 28 September 2021:

* Pokok PNBP Terutang Rp20.000.000,00

¢ Denda keterlambatan pembayaran PNBP Rp2.400.000,00
Terutang (12%)*

Jumlah PNBP Terutang Rp22.,400.000,00

(*) Besaran persentase denda keterlambatan pembayaran PNBP
Terutang mengacu pada Tabel 1

Perhitungan sanksi administratif berupa denda keterlambatan
pembayaran PNBP Terutang dihitung satu hari setelah tanggal
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jatuh tempo pembayaran PNBP Terutang, yaitu sejak tanggal 2
April 2021, sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 1. Pokok PNBP
Terutang menggunakan proporsi dari pokok PNBP Terutang yang
diberikan pengangsuran, tidak termasuk proporsi dari denda
keterlambatan pembayaran PNBP.

Berdasarkan Surat Tagihan PNBP Terutang tersebut. PT. B
melunasi kewajiban PNBP Terutang pada tanggal 1 September
2021. Jumlah pembayaran PNBP Terutang PT. B pada tanggal 1
September 2021 adalah sebesar Rp22.000.000,00.

Simulasi 1C

PT. B tidak melunasi pembayaran angsuran sampai dengan batas
waktu 1 bulan sejak tanggal Surat Tagihan PNBP Terutang
diterbitkan.

Sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran ke-5
(28 September 2021), PT. B belum melunasi kewajiban
pembayaran angsuran PNBP. Pada tanggal 29 September 2021,
Pejabat Kuasa Pengelola PNBP menerbitkan Surat Tagihan PNBP
Terutang kepada PT. B dengan penghitungan jumlah PNBP
Terutang sebagai berikut:

Periode masa berlaku Surat Tagihan PNBP Terutang: 29 September
— 28 Oktober 2021.

Penghitungan PNBP Terutang apabila pembayaran dilakukan pada
rentang waktu 29 September — 1 Oktober 2021:

* Pokok PNBP Terutang Rp20.000.000,00

¢ Denda keterlambatan pembayaran PNBP Rp2.400.000,00
Terutang (12%)*

Jumlah PNBP Terutang Rp22.400.000,00

Penghitungan PNBP Terutang apabila pembayaran dilakukan pada
rentang waktu 2 — 28 Oktober 2021:

* Pokok PNBP Terutang Rp20.000.000,00

¢ Denda keterlambatan pembayaran PNBP Rp2.800.000,00
Terutang (14%)*
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Jumlah PNBP Terutang Rp22.800.000,00 I
(*) Besaran persentase denda keterlambatan pembayaran  PNBP

Terutang mengacu pada Tabel 1

Perhitungan sanksi administratif berupa denda keterlambatan
pembayaran PNBP Terutang dihitung satu hari setelah tanggal
jatuh tempo pembayaran PNBP Terutang, yaitu sejak tanggal 2
April 2021, sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 1. Pokok PNBP
Terutang menggunakan proporsi dari pokok PNBP Terutang yang
diberikan pengangsuran, tidak termasuk proporsi dari denda
keterlambatan pembayaran PNBP.

Sampai dengan tanggal 28 Oktober 2021 (batas waktu 1 bulan
sejak tanggal Surat Tagihan PNBP Terutang diterbitkan), PT. B
tidak melunasi kewajiban PNBP Terutang.

Pada tanggal 29 Oktober 2021, Pejabat Kuasa Pengelola PNBP
menerbitkan Surat Penyerahan Tagihan PNBP PT. B kepada
instansi yang berwenang melakukan pengurusan piutang negara,
dengan penghitungan jumlah PNBP Terutang sebagai berikut:

* Pokok PNBP Terutang Rp20.000.000,00

¢ Denda keterlambatan pembayaran PNBP Rp2.800.000,00
Terutang (14%)*

Jumlah PNBP Terutang Rp22.800.000,00

(*) Besaran persentase denda keterlambatan pembayaran PNBP

Terutang mengacu pada Tabel 1

Simulasi 2

Permohonan keringanan PNBP Terutang dalam bentuk
pengangsuran ditolak.

Berdasarkan hasil pengujian dan penelitian yang dilakukan oleh
Pejabat Kuasa Pengelola PNBP, pada tanggal 28 April 2021, Pejabat
Kuasa Pengelola PNBP menerbitkan surat penolakan keringanan
PNBP Terutang dalam bentuk pengangsuran dan Surat Tagihan
PNBP Terutang dengan penghitungan jumlah PNBP Terutang
sebagai berikut:

Periode masa berlaku Surat Tagihan PNBP Terutang: 28 April — 27
Mei 2021.
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Penghitungan PNBP Terutang apabila pembayaran dilakukan pada
rentang waktu 28 April - 1 Mei 2021:

¢ Pokok PNBP Terutang Rp100.000.000,00

¢ Denda keterlambatan pembayaran PNBP Rp2.000.000,00

Terutang*

Jumlah PNBP Terutang Rp102.000.000,00

Penghitungan PNBP Terutang apabila pembayaran dilakukan pada
rentang waktu 2 — 27 Mei 2021:

« Pokok PNBP Terutang Rp100.000.000,00

¢ Denda keterlambatan pembayaran PNBP Rp4.000.000,00

Terutang*

Jumlah PNBP Terutang Rp104.000.000,00

(*) Besaran denda keterlambatan pembayaran PNBP Terutang mengacu

pada Tabel 1

Perhitungan sanksi administratif berupa denda keterlambatan
pembayaran PNBP Terutang dihitung satu hari setelah tanggal
jatuh tempo pembayaran PNBP Terutang, yaitu sejak tanggal 2
April 2021, sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 1.

Simulasi 2A

PT. B melunasi seluruh kewajiban PNBP Terutang sebelum batas
waktu 1 bulan sejak tanggal Surat Tagihan PNBP Terutang
diterbitkan.

Berdasarkan Surat Tagihan PNBP Terutang tersebut, PT. B
melunasi seluruh kewajiban PNBP Terutang pada tanggal 24 Mei
2021. Jumlah pembayaran PNBP Terutang PT. B pada tanggal 24
Mei 2021 adalah sebesar Rp104.000.000,00.

Simulasi 2B

PT. B tidak melunasi seluruh kewajiban PNBP Terutang sampai
dengan batas waktu 1 bulan sejak tanggal Surat Tagihan PNBP
Terutang diterbitkan.

Sampai dengan tanggal 27 Mei 2021 (batas waktu 1 bulan sejak
tanggal Surat Tagihan PNBP Terutang diterbitkan), PT. B tidak
melunasi seluruh kewajiban PNBP Terutang.
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Pada tanggal 28 Mei 2021, Pejabat Kuasa Pengelola PNBP
menerbitkan Surat Penyerahan Tagihan PNBP PT. B kepada
instansi yang berwenang melakukan pengurusan piutang negara,
dengan penghitungan jumlah PNBP Terutang sebagai berikut:

« Pokok PNBP Terutang Rp100.000.000,00

e Denda  keterlambatan  pembayaran Rp4.000.000,00
PNBP Terutang*

Jumlah PNBP Terutang Rp104.000.000,00

(*) Besaran denda keterlambatan pembayaran PNBP Terutang mengacu
pada Tabel 1
4. Simulasi Pengajuan dan Penyelesaian Keringanan PNBP Pengurangan
atau Pembebasan
Persetujuan keringanan berupa pengurangan dan pembebasan
diberikan oleh Instansi Pengelola PNBP setelah mendapatkan
persetujuan dari Menteri Keuangan.
a. Time Flow Pengajuan dan Persetujuan Keringanan PNBP Bentuk
Pengurangan atau Pembebasan
a.l. Time Flow Pengajuan dan persetujuan Keringanan PNBP
Terutang Dalam Bentuk Pengurangan atau Pembebasan Yang
Tidak Memerlukan Pertimbangan APIP/ Rekomendasi Instansi
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a.2. Time Flow Pengajuan dan Penyelesaian Keringanan PNBP
Terutang Dalam Bentuk Pengurangan atau Penghapusan Dalam
Hal Memerlukan Pertimbangan APIP/ Rekomendasi Instansi
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a.3. Time Flow Penyelesaian Atas Persetujuan Keringanan PNBP
Terutang Dalam Bentuk Pengurangan /Pembebasan Sebagian

10 hari karga 10 bart kerja
| Al |
L) L L
PIP FNBP menerbitian Ratan skhic Wh Baras akter PIF
SUL persetipamn melunast tagitan mebimpahkan PN
penguianps) pemheboas PRAP Terutangrres Serutang ke PUSN
sebagian PREP Terutang dan daduen Sl W tedek
Surst Tagham mebumani tagihan
PNEP Terutangngs
sanpa dengee hatas
waktu yang
dtetushan

b. Simulasi Penyelesaian Permohonan Keringanan PNBP Bentuk
Pengurangan atau Penghapusan

Wajib Bayar dapat mengajukan keringanan atas PNBP
Terutangnya sebelum dilimpahkan ke instansi yang berwenang
melakukan pengurusan piutang negara.

Beberapa alternatif kejadian perhitungan jumlah PNBP Terutang
yang dimintakan keringanan PNBP berupa pengurangan atau
penghapusan antara lain:

Contoh kasus:

PT A memiliki kewajiban PNBP terutang sebesar Rp100.000.000,00 dan

atas kewajiban tersebut PT A mengajukan keringanan kepada Instansi

Pengelola PNBP.

b.1. Pengajuan keringanan bentuk pengurangan atau penghapusan
dilakukan sebelum atau sampai dengan tanggal jatuh tempo
pembayaran PNBP.

Jatuh tempo PNBP Terutang tanggal 1 April 2021 (pengajuan

keringanan sebelum jatuh tempo sebesar Rp60.000.000,00). Surat

penetapan diterbitkan 26 Maret 2021. Pengajuan keringanan

diterima tanggal. 1 Februari 2021

Simulasi 1

Surat penetapan diterbitkan tanggal 26 Maret 2021 dan

permohonan Wajib Bayar dikabulkan seluruhnya, maka kewajiban

PNBP PT A per tangpal 26 September 2021 sebesar RpO (asumsi

jumlah PNBP Terutang yang tidak diajukan keringanan sudah

dibayarkan sebelum pengajuan keringanan).

Dalam hal PNBP Terutang yang tidak diajukan keringanan sebesar

Rp40.000.000,00 belum dilunasi sampai dengan penerbitan surat
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persetujuan keringanan, maka kewajiban PNBP PT A per tanggal
26 September 2021 sebesar Rp40.000.000,00 dan wajib dibayar
sebelum jatuh tempo. Jika dibayar setelah jatuh tempo, maka
akan dikenakan denda 2% per bulan dari Rp40.000.000,00
dihitung sejak satu hari setelah tanggal jatuh tempo.

Simulasi 2

Surat penetapan diterbitkan tanggal 26 Maret 2021 dan
permohonan Wajib Bayar dikabulkan sebagian (sebesar
Rp50.000.000,00 dari yang diajukan sebesar Rp60.000.000)
sehingga PNBP Terutang yang tidak disetujui sebesar
Rp10.000.000,00. Sementara itu, PNBP terutang yang tidak
diajukan keringanan berupa pengurangan atau penghapusan
sebesar Rp40.000.000,00 telah dibayarkan sebelum tanggal jatuh
tempo, maka kewajiban PNBP PT A per tanggal 26 Maret 2021
sebesar Rp10.000.000,00 dan harus dilunasi sebelum jatuh tempo
sampai dengan PNBP Terutang dibayarkan.

Dalam hal PT A belum melunasi PNBP terutang s.d. jatuh tempo,
Rp10.000.000, maka jumlah PNBP terutang yang wajib dibayarkan
adalah Rp10.000.000 beserta denda sebesar 2% per bulan dikali
Rp10.000.000,00 dihitung dari 1 (satu) hari setelah tanggal jatuh
tempo s.d. PNBP terutang dibayarkan.

Simulasi 3

Surat penetapan diterbitkan tanggal 26 Maret 2021 dan
permohonan Wajib Bayar dikabulkan sebagian (sebesar
Rp50.000.000,00 dari yang diajukan sebesar Rp60.000.000,00)
sehingga PNBP Terutang vang tidak disetujui sebesar
Rp10.000.000,00. Sampai dengan persetujuan keringanan
diterbitkan, PNBP terutang yang tidak diajukan keringanan belum
dibayarkan maka kewajiban PNBP PT A per tanggal 26 Maret 2021

sebesar:

e Pokok PNBP Terutang (yang tidak diajukan | Rp40.000.000,00
keringanan PNBP)

e Pokok PNBP Terutang (jumlah PNBP Terutang | Rp10.000.000,00
ang tidak disetujui)
Jumlah PNBP Terutang Rp50.600.000,00
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b.2. Pengajuan keringanan dalam bentuk pengurangan atau

penghapusan dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran

PNBP.

Jatuh tempo PNBP Terutang tanggal 1 April 2021 (pengajuan

keringanan setelah jatuh tempo sebesar Rp60.000.000).

Simulasi 1

Pengajuan Keringanan PNBP hanya atas pokok PNBP Terutang

PT A mengajukan keringanan hanya atas pokok PNBP Terutang,

PNBP Terutang pada saat pengajuan tanggal 15 Mei 2021 sebesar

Rp62.400.000,00, dengan rincian:

- Pokok yang tidak diajukan keringanan: Rp60.000.000,00

- Denda: 2% x 2 bulan x Rp60.000.000 = Rp2.400.000,00

Simulasi 1A

Surat penetapan diterbitkan tanggal 5 Juli 2021 dan permohonan

Waijib Bayar dikabulkan seluruhnya maka jumlah PNBP Terutang

PT A per tanggal 5 Juli 2021 sebesar Rp0O (asumsi jumlah PNBP

Terutang yang tidak diajukan keringanan sudah dibayarkan

sebelum pengajuan keringanan).

Dalam hal PNBP Terutang yang tidak diajukan keringanan sebesar

Rp40.000.000,00 belum dilunasi sampai dengan penerbitan surat

persetujuan keringanan, maka kewajiban PNBP PT A per tanggal 5

Juli 2021 sebesar:

» Pokok PNBP Terutang (yang tidak diajukan | Rp40.000.000,00
keringanan PNBP)

e Denda keterlambatan pembayaran PNBP | Rp3.600.000,00
Terutang (2% x 3 bulan x Rp60.000.000,00)

Jumlah PNBP Terutang Rp43.600.000,00

Simulasi 1B
Surat penetapan diterbitkan tanggal 5 Juli 2021 dan permohonan
Waijib Bayar dikabulkan sebagian {sebesar Rp35.000.000,00) maka
jumlah PNBP Terutang PT A per tangpal 5 Juli 2021 sebesar
(asumsi jumlah PNBP Terutang yang tidak diajukan keringanan
sudah dibayarkan sebelum pengajuan keringanan).
e Pokok PNBP Terutang (jumlah PNBP| Rp25.000.000,00
Terutang yang tidak disetujui)
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¢ Denda keterlambatan pembayaran PNBP| Rpl.500.000,00
Terutang (2% X 3 bulan X
Rp25.000.000,00)

Jumlah PNBP Terutang Rp26.500.000,00

Dalam hal PNBP Terutang yang tidak diajukan keringanan sebesar

Rp40.000.000,00 belum dilunasi sampai dengan penerbitan surat

persetujuan keringanan, maka kewajiban PNBP PT A per tanggal 5

Juli 2021 sebesar:

e Pokok PNBP Terutang (yang tidak diajukan | Rp40.000.000,00
keringanan PNBP)

e Denda keterlambatan pembayaran PNBP| Rp2.400.000,00
Terutang (2% x 3 bulan x Rp40.000.000,00)
e Pokok PNBP Terutang (jumlah PNBP | Rp25.000.000,00
Terutang yang tidak disetujui)
e Denda keterlambatan pembayaran PNBP| Rpl.500.000,00
Terutang (2% x 3 bulan x Rp25.000.000,00)
Jumlah PNBP Terutang Rp68.900.000,00

Simulasi 2

Pengajuan keringanan PNBP atas pokok dan denda

Jatuh tempo PNBP Terutang tanggal 1 April 2021. PT A

mengajukan keringanan PNBP pada tanggal 15 Mei 2021 sebesar

Rp104.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

* Pokok PNBP Terutang Rp100.000.000,00

e Denda keterlambatan pembayaran PNBP Rp4.000.000,00
Terutang (2% x 2 bulan X
Rp100.000.000,00)

Jumlah PNBP Terutang Rp104.000.000,00

Simulasi 2A

Surat penetapan diterbitkan tanggal 5 Juli 2021 dan permohonan
Wajib Bayar dikabulkan seluruhnya maka jumlah PNBP Terutang
PT A per tanggal 5 Juli 2021 sebesar Rp0.

Simulasi 2B
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Surat penetapan diterbitkan tanggal 5 Juli 2021 dan permohonan
Wajib Bayar dikabulkan sebagian (persetujuan atas pokok dan
denda sebesar Rp60.000.000,00 + Rp2.400.000,00) maka jumlah
PNBP Terutang PT A per tanggal 5 Juli 2021 sebesar:

» Pokok PNBP Terutang (yang tidak disetujui) [ Rp40.000.000,00

e Denda keterlambatan pembayaran PNBP| Rp2.400.000,00
Terutang (2% X 3 bulan x
Rp40.000.000,00)

Jumlah PNBP Terutang Rp40.200.000,00

Simulasi 2C

Surat penetapan diterbitkan tanggal 5 Juli 2021 dan permohonan
Wajib Bayar dikabulkan sebagian (Persetujuan hanya atas pokok
sebesar Rp60.000.000,00) maka jumlah PNBP Terutang PT A per
tanggal 5 Juli 2021 sebesar:

» Pokok PNBP Terutang (yang tidak disetujui) | Rp40.000.000,00

e Denda keterlambatan pembayaran PNBP| Rp3.600.000,00
Terutang (2% x 3 bulan x Rp40.000.000,00)

e Denda keterlambatan pembayaran PNBP | Rp2.400.000,00
Terutang (atas pokok yang disetujui) (2% x 2
bulan x Rp60.000.000,00)

Jumlah PNBP Terutang Rp46.000.000,00

Simulasi 2D

Surat penetapan diterbitkan tanggal 5 Juli 2021 dan permohonan
Wajib Bayar dikabulkan sebagian (Persetujuan hanya atas denda
sebesar Rp4.000.000,00) maka jumlah PNBP Terutang PT A per
tanggal 5 Juli 2021 sebesar RpO (asumsi pokok PNBP Terutang
sudah dibayarkan sebelum pengajuan keringanan),

Simulasi 3

Pengajuan keringanan PNBP atas denda.

Jatuh tempo PNBP Terutang 1 April 2021. PT A mengajukan
keringanan PNBP atas denda pada tanggal 15 Mei 2021 sebesar
Rp4.000.000,00

Simulasi 3A

Surat penetapan diterbitkan tanggal 5 Juli 2021 dan permohonan
Wajib Bayar dikabulkan seluruhnva maka besarnya kewajiban
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PNBP PT A per tanggal 5 Juli 2021 sebesar RpO (asumsi pokok
PNBP sebesar Rpl100.000.000,00 telah dibayarkan sebelum
pengajuan keringanan PNBP).

Simulasi 3B

Surat penetapan diterbitkan tanggal 5 Juli 2021 dan permohonan
Waijib Bayar dikabulkan sebagian (persetujuan keringanan berupa
pengurangan atas denda sebesar Rp1.000.000,00) maka besarnya
kewajiban PNBP PT A per tanggal 5 Juli 2021 sebesar
Rp3.000.000,00 (asumsi pokok PNBP sebesar Rp100.000.000,00
telah dibayarkan sebelum pengajuan keringanan PNBP.

5. Contoh Format Surat dan Dokumen Pengajuan dan Penyelesaian
Keberatan PNBP
a. Contoh Format Pengajuan Permohonan Keringanan PNBP Terutang

KOP BADAN USAHA
(dalam hal Wajib Bayar adalah Badan Usaha)

NOMIOE: - censsnusmnsnnssssnssnaspisssons (1) Tanggal......... (2)
Lampiran: ¢ iiidddidiiiieidedisiians (3)
Hal :  Permohonan Keringanan PNBP

Yth. Pimpinan Instansi Pengelola PNBP u.p. Pejabat Kuasa Pengelola

PNBP.............. (4)
Yang bertandatangan dibawah ini :
Nama B adSiadedSindad s indad i dadaden (3)
NPWP TS (6)
Jabatan SRR S S S S8 S S (7)
Alamat Y adededevadabadeiadevadaiaies (8)
Nomor - (RRUUS SR OSPRROSPRRECOSRR IO (9)
telepon
Bertindak : [J wajib Bayar
selaku
[J Kuasa dari Wajib Bayar
Nama T (10)
NPWP §  epsssmsssrsssspsse (11)
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Alamat ARG (12)
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai
Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan, Keringanan, dan Pengembalian

PNBP, bersama ini mengajukan mengajukan permohonan keringanan

PNBP dalam bentuk ............. (13) dengan rincian sebagai berikut:

a, sebesar ...... dengan perhitungan terlampir,

b. atas ......... :

c. dengan alasan ... (14)

Sebagai kelengkapan permohonan, terlampir bersama ini disampaikan
dokumen pendukung sebagai berikut:....... (15)

No. Jenis Dokumen Set/Lembar

Demikian surat permohonan kami sampaikan untuk dapat
dipertimbangkan.

Wajib Bayar/ Kuasa *),

(Tanda tangan dan Nama)

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMOHONAN KERINGANAN PNBP

NOMOR URAIAN ISIAN

(1) Diisi nomor Surat Permohonan Keringanan PNBP sesuai

dengan administrasi Wajib Bayar.

(2) Diisi nama kota dan tanggal Surat Permohonan Keringanan
PNBP dibuat.

(3) Diisi jumlah lampiran yang disertakan dalam Surat
Permohonan Keringanan PNBP.

(4) Diisi nama pejabat dan alamat kantor Instansi Pengelola
PNBP yang mengeluarkan Surat Ketetapan PNBP.

(5) Diisi nama Wajib Bayar/Kuasa yang menandatangani Surat

Permohonan Keringanan PNBP.

(6) Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak Wajib Bayar/Kuasa yang

menandatangani Surat Permohonan Keringanan PNBP.

(7) Diisi jabatan Wajib Bayar/Kuasa yang menandatangani
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Surat Permohonan Keringanan PNBP dan dalam hal
permohonan oleh Wajib Bayar Orang Pribadi Nomor (7) ini
tidak perlu diisi.

(8) Diisi alamat Wajib Bayar/Kuasa yang menandatangani Surat

Permohonan Keringanan PNBP.

(9) Diisi nomor telepon  Wajib Bayar/Kuasa yang

menandatangani Surat Permohonan Keringanan PNBP,

(10) Diisi nama Wajib Bayar apabila yang menandatangani Surat
Permohonan Keringanan PNBP adalah Kuasa dari Wajib
Bayar dan dalam hal Surat Permohonan Keringanan PNBP
diajukan oleh Wajib Bayar Orang Pribadi Nomor (10) ini tidak
perlu diisi.

(11) | Diisi NPWP Wajib Bayar apabila yang menandatangani Surat
Permohonan Keringanan PNBP adalah Kuasa dari Wajib
Bayar dan dalam hal Surat Permohonan Keringanan PNBP
diajukan oleh Wajib Bayar Orang Pribadi Nomor (11) ini tidak
perlu diisi.

(12) Diisi alamat Wajib Bayar apabila yang menandatangani
Surat Permohonan Keringanan PNBP adalah Kuasa dari
Wajib Bayar dan dalam hal Surat Permohonan Keringanan
PNBP diajukan oleh Wajib Bayar Orang Pribadi Nomor (12)
ini tidak perlu diisi.

(13) Diisi dengan bentuk Keringanan PNBP yang diajukan.

(14) Diisi rincian terkait nominal PNBP Terutang yang
dimohonkan keringanan, rincian perhitungan menurut
permohonan Wajib Bayar, jenis PNBP yang diajukan
keringanan, dan alasan pengajuan.

(15) |Diisi jenis dokumen yang dilampirkan serta jumlah

set/lembar

(16) Diisi tanda tangan dan nama jelas Wajib Bayar/Kuasa.

b. Contoh Format Surat Kuasa Permohonan Keringanan PNBP

KOP BADAN USAHA
(dalam hal Wajib Bayar adalah Badan Usaha)

www.peraturan.go.id



147

2021, No.1470

SURAT KUASA PERMOHONAN KERINGANAN PNBP

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama $ lddsesessnsasasstsasissasasassnses (1)
ROWE st (2
AIBIOAY: 3 cccimirirasinansind (3)
NOIOF - 4. siiaaasasasasassssssssssssssnssss (4
Telepon

bertindak sebagai Wajib Bayar atas PNBP

dengan ini memberi kuasa kepada:

Nama PP RN AN PN TN NP (6)
NPWP  © iieciinciiisessssssssssennns {7)
Algmiat: ¢ LR (8)
NOMOPr' 8 snnnnnnnnissiieies (9)
Telepon

untuk bertindak untuk dan atas nama saya, mengajukan permohonan
keringanan PNBP kepada Pejabat Kuasa Pengelola PNBP.

Penerima Kuasa,

(Tanda Tangan)
(Nama Jelas)

Pemberi Kuasa,

(Materai)

(Tanda Tangan)

(Nama Jelas)

PETUNJUK PENGISIAN SURAT KUASA PERMOHONAN

KERINGANAN PNBP

NOMOR

URAIAN ISIAN

(1) Diisi nama Wajib Bayar yang memberi kuasa.

(2) Diisi NPWP Wajib Bayar yang memberi kuasa.

(3) Diisi alamat Wajib Bayar yang memberi kuasa.

4) Diisi nomor telepon Wajib Bayar yang memberi kuasa.
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(5) Diisi jenis dan jumlah PNBP yang diajukan keringanannya.

(6} Diisi nama Kuasa dari Wajib Bayar.

(7) Diisi NPWP Kuasa dari Wajib Bayar.

(8) Diisi alamat Kuasa dari Wajib Bayar.

(9) Diisi nomor telepon Kuasa dari Wajib Bayar.
(10) Diisi tanda tangan dan nama jelas penerima kuasa.
(11) Diisi tanda tangan dan nama jelas pemberi kuasa.
c. Contoh Format Surat Pernyataan Kerugian /Kesulitan

Likuiditas /Dampak Kebijakan Pemerintah

KOP BADAN USAHA
(dalam hal Wajib Bayar adalah Badan Usaha)

SURAT PERNYATAAN KERUGIAN/ KESULITAN LIKUIDITAS/ DAMPAK

KEBIJAKAN PEMERINTAH®........ (1)
NOIOT© 5 scsisssisisisisisisisiaisise (2) Tanggal............... (3)
LampiIran: ' soisisicisssssisssssissssssaces 4
Hal 5 sssnsasasiadeiie (5)

Sehubungan dengan pengajuan Keringanan PNBP dalam bentuk

.......... (7) atas jenis PNBP ............. (8) dengan jumlah .................{9)
dengan ini kami menyatakan bahwa telah terjadi ................... (10).
Sebagai kelengkapan, terlampir disampaikan bukti: (11)

No. Jenis Dokumen set/lembar

Demikian surat pernyataan ini kami sampaikan untuk dapat
dipertimbangkan.
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Wajib Bayar,

(Tanda Tangan)

(Nama Jelas)

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERNYATAAN KERUGIAN/KESULITAN
LIKUIDITAS / DAMPAK KEBIJAKAN PEMERINTAH

NOMOR URAIAN ISIAN

(1) Dipilih salah satu dasar diajukannya permohonan
keringanan atas PNBP Terutang.

(2) Diisi nomor surat pernyataan sesuai dengan administrasi
Wajib Bayar.

(3) Diisi nama kota dan tanggal surat pernyataan dibuat.

(4) Diisi jumlah lampiran yang disertakan dalam surat

permyataan.
(5) Diisi hal yang menjadi alasan dibuatnya surat pernyataan.
(6) Diisi nama pejabat dan alamat kantor Instansi Pengelola

PNBP yang mengeluarkan Surat Ketetapan PNBP.

(7) Diisi bentuk keringanan yang diajukan.

(8) Diisi jenis PNBP yang diajukan keringanannya.

9) Diisi jumlah PNBP yang diajukan keringanannya.

(10) Diisi jenis kejadian yaitu kerugian /kesulitan
likuiditas /dampak kebijakan pemerintah

(11) Diisi jenis dokumen dan jumlah lembar masing-masing jenis
dokumen.

(12) Diisi tanda tangan dan nama jelas Wajib Bayar.

d. Contoh Format Surat Pernyataan Wajib Bayar Bahwa PNBP yang
Diajukan Keringanan Tidak Dalam Proses Peradilan

KOP BADAN USAHA
(dalam hal Wajib Bayar adalah Badan Usaha)
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SURAT PERNYATAAN

Nomor B LA YA A A AN AS (1) Tanggal.......cooiiie (2)
Hal DRI (3)

Yth. Pimpinan Instansi Pengelola PNBP u.p. Pejabat Kuasa Pengelola

ini kami menyatakan bahwa PNBP dimaksud tidak sedang dalam proses
peradilan.

Demikian surat pernyataan ini kami sampaikan untuk dapat
dipertimbangkan.

Wajib Bayar,

(Tanda Tangan)

(Nama Jelas)

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERNYATAAN KERUGIAN/KESULITAN
LIKUIDITAS /DAMPAK KEBIJAKAN PEMERINTAH

NOMOR URAIAN ISIAN
(1) Diisi nomor surat pernyataan sesuai dengan administrasi
Wajib Bayar.
(2) Diisi nama kota dan tanggal surat pernyataan dibuat.
(3) Diisi hal yang menjadi alasan dibuatnya surat pernyataan.

(4) Diisi nama pejabat dan alamat kantor Instansi Pengelola
PNBP yang mengeluarkan Surat Ketetapan PNBP.

(5) Diisi bentuk keringanan yang diajukan.

(6} Diisi jenis PNBP yang diajukan keringanannya.

(7) Diisi jumlah PNBP yang diajukan keringanannya.
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(8) Diisi tanda tangan dan nama jelas Wajib Bayar.

e. Contoh Format Formulir Uji Kelengkapan Dokumen Pendukung

Nama Wajib Bayar

KOP INSTANSI PENGELOLA PNBP

Nomor Surat Pengajuan Keringanan @ ..o (2)
Tanggal Surat Pengajuan Keringanan @ ..., (3)
Tanggal Diterimanya Surat Pengajuan @ ..., (4)
Keringanan dan Dokumen Pendukung
Nama Petugas Penguji Kelengkapan @ ..., (5)
Dokumen
No Persyaratan Dokumen Ya (v) / Catatan
Tidak (x)
1. | Surat pengajuan keringanan
disampaikan secara tertulis dengan
menggunakan bahasa Indonesia
2. |Surat pengajuan keringanan ditujukan
kepada Instansi Pengelola PNBP*)
*) diajukan paling rendah kepada Pejabat
Kuasa Pengelola PNBP
3. | Surat pengajuan keringanan
ditandatangani oleh:
1) Wajib Bayar/Kuasa Wajib Bayar;
2) Pimpinan Badan Usaha dalam hal
Wajib Bayar Badan Usaha
3) Dalam hal ditandatangani pihak
yang dikuasakan, melampirkan
Surat Kuasa
4. | Surat pengajuan keringanan
disampaikan dalam batas waktu (belum
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No

Persyaratan Dokumen

Ya(v) /
Tidak (x)

Catatan

dilimpahkan kepada instansi yang
berwenang  melakukan  pengurusan

piutang negara)

1 (satu) surat pengajuan keringanan

hanya untuk 1 (satu) bentuk keringanan

Dalam hal wajib bayar usaha mikro,
permohonan keringanan dapat berupa:
a. penundaan dan pengangsuran:
b. penundaan dan pengurangan; atau

c. pengangsuran dan pengurangan

Kelengkapan sesuai alasan pengajuan

a. keadaan di luar kemampuan Wajib

Bayar atau kondisi kahar

1) asli surat keterangan dari instansi
berwenang untuk kondisi bencana
atau surat pernyataan dari Wajib
Bayar untuk keadaan lain
berdasarkan pertimbangan Pejabat
Kuasa Pengelola PNBP:

2) asli surat pernyataan kerugian
dari Wajib Bayar yang disertai
perhitungan dan penjelasan; dan

3) surat pernyataan dari Wajib Bayar
bahwa PNBP Terutang yang
dimohonkan keringanan tidak

dalam proses peradilan.

b. kondisi kesulitan likuiditas
1) salinan laporan keuangan atau
laporan pembukuan paling sedikit
untuk tahun berjalan dan satu
tahun sebelumnya, dalam hal
wajib bayar berupa Badan Usaha;
2) dokumen lain yang dipersamakan

dengan laporan keuangan, dalam
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No

Persyaratan Dokumen

Ya (v) /
Tidak (x)

Catatan

3)

4)

hal wajib bayar perorangan;

asli surat pernyataan kesulitan
likuiditas atau keuangan yang
ditandatangani oleh Wajib Bayar
atau pihak yang dikuasakan yang
disertai perhitungan dan
penjelasan; dan

surat pernyataan dari Wajib Bayar
bahwa PNBP Terutang yang
dimohonkan keringanan tidak

dalam proses peradilan.

c. kondisi kebijakan pemerintah

1)

2)

3)

kopi dokumen tertulis kebijakan
pemerintah baik berupa kebijakan
Pemerintah Pusat atau Pemerintah
Daerah;

salinan laporan keuangan atau
laporan pembukuan atau
dokumen lain yang dipersamakan
dengan laporan keuangan; dan
surat pernyataan dari Wajib Bayar
bahwa PNBP Terutang yang
dimohonkan keringanan tidak
dalam proses peradilan.

Terhadap hasil pengujian kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan

dalam pengajuan keberatan PNBP, dinyatakan bahwa (*):

Dokumen lengkap dan dapat dilanjutkan ke proses penelitian.

Dokumen tidak lengkap dan perlu ditindaklanjuti dengan

penerbitan surat permintaan kelengkapan dokumen oleh
Pejabat Kuasa Pegelola PNBP.

Petugas Penguji Kelengkapan
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PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR UJI KELENGKAPAN DOKUMEN

PENDUKUNG
NOMOR URAIAN ISIAN
(1) Diisi nama Wajib Bayar
(2) Diisi nomor surat pengajuan keringanan yang disampaikan

oleh Wajib Bayar.

(3) Diisi tanggal surat pengajuan keringanan yang disampaikan
oleh Wajib Bayar.

4) Diisi dengan tanggal diterimanya surat pengajuan

keringanan dan dokumen pendukung oleh Instansi
Pengelola PNBP.
(5) Diisi nama petugas penguji kelengkapan dokumen.

(6) Diisi tanda tangan dan nama jelas petugas penguji
dokumen.
(7) Diisi Nomor Induk Pegawai petugas penguji dokumen.

f. Contoh Format Surat Permintaan Kelengkapan Dokumen Pendukung
KOP INSTANSI PENGELOLA PNBP

J (271 (o) PO (1) Tanggal............. (2)
30171 S b R 1 1R 1 R 1 R 1 AR (3)
Hal : Permintaan Kelengkapan Dokumen
Pendukung

Yth. coocecieiinins (4)

Sehubungan dengan surat Saudara nomor ............ (5) tanggal
............... (6) hal pengajuan keringanan berupa ....... (7) atas jenis
PNBP (i (8) sejumlah ........ (9), dengan ini diminta kepada
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Saudara untuk menyampaikan kelengkapan dokumen pendukung
meliputi:

B S S S S S S S i dst (10)
Dokumen pendukung tersebut wajib disampaikan kepada:
nama 2 sssesessmsesssessusessssssessasssssesssssesssesessaseses
jabatan W e S e
tempat 2 (11)
paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak surat permintaan ini diterima.
Apabila dalam jangka waktu di atas Saudara tidak
menyampaikan kelengkapan dokumen pendukung, permohonan
keringanan PNBP akan diproses sesuai dengan dokumen yang tersedia
saat ini.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Pimpinan Instansi Pengelola PNBP/
Pejabat Kuasa Pengelola PNBP *)
(Jabatan).......ccccovuiinnnanne (12)

Keterangan:

*) Diisi salah satu yang sesuai

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMINTAAN KELENGKAPAN
DOKUMEN PENDUKUNG

NOMOR URAIAN ISIAN
(1) Diisi nomor surat permintaan kelengkapan dokumen

pendukung sesuai dengan administrasi Instansi Pengelola

PNBP.
(2) Diisi nama kota dan tanggal surat permintaan kelengkapan

dokumen pendukung dibuat.

(3) Diisi sifat surat.

(4) Diisi nama dan alamat kantor Wajib Bayar yang
mengajukan keringanan PNBP.
(5) Diisi nomor surat permohonan keringanan PNBP,

(6) Diisi tanggal surat permohonan keringanan PNBP.
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(7) Diisi bentuk keringanan.
(8) Diisi jenis PNBP yang diajukan keringanan.

(9) Diisi jumlah atau nominal PNBP yang diajukan keringanan.

(10) Diisi jenis dokumen pendukung yang diminta
kelengkapannya.

(11) Diisi nama dan jabatan tim peneliti, serta kantor tempat
akan disampaikannya kelengkapan dokumen pendukung.
(12) Diisi nama jabatan penandatangan surat.

(13) Diisi tanda tangan dan nama jelas penandatangan surat.

g. Contoh Format Surat Permochonan Pertimbangan Keringanan
Melewati Tahun Anggaran
KOP INSTANSI PENGELOLA PNBP

Nomor  GEPRESEII (1) Tanggal ........... (2)
Lampiran @ ... (3)
Hal : Permohonan pertimbangan

keringanan PNBP melewati

tahun anggaran berjalan

Yth. Menteri Keuangan

Dengan ini disampaikan bahwa Wajib Bayar melalui surat nomor ... (4)
mengajukan keringanan atas PNBP:
a. sebesar ...... dengan perhitungan terlampir,

c. dengan alasan ......... (3)
Berdasarkan hasil penelitian, kami mengusulkan keringanan
pembayaran PNBP melewati tahun anggaran berjalan sebagai berikut
(6):

No PNBP Jumlah Jatuh tempo

Sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai
Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan, Keringanan, dan Pengembalian
Penerimaan Negara Bukan Pajak, bahwa dalam memproses
permohonan keringanan pembayaran PNBP yang melewati tahun

anggaran berjalan perlu persetujuan Menteri Keuangan terlebih dahulu.
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Oleh karena itu, kami meminta pertimbangan Saudara atas usulan
dimaksud.

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara disampaikan terima
kasih.

Pimpinan Instansi Pengelola PNBP /
Pejabat Kuasa Pengelola PNBP *)
(Jabatan)......ccccceenenaanans (7)

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMOHONAN PERTIMBANGAN
KERINGANAN MELEWATI TAHUN ANGGARAN

NOMOR URAIAN ISIAN

(1) Diisi nomor surat permintaan kelengkapan dokumen
pendukung sesuai dengan administrasi Instansi Pengelola

PNEP.

(2) Diisi nama kota dan tanggal surat permintaan kelengkapan
dokumen pendukung dibuat.

(3) Diisi dengan jumlah lampiran surat.

(4) Diisi nomor dan tanggal surat permohonan keringanan
PNBP.

(5) Diisi dengan jumlah PNBP yang diajukan keringanan, jenis
PNBP yang diajukan keringanan, dan alasan pengajuan

keringanan Wajib Bayar.

(6) Diisi dengan usulan keringanan dari Pimpinan Instansi
Pengelola/Kuasa Pengelola PNBP.

(7) Diisi nama jabatan penandatangan surat.

(8) Diisi tanda tangan dan nama jelas penandatangan surat.

h. Contoh Format Surat Persetujuan Keringanan PNBP Berupa

Penundaan

KOP INSTANSI PENGELOLA PNBP

Nomor D e aeas (1) Tanggal ........ccoce. (2)
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Lampiran @ ... (3)
Hal : Persetujuan Keringanan PNBP
dalam bentuk penundaan

Vih waaavinaie (4)

Berdasarkan permohonan keringanan Saudara melalui surat nomor .....
(5) dengan ini disampaikan bahwa berdasarkan hasil penelitian terhadap
permohonan keringanan PNBP berupa ... (6) sesuai dengan
ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai Pengajuan
dan Penyelesaian Keberatan, Keringanan, dan Pengembalian Penerimaan
Negara Bukan Pajak,

a. sebesar ... dengan perhitungan terlampir,
b. atas ......... s
c. dengan alasan ......... (7)

diterima/diterima sebagian/ditolak seluruhnya dengan rincian sebagai
berikut (8):
No PNBP Jumlah Jatuh tempo

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara disampaikan terima
kasih.

Pimpinan Instansi Pengelola PNBP/
Pejabat Kuasa Pengelola PNBP *)
(Jabatan).......cccccuiiinanins (9)

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERSETUJUAN KERINGANAN PNBP
BERUPA PENUNDAAN

NOMOR URAIAN ISIAN

(1) Diisi nomor surat permintaan kelengkapan dokumen
pendukung sesuai dengan administrasi Instansi Pengelola
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PNBP.

(2) Diisi nama kota dan tanggal surat permintaan kelengkapan

dokumen pendukung dibuat.

(3) Diisi dengan jumlah lampiran surat.

(4) Diisi identitas Wajib Bayar (nama, alamat, dan sebagainya
yang terkait dengan identitas Wajib Bayar).

(3) Diisi nomor dan tanggal surat permohonan keringanan
PNBP.

(6) Diisi dengan bentuk keringanan yang diajukan Wajib Bayar
yaitu penundaan.

(7) Diisi dengan jumlah PNBP yang diajukan keringanan, jenis
PNBP, dan alasan pengajuan keringanan Wajib Bayar.

(8) Diisi dengan persetujuan keringanan dari Instansi
Pengelola/Kuasa Pengelola PNBP,

(9) Diisi nama jabatan penandatangan surat.

(10) | Diisi tanda tangan dan nama jelas penandatangan surat.

i. Contoh Format Surat Persetujuan Keringanan PNBP Berupa
Pengangsuran

KOP INSTANSI PENGELOLA PNBP

Nomor  : ... (1) Tanggal .......... (2)
Lampiran @ ... (3}
Hal : Persetujuan Keringanan PNBP
dalam bentuk pengangsuran
Ve coiaiasan (4)

Berdasarkan permohonan keringanan Saudara melalui surat nomor .....
(5) dengan ini disampaikan bahwa berdasarkan hasil penelitian terhadap
permohonan keringanan PNBP berupa ... (6) sesuai dengan
ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai Pengajuan
dan Penyelesaian Keberatan, Keringanan, dan Pengembalian Penerimaan
Negara Bukan Pajak,
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a. sebesar ...... dengan perhitungan terlampir,
b. atas ......... g
c. dengan alasan ......... (7]

diterima/diterima sebagian/ditolak seluruhnya dengan rincian sebagai
berikut (8):
No PNBP Jumlah Jatuh tempo

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara disampaikan terima
kasih.

Pimpinan Instansi Pengelola PNBP /
Pejabat Kuasa Pengelola PNBP *)

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERSETUJUAN KERINGANAN PNBP
BERUPA PENGANGSURAN

NOMOR URAIAN ISIAN

(1) Diisi nomor surat permintaan kelengkapan dokumen
pendukung sesuai dengan administrasi Instansi Pengelola

PNBP.

(2) Diisi nama kota dan tanggal surat permintaan kelengkapan
dokumen pendukung dibuat.

(3) Diisi dengan jumlah lampiran surat.

{4) Diisi identitas Wajib Bayar (nama, alamat, dan sebagainya

yang terkait dengan identitas Wajib Bayar).

(5) Diisi nomor dan tanggal surat permohonan keringanan
PNBP.

(6) Diisi dengan jenis keringanan yang diajukan Wajib Bayar
yaitu pengangsuran.
(7) Diisi dengan jumlah PNBP yang diajukan keringanan, jenis
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PNBP, dan alasan pengajuan keringanan Wajib Bayar.

(8) Diisi dengan usulan keringanan dari Instansi
Pengelola/Kuasa Pengelola PNBP.

(9) Diisi nama jabatan penandatangan surat.

(10) Diisi tanda tangan dan nama jelas penandatangan surat.

j- Contoh Format Surat Persetujuan Keringanan PNBP Berupa

Pengurangan /Pembebasan

KOP INSTANSI PENGELOLA PNBP

Nomor  ANTAORAVZ (1) Tanggal .......... (2)
Lampiran @ ... (3)
Hal : Persetujuan Keringanan PNBP
dalam bentuk pengurangan/
pembebasan
Yth.oninccls)

Berdasarkan permohonan keringanan Saudara melalui surat nomor .....
(5) dengan ini disampaikan bahwa berdasarkan hasil penelitian
terhadap permohonan keringanan PNBP berupa ........ (6) sesuai
dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai
Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan, Keringanan, dan Pengembalian
Penerimaan Negara Bukan Pajak,

a. sebesar ...... dengan perhitungan terlampir,

c. dengan alasan ......... (7)
diterima/diterima sebagian/ditolak seluruhnya dengan rincian sebagai
berikut (8):

No PNBP Jumlah Jatuh tempo
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Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara disampaikan terima
kasih.

Pimpinan Instansi Pengelola PNBP /
Pejabat Kuasa Pengelola PNBP *)
(Jabatan).......ccccoiuiianianne (9)

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERSETUJUAN KERINGANAN PNBP
BERUPA PENGURANGAN/ PENGHAPUSAN

NOMOR URAIAN ISIAN

(1) Diisi nomor surat permintaan kelengkapan dokumen

pendukung sesuai dengan administrasi Instansi Pengelola

PNBP.

(2) Diisi nama kota dan tanggal surat permintaan kelengkapan
dokumen pendukung dibuat.

(3) Diisi dengan jumlah lampiran surat.

{4) Diisi identitas Wajib Bayar (nama, alamat, dan sebagainya

yang terkait dengan identitas Wajib Bayar).

(5) Diisi nomor dan tanggal surat permohonan keringanan
PNBP.

(6) Diisi dengan jenis keringanan yang diajukan Wajib Bayar
yaitu pengurangan/pembebasan.

(7) Diisi dengan jumlah PNBP yang diajukan keringanan, jenis
PNBP, dan alasan pengajuan keringanan Wajib Bayar.

(8) Diisi dengan usulan keringanan dari Instansi
Pengelola/Kuasa Pengelola PNBP.
(9) Diisi nama jabatan penandatangan surat,

(10) Diisi tanda tangan dan nama jelas penandatangan surat.

k. Contoh Format Surat Permohonan Pertimbangan Keringanan PNBP
Dalam Bentuk Pengurangan Atau Pembebasan
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KOP INSTANSI PENGELOLA PNBP

Nomor R | 2 Tanggal .......... (2)
Lampiran @ ....... (3}
Hal : Permohonan pertimbangan

keringanan PNBP berupa

pengurangan /pembebasan

Yth. Menteri Keuangan

Dengan ini disampaikan permohonan pertimbangan keringanan PNBP
berupa pengurangan/pembebasan PNBP Terutang atas: (4)

Wajib Bayar

Bentuk keringanan yang diajukan

Jumlah PNBP Terutang

Jumlah PNBP terutang yang

diajukan keringanan
Sesuai dengan dengan ketentuan dalam peraturan perundang-
undangan mengenai Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan,
Keringanan, dan Pengembalian Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu
persetujuan Menteri Keuangan terlebih dahulu. Oleh karena itu, kami
meminta pertimbangan Saudara atas usulan dimaksud.
Bersama surat ini, kami sampaikan (dokumen pendukung, penjelasan
dan rekomendasi tertulis terlampir) (disertai dengan rekomendasi
Instansi Pemeriksa/APIP apabila pengajuan keringanan karena
kesulitan likuiditas.
Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara disampaikan terima
kasih.

Pimpinan Instansi Pengelola PNBP /

Pejabat Kuasa Pengelola PNBP *)
(Jabatan)........ccccccaninanan. (3)

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMOHONAN PERTIMBANGAN
KERINGANAN DALAM BENTUK PENGURANGAN ATAU PEMBEBASAN
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NOMOR URAIAN ISIAN

(1) Diisi nomor surat permintaan kelengkapan dokumen
pendukung sesuai dengan administrasi Instansi Pengelola
PNBP.

(2) Diisi nama kota dan tanggal surat permintaan kelengkapan
dokumen pendukung dibuat.

(3) Diisi dengan jumlah lampiran surat.

(4) Diisi dengan nama Wajib Bayar, bentuk keringanan yang
diajukan, jumlah PNBP Terutang yang diajukan keringanan,
serta informasi lain terkait dengan keringanan PNBP yang
sedang diajukan.

(5) Diisi nama jabatan penandatangan surat.

(6) Diisi tanda tangan dan nama jelas penandatangan surat.

C. PETUNJUK PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN PENGEMBALIAN PNBP
1. Latar Belakang dan Urgensi Pengembalian PNBP

Pengembalian PNBP bertujuan untuk memberikan kepastian
terhadap hak Wajib Bayar atas kelebihan pembayaran PNBP sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terhadap kelebihan
pembayaran PNBP, Wajib Bayar dapat mengajukan pengembalian PNBP
kepada Instansi Pengelola PNBP atau Mitra Instansi Pengelola PNBP
dalam hal pemungutan, penyetoran dan/atau penagihan PNBP
dilakukan oleh Mitra Instansi Pengelola PNBP.

Permohonan pengembalian PNBP dapat diajukan dalam hal terdapat
kesalahan pembayaran PNBP, (i) kesalahan pemungutan PNBP oleh
Instansi Pengelola PNBP dan/atau Mitra Instansi Pengelola PNBP, (iii)
penetapan pimpinan Instansi Pengelola PNBP atau pejabat kuasa
pengelola PNBP atas pengajuan keberatan PNBP, (iv) putusan pengadilan
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, (v) hasil pemeriksaan
instansi pemeriksa; (vi) pelayanan yang tidak dapat dipenuhi oleh
Instansi Pengelola PNBP dan/ atau Mitra Instansi Pengelola PNBP secara
sepihak, serta (vii)j sebagai akibat adanya ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pengembalian atas kelebihan pembayaran PNBP pada dasamya
akan diperhitungkan sebagai pembayaran di muka atas jumlah PNBP
Terutang berikutnya. Namun, dalam kondisi tertentu, pengembalian atas
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kelebihan pembayaran PNBP dapat diberikan secara langsung melalui
pemindahbukuan. Kondisi tertentu yang memungkinkan dilakukan
pengembalian atas kelebihan pembayaran PNBP secara langsung melalui
pemindahbukuan meliputi: (i) pengakhiran kegiatan usaha Wajib Bayar,
yaitu kondisi di mana izin usaha Wajib Bayar dicabut dan/atau Wajib
Bayar tidak melakukan transaksi pembayaran PNBP paling singkat enam
bulan berturut-turut, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari
instansi yang berwenang, atau Wajib Bayar mengalami kondisi pailit
yang dibuktikan dengan putusan pengadilan; (ii) pelaksanaan putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; (iii) Wajib
Bayar tidak memiliki kewajiban PNBP sejenis secara berulang, yaitu
kondisi dimana Wajib Bayar melakukan transaksi PNBP untuk jenis
PNBP yang sama tidak secara rutin; (iv) apabila pengembalian sebagai
pembayaran di muka atas jumlah PNBP terutang berikutnya melebihi
jangka waktu satu tahun; dan (v) terdapat keadaan di luar kemampuan
Wajib Bayar atau kondisi kahar. Pengembalian atas kelebihan
pembayaran PNBP harus memperhatikan tunggakan atas kewajiban
pembayaran PNBP Terutang dan kewajiban terhadap penerimaan negara
lainnya (pajak, bea, cukai, dan PNBP lainnya).
. Simulasi Pengajuan Dan Penyelesaian Pengembalian PNBP

Pengajuan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran
PNBP dapat dilakukan oleh Wajib Bayar paling lama 5 (lima) tahun sejak
terjadinya kelebihan pembayaran PNBP yang disebabkan kesalahan
pembayaran PNBP, kesalahan pemungutan PNBP, penetapan pimpinan
Instansi Pengelola PNBP atau pejabat kuasa pengelola PNBP atas
pengajuan keberatan PNBP, pelayanan yang tidak dapat dipenuhi oleh
Instansi Pengelola PNBP dan/atau Mitra Instansi Pengelola PNBP secara
sepihak, serta ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara
itu, untuk permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran PNBP
yang diajukan karena putusan pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum yang tetap dan atas hasil pemeriksaan instansi
pemeriksa, batas waktu pengajuannya tidak melebihi jangka waktu 2
(dua) tahun sejak ditetapkannya putusan pengadilan atau diterbitkannya
laporan hasil pemeriksaan.
a. Time Flow Pengajuan dan Penetapan Pengembalian PNBP
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a.l. Time Flow Pengajuan dan Penyelesaian Pengembalian PNBP
dalam hal terdapat kesalahan pembayaran, kesalahan
pemungutan, penetapan [P atas pengajuan keberatan PNBP,
pelayanan tidak dapat dipenuhi IP secara sepihak, dan
ketentuan perundang-undangan
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a.2. Time Flow Pengajuan dan Penyelesaian Pengembalian PNBP
(dalam hal terdapat hasil putusan pengadilan yang
berkekuatan hukum tetap atau sebagai hasil pemeriksaan
PNBP oleh Instansi Pemeriksa).
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b. Ilustrasi Penyelesaian Permohonan Pengembalian PNBP

Dalam hal persyaratan surat permohonan pengembalian
kelebihan pembayaran PNBP beserta dengan dokumen pendukung
telah diterima dengan lengkap, Pejabat Kuasa Pengelola PNBP/
Pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBP melanjutkan proses
penyelesaian atas permohonan pengembalian PNBP dengan
melakukan penelitian substansi. Proses penelitian substansi
bertujuan di antaranya untuk memastikan bahwa terdapat
pembayaran PNBP melebihi jenis atas tarif PNBP sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
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Penelitian substansi di antaranya dilakukan dengan
membandingkan dasar perhitungan pemungutan PNBP oleh
Pengelola PNBP/ Mitra Instansi Pengelola PNBP dengan perhitungan
yvang dibuat oleh Wajib Bayar yang menjadi dasar pengajuan
kelebihan pembayaran PNBP serta memastikan bahwa Wajib Bayar
telah melakukan pembayaran atas tarif atas jenis PNBP yang
dimintakan pengembalian. Untuk memastikan bahwa Wajib Bayar
telah melakukan pembayaran dan telah disetorkan ke Kas Negara,
Pejabat Kuasa Pengelola PNBP/Pimpinan Mitra Instansi Pengelola
PNBP melalui Kuasa Pengelola Anggaran pada Instansi Pengelola
PNBP berkoordinasi dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan
Negara (KPPN) mitra setempat.

Dalam melakukan pemeriksaan substansi, Instansi Pengelola
PNBP/Mitra Instansi Pengelola PNBP dapat menggali data dan/atau
informasi tambahan dengan meminta dan/atau meminjam dokumen
tambahan, meminta konfirmasi dan penjelasan, serta meninjau
langsung ke lokasi Wajib Bayar. Permintaan konfirmasi atas hal-hal
yvang berkaitan dengan materi permohonan pengembalian dapat
dilakukan melalui sarana telekomunikasi yang terdokumentasikan,
surat elektronik, dan/atau rapat pembahasan dengan mengundang
Wajib Bayar dan pihak terkait lainnya.

Permintaan atas data dan/atau informasi tambahan seyogianya
direspon dengan baik oleh Wajib Bayar mengingat proses ini akan
mempengaruhi keyakinan Instansi Pengelola PNBP/Mitra Instansi
Pengelola PNBP untuk memberikan keputusan atas permohonan
pengembalian kelebihan pembayaran PNBP dimaksud.

Sesuai ketentuan atas permohonan pengembalian kelebihan
pembayaran PNBP yang memenuhi persyaratan batas waktu
pengajuan dan kelengkapan dokumen pendukung, proses penetapan
Persetujuan/ Penolakan dilakukan oleh Instansi Pengelola PNBP.
Namun demikian, proses pengajuan permohonan dapat diajukan oleh
Wajib Bayar melalui Mitra Instansi Pengelola PNBP dalam hal
pemungutan, penyetoran, dan/atau penagihan dilakukan oleh Mitra
Instansi Pengelola PNBP. Paska dilakukannya pemeriksaan
substansi, Pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBP menyampaikan
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kesimpulan hasil pemeriksaan atas permohonan dan menyampaikan
rekomendasi kepada Pejabat Kuasa Pengelola PNBP,

Dalam melakukan penelitian substansi atas Permohonan
Pengembalian Kelebihan Pembayaran PNBP baik yang berdasarkan
rekomendasi Mitra Instansi Pengelola PNBP maupun atas usulan
yang diajukan langsung ke Instansi Pengelola PNBP, Pejabat Kuasa
Pengelola PNBP dapat melibatkan Aparat
Pemerintah dalam hal Instansi Pengelola PNBP memerlukan
pertimbangan. Selain itu untuk nilai pengembalian PNBP yang belum
diyakini kebenarannya oleh Pejabat Kuasa Pengelola PNBP dan
besaran pengembalian yang diminta lebih dari Rp100.000.000.000,-
(seratus milyar rupiah), proses atas permohonan pengembalian
kelebihan pembayaran PNBP dapat terlebih dahulu dimintakan
pemeriksaan kepada Instansi Pemeriksa PNBP,

Pengawas Internal

3. Contoh Format Surat dan Dokumen Pengajuan dan Penyelesaian
Pengembalian PNBP

a.

Contoh Format Surat Permohonan Pengembalian PNBP
KOP BADAN USAHA
(dalam hal Wajib Bayar adalah Badan Usaha)

Permohonan Pengembalian PNBP

YO0, i (4)

Yang bertandatangan dibawah ini :

NBME ¢ i (5)
NPWP @ s (6)
Jabatan @ .. (7)
Alamat: 1 cadnnni (8)
NoTelp 1w 9)

Bertindak selaku [] Wajib Bayar

*)

[ Kuasa dari Wajib Bayar
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NBHIE i vvavaiaaanwavavis (10)
NEPWE.. $uiaeaiiaaesiiaiesidaie (11)
AIAORL Fiovverevsverevevensoss (12)

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai
Petunjuk Teknis Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan, Keringanan,
dan Pengembalian PNBP, kami mengajukan permohonan pengembalian
PNBP berupa ........ {13) sebesar ...... {14) dengan alasan ..... (15).

Sebagai kelengkapan permohonan, terlampir bersama ini disampaikan
dokumen sebagai berikut:
No. Jenis Dokumen

Demikian surat permohonan kami sampaikan untuk dapat
dipertimbangkan.

Pemohon /Kuasa

Keterangan: (*) diisi salah satu yang sesuai

Tembusan: ........ (17)

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMOHONAN PENGEMBALIAN PNBP

NOMOR URAIAN ISIAN

(1) Diisi nomor Surat Permohonan Pengembalian PNBP sesuai

dengan administrasi Wajib Bayar.

(2) Diisi nama kota dan tanggal Surat Permohonan
Pengembalian PNBP dibuat.

(3) Diisi jumlah lampiran yang disertakan dalam Surat
Permohonan Pengembalian PNBP.

4) Diisi dengan nama jabatan dan alamat kantor Instansi
Pengelola PNBP/Mitra Instansi Pengelola PNBP yang
mengeluarkan Surat Ketetapan PNBP.

(3) Diisi nama Wajib Bayar/Kuasa yang menandatangani Surat
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Permohonan Pengembalian PNBP.
(6) Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak Wajib Bayar/Kuasa yang

menandatangani Surat Permohonan Pengembalian PNEP.

(7) Diisi jabatan Wajib Bayar/Kuasa yang menandatangani
Surat Permohonan Pengembalian PNBP dan dalam hal
permohonan oleh Wajib Bayar Orang Pribadi Nomor (7) ini
tidak perlu diisi.

(8) Diisi alamat Wajib Bayar/Kuasa yang menandatangani Surat
Permohonan Pengembalian PNBP.

(9) Diisi nomor telepon Wajib Bayar/Kuasa yang

menandatangani Surat Permohonan Pengembalian PNBP.

(10) Diisi nama Wajib Bayar apabila yang menandatangani Surat
Permohonan Pengembalian PNBP adalah Kuasa dari Wajib
Bayar dan dalam hal Surat Permohonan Pengembalian PNBP
diajukan oleh Wajib Bayar Orang Pribadi Nomor (10} ini
tidak perlu diisi.

(11) Diisi NPWP Wajib Bayar apabila yang menandatangani Surat
Permohonan Pengembalian PNBP adalah Kuasa dari Wajib
Bayar dan dalam hal Surat Permohonan Pengembalian PNBP
diajukan oleh Wajib Bayar Orang Pribadi Nomor (11) ini
tidak perlu diisi.

(12) Diisi alamat Wajib Bayar apabila yang menandatangani
Surat Permohonan Keringanan PNBP adalah Kuasa dari

Wajib Bayar dan dalam hal Surat Permohonan Pengembalian
PNBP diajukan oleh Wajib Bayar Orang Pribadi Nomor (12)
ini tidak perlu diisi.

(13) Diisi jenis PNBP yang diajukan pengembalian

(14) Diisi jumlah perhitungan menurut permochonan Wajib Bayar

(15) Diisi alasan dan penjelasan permintaan pengembalian PNBP
(16) Diisi tanda tangan dan nama jelas Wajib Bayar/Kuasa.

(17) Diisi nama jabatan Kuasa Pengelola PNBP (dalam hal
pengembalian PNBP diajukan kepada Mitra Instansi
Pengelola PNBP).

b. Contoh Format Surat Kuasa
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SURAT KUASA PERMOHONAN PENGEMBALIAN PNBP

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama B e arards (1)
Lengkap

Alamat $51 asssssssssssssssssssssess (2)
Jabatan 2 heeeeveeeeevesiie (3)
Nama Wajib Bl sesstessnstuisnstnisnnie (4)
Bayar

Alamat 3 sewennenennnenenredy (3)
NPWP SO UOUUUUUTUUUOTUTIN (6)
No. Telepon S itiasssssssaaies (7)
Dengan ini memberikan kuasa khusus kepada:
Nama 83 meoccomooomenonmonnons (8)
Lengkap

Alamat P e (9)
NPWP L erreseesssseesssssesssens (10)
No. Telepon N e (11)
Untuk melakukan hak dan/atau memenuhi kewajiban berupa...... (12).
Bersama ini kami lampirkan......... (13).

Demikian surat kuasa khusus ini dibuat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Penerima Kuasa, Pemberi Kuasa,
Materai
Ttd Ttd
.......................... (14) EUOPRURCOPRURCORRURCORRRRY | | [ | |
(Nama Jelas) (Nama Jelas)

PETUNJUK PENGISIAN SURAT KUASA PERMOHONAN
PENGEMBALIAN PNBP

NOMOR URAIAN ISIAN

(1) Diisi nama pemberi kuasa
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(2) Diisi alamat pemberi kuasa

(3) Diisi jabatan pemberi kuasa

(4) Diisi nama Wajib Bayar dalam hal Wajib Bayar berbentuk
badan usaha (nama pemberi kuasa berbeda dengan nama
Wajib Bayar)

(5) Diisi alamat Wajib Bayar dalam hal Wajib Bayar berbentuk
badan usaha (nama pemberi kuasa berbeda dengan nama

Wajib Bayar)
(6) Diisi NPWP Wajib Bayar yang memberi kuasa.
(7) Diisi nomor telepon Wajib Bayar yang memberi kuasa.
(8) Diisi nama Kuasa dari Wajib Bayar.

(9) Diisi alamat Kuasa dari Wajib Bayar.
(10) Diisi NPWP Kuasa dari Wajib Bayar.

(11) Diisi nomor telepon Kuasa dari Wajib Bayar.
(12) Diisi uraian kegiatan/ tindakan yang dikuasakan Wajib
Bayar kepada penerima kuasa,

(13) Diisi lampiran dokumen pendukung surat kuasa

(14) Diisi tanda tangan dan nama jelas penerima kuasa.

(15) Diisi tanda tangan dan nama jelas pemberi kuasa.

c. Contoh Format Formulir Uji Kelengkapan Dokumen Pendukung
KOP INSTANSI PENGELOLA PNBP/MITRA INSTANSI PENGELOLA PNBP

Nama Wajib Bayar R (1)
Nomor Surat Pengajuan Pengembalian RO ERUR TRV IR (2)
PNBP
Tanggal Surat Pengajuan Pengembalian D R (3)
PNBP
Tanggal Diterimanya Surat Pengajuan D (4)
Pengembalian PNBP dan Dokumen
Pendukung
Nama Petugas Penguji Kelengkapan D RS RRTRRE R (3)
Dokumen

No Persyaratan Dokumen Ya (v) / Catatan

Tidak (x)
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No

Persyaratan Dokumen

Ya (v) /
Tidak (x)

Catatan

Surat pengajuan pengembalian PNBP
disampaikan secara tertulis dengan
menggunakan bahasa Indonesia

Surat pengajuan pengembalian PNBP
ditujukan kepada Pejabat Kuasa
Pengelola PNBP/Pimpinan Mitra
Instansi Pengelola PNBP

Surat pengajuan pengembalian PNBP
ditandatangani oleh Wajib Bayar /Kuasa
Wajib Bayar.

Keterangan:

e Dalam hal Wajib Bayar Badan
Usaha, ditandatangani oleh
Pimpinan Badan Usaha;

e Dalam hal ditandatangani pihak
yang dikuasakan, melampirkan

Surat Kuasa

Surat pengajuan pengembalian PNBP
masih dalam batas waktu pengajuan
pengembalian PNBP:

e 5 tahun (sejak terjadinya kelebihan
pembayaran PNBP atau tanggal
surat pernyataan PKP/Pimpinan IP
bahwa Wajib Bayar tidak terlayani
« 2 tahun {sejak putusan

pengadilan dan hasil pemeriksaan
PNBP)

Surat pengajuan pengembalian PNBP
dilengkapi dengan dokumen pendukung

a. Surat Kuasa (Dalam hal
ditandatangani pihak yang
dikuasakan)

b. Dokumen pendukung atas rincian
perhitungan jumlah kelebihan
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No

Persyaratan Dokumen

Ya (v) /
Tidak (x)

Catatan

pembayaran PNBP yang dibuat oleh
Wajib Bayar

c. Dokumen bukti penerimaan negara,

bukti setor, atau sarana administrasi
lain yang dipersamakan dengan bukti

pembayaran

d. Dokumen lain yang diperlukan sesuai

dengan alasan pengajuan, antara lain

e surat penetapan atas permohonan
pengembalian PNBP,

e salinan putusan pengadilan yang
telah berkekuatan hukum tetap

e Surat Ketetapan PNBP lebih bayar
dalam hal pengajuan pengembalian
didasarkan hasil Pemeriksaan

PNBP

e peraturan  perundang-undangan
yang menyebabkan terjadinya
kelebihan pembayaran; ATAU

e pernyataan dari:

1) Pejabat Kuasa Pengelola
PNBP/Mitra Instansi Pengelola
PNBP bahwa Wajib Bayar tidak
terlayani; dan (dimasukan ke
dalam batang tubuh RPMK)

2) Wajib Bayar belum
mendapatkan layanan.

Keterangan:
Dipilih  sesuai  dengan  alasan
pengajuan permohonan pengembalian

Dokumen Pendukung Tambahan dalam
Hal Permohonan Pengembalian PNBP
melalui Pemindahbukuan:
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No

Persyaratan Dokumen

Ya (v) /
Tidak (x)

Catatan

a. Salinan dokumen kepemilikan

rekening, yang sesuai dengan
identitas Wajib Bayar

. Nomor pokok wajib pajak

. Dokumen lain yang diperlukan

sesuai dengan alasan pengajuan,

antara lain:

e (i) Salinan surat pencabutan ijin
usaha, (i) dokumen sah lain yang
menerangkan pembubaran
dan/atau berakhirnya kegiatan
usaha Wajib Bayar, (iii) surat
keterangan tidak terdapat
pembayaran selama 6 (enam)
bulan berturut-turut dari Instansi
pengelola PNBP, danj/atau (iv)
putusan pailit dari pengadilan

e Salinan putusan pengadilan yang
terdapat amar putusan berupa
pengembalian PNBP secara tunai

¢ Surat pernyataan Wajib Bayar yang
menerangkan tidak memiliki
kewajiban PNBP yang sejenis
secara berulang

e Data historis transaksi
pembayaran PNBP 1 (satu) tahun
terakhir serta proyeksi pembayaran
PNBP untuk 1 (satuj tahun ke
depan; ATAU,

e Surat keterangan dari instansi
vang berwenang untuk kondisi
bencana atau surat pernyataan
Wajib Bayar untuk kondisi di luar
kemampuan Wajib Bayar
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No Persyaratan Dokumen Ya(v)/ Catatan
Tidak (x)

berdasarkan pertimbangan
Instansi Pengelola PNBP

Keterangan:
Dipilih  sesuai  dengan  alasan
pengajuan permohonan pengembalian

Terhadap  hasil pengujian  kelengkapan  dokumen  yang
dipersyaratkan dalam pengajuan pengembalian PNBP, dinyatakan
bahwa {*):

Dokumen lengkap dan dapat dilanjutkan ke proses

penelitian.
Dokumen tidak lengkap dan perlu ditindaklanjuti dengan

penerbitan surat permintaan kelengkapan dokumen oleh
Pejabat Kuasa Pegelola PNBP.

Petugas Penguji Kelengkapan
Dokumen,

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR UJl KELENGKAPAN DOKUMEN

PENDUKUNG
NOMOR URAIAN ISIAN
(1) Diisi nama Wajib Bayar
(2) Diisi nomor surat pengajuan pengembalian PNBP yang

disampaikan oleh Wajib Bayar.

(3) Diisi tanggal surat pengajuan pengembalian PNBP yang
disampaikan oleh Wajib Bayar.

(4) Diisi dengan tanggal diterimanya surat pengajuan

pengembalian PNBP dan dokumen pendukung oleh Instansi
Pengelola PNBP.

(5) Diisi nama petugas penguji kelengkapan dokumen.

(6) Diisi tanda tangan dan nama jelas petugas penguji dokumen.
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d. Contoh Format Surat Permintaan Kelengkapan Dokumen Pendukung

KOP INSTANSI PENGELOLA PNBP/MITRA INSTANSI PENGELOLA PNBP

NOIOT i ea e e caaaneae (1) Tanggal...... (2)
St G T (3)
Hal : Permintaan Kelengkapan Dokumen
Pendukung
Yth. e (4)

Sehubungan dengan surat Saudara nomor ............ (5) tanggal
............... (6) hal pengajuan pengembalian PNBP atas ..................(7),
berdasarkan penetapan......... (8)(") momor .l (9) tanggal
................... (10), dengan ini diminta kepada Saudara untuk
menyampaikan kelengkapan dokumen pendukung meliputi:

L e e datadedadaledadaledatadotadatonadasonasasonssasasssasasssasasssasossss
i R R R R R R R R A dst (11)

Dokumen pendukung tersebut wajib disampaikan paling lama 7
(tujuh) hari kerja setelah surat ini Saudara diterima. Apabila dalam
jangka waktu sebagaimana dimaksud Saudara tidak menyampaikan
kelengkapan dokumen pendukung, permohonan pengembalian PNBP
Saudara akan ditolak.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

(%} diisi apabila terdapat surat penetapan

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMINTAAN KELENGKAPAN
DOKUMEN PENDUKUNG
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NOMOR URAIAN ISIAN

(1) Diisi nomor surat permintaan kelengkapan dokumen

pendukung sesuai dengan administrasi Instansi Pengelola
PNBP/ Mitra Instansi Pengelola PNBP.
(2) Diisi nama kota dan tanggal surat permintaan kelengkapan

dokumen pendukung dibuat.

(3) Diisi sifat surat.

(4) Diisi nama dan alamat kantor Wajib Bayar yang mengajukan
Pengembalian PNBP.

(5) Diisi nomor surat permohonan pengembalian PNBP.

(6) Diisi tanggal surat permohonan pengembalian PNBP.

(7) Diisi uraian dasar permohonan pengembalian

(8) Diisi jenis Surat Penetapan Ketetapan PNBP sebagai dasar
pengajuan pengembalian PNBP {(apabila ada)

(9) Diisi nomor Surat Ketetapan PNBP.

(10) Diisi tanggal Surat Ketetapan PNBP,

(11) Diisi jenis dokumen pendukung yang diminta
kelengkapannya.

(12) Diisi nama jabatan penandatangan surat.

(13) Diisi tanda tangan dan nama jelas penandatangan surat.

e, Contoh Format Surat Persetujuan Pengembalian PNBP Berupa
Pemindahbukuan

KOP INSTANSI PENGELOLA PNBP
NOMOE! ¥ vanuiiisesssstane ) 0 Semessiseies (2)
Hal : Surat Persetujuan Pengembalian
Penerimaan Negara Bukan Pajak
Yang Terhormat,
Sehubungan dengan surat Saudara nomor tanggal hal

.................... (4), berdasarkan penelitian yang telah dilakukan bahwa
pada prinsipnya kami menyetujui permohonan pengembalian
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Penerimaan Negara Bukan Pajak atas wajib bayar tersebut di bawah ini:

Nama Wajib Bayar $1 suonosenoxstoxsnssnsxotsuosasnns (3)
Alamat RN TEE PP A (6)
Jumlah Pengembalian yang disetujui : ... (7)
Dasar pertimbangan persetujuan 31 issarssessscsusssnesansrgensnnsel (8)

Pengembalian Penerimaan Negara Bukan Pajak tersebut di atas,
dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sesuai ketentuan dalam PP Nomor 59 Tahun 2020 tentang Tata
Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan, Keringanan, dan
Pengembalian Penerimaan Negara Bukan Pajak dan hasil
penelitian yang telah dilakukan, pengembalian PNBP dilakukan
dengan cara pemindahbukuan dari rekening Kas Negara ke
rekening wajib bayar pada Bank ............. (9) dengan nomor
rekening ...u..sssiisvvies (10) atas nama ........cooieniiiins (11)

2. Surat persetujuan ini menjadi dasar bagi satker pengelola PNBP
untuk menerbitkan Surat Perintah Membayar Pengembalian
Penerimaan (SPMPP) dan menyampaikan kepada KPPN Mitra
untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

3. Apabila dikemudian hari diketahui terdapat kesalahan dalam
perhitungan pengembalian PNBP sebagaimana ditetapkan dalam
surat ketetapan ini, maka akan dilakukan koreksi perhitungan
dan pihak wajib bayar berkewajiban untuk menyetorkan kembali
kelebihan pengembalian PNBP tersebut ke kas negara.

Demikian disampaikan dan atas perhatian Saudara diucapkan
terima kasih.

Tembusan:
1. Kuasa Pengguna Anggaran
2. Direktur PNBP SDA dan KND/ Direktur PNBP K/L*
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3. Dst

Keterangan:

*) Diisi salah satu yang sesuai

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERSETUJUAN PENGEMBALIAN PNBP
BERUPA PEMINDAHBUKUAN

NOMOR URAIAN ISIAN
(1) Diisi nomor surat persetujuan pengembalian PNBP pada
Instansi Pengelola PNBP.
(2) Diisi nama tempat dan tanggal surat keputusan pengembalian
PNBP.
(3) Diisi nama wajib bayar yang mengajukan permohonan

pengembalian PNBP.

(4) Diisi nomor surat permohonan pengembalian PNBP.
(5) Diisi nama wajib bayar dalam hal berbentuk badan usaha.

(6) Diisi alamat wajib bayar.

(7) Diisi jumlah pengembalian yang disetujui.
(8) Diisi alasan diberikan pengembalian PNBP.

(9) Diisi nama bank wajib bayar sesuai dokumen rekening yang
disampaikan Wajib Bayar,

(10) Diisi nomor rekening wajib bayar.

(11) Diisi nama pemilik nomor rekening.

(12) Nama jabatan penandatangan surat persetujuan

(13) Diisi tanda tangan dan nama jelas pejabat yang mengeluarkan

surat keputusan pengembalian PNBP.

f. Contoh Format Surat Persetujuan Pengembalian PNBP Berupa

Pembayaran Dimuka

KOP INSTANSI PENGELOLA PNBP
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NOmMOr & .iiiiiiceineieas 1) deeededsasas (2)
Hal : Surat Persetujuan Pengembalian
Penerimaan Negara Bukan Pajak

Yang Terhormat,

Sehubungan dengan surat Saudara nomor tanggal hal
.................... (4), berdasarkan penelitian yang telah dilakukan bahwa
pada prinsipnya kami menyetujui permohonan pengembalian
Penerimaan Negara Bukan Pajak atas wajib bayar tersebut di bawah ini:

Nama Wajib Bayar T eSS (5)
Alamat S AvsAvArAYIA e N ey e Na s (6)
Jumlah Pengembalian yang disetujui : ... (7)
Dasar pertimbangan persetujuan S OusaBsNiGHssaRssEINALsARRATe (8)

Pengembalian Penerimaan Negara Bukan Pajak tersebut di atas,
dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sesuai ketentuan dalam PP Nomor 39 Tahun 2020 tentang Tata
Cara Pengajuan Dan Penyelesaian Keberatan, Keringanan, dan
Pengembalian Penerimaan Negara Bukan Pajak, pengembalian
PNBP tersebut diperhitungkan sebagai pembayaran di muka atas
jumlah PNBP Terutang berikutnya sebesar .............co. (9),

2. Apabila dikemudian hari diketahui terdapat kesalahan dalam
perhitungan pengembalian PNBP sebagaimana ditetapkan dalam
surat ketetapan ini, maka akan dilakukan koreksi perhitungan dan
pihak wajib bayar berkewajiban untuk menyetorkan kembali
kelebihan pengembalian PNBP tersebut ke kas negara.

Demikian disampaikan dan atas perhatian Saudara diucapkan
terima kasih.
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Tembusan:
1. Direktur PNBP SDA dan KND/Direktur PNBP K/L*
2. Dst

Keterangan:
*) Diisi salah satu yang scsuai
PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERSETUJUAN PENGEMBALIAN PNBP
BERUPA PEMBAYARAN DIMUKA

NOMOR URAIAN ISIAN

(1) Diisi nomor surat keputusan pengembalian PNBP.

(2) Diisi nama tempat dan tanggal surat keputusan pengembalian
PNBP.

(3) Diisi nama wajib bayar yang mengajukan permohonan
pengembalian PNBP.

(4) Diisi nomor surat permohonan pengembalian PNBP.

(3) Diisi nama perusahaan wajib bayar.

(6) Diisi alamat wajib bayar.
(7) Diisi jumlah pengembalian yang disetujui.
(8) Diisi alasan diberikan pengembalian PNBP.

(9) Diisi nominal pengembalian yang disetujui

(10) Diisi nama jabatan pejabat yang mengeluarkan surat
keputusan pengembalian PNBP.

(11) Diisi tanda tangan dan nama jelas pejabat yang mengeluarkan
surat keputusan pengembalian PNBP.

g. Contoh Format Surat Penolakan Pengembalian PNBP

KOP INSTANSI PENGELOLA PNBP

Hal : Surat Penolakan Pengembalian

Penerimaan Negara Bukan Pajak

Yang Terhormat,
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Sehubungan dengan surat Saudara nomor.......... (4) tanggal
........... (5) hal permohonan pengembalian yang disampaikan dengan
identitas sebagai berikut:

Nama Wajib Bayar 57 asesssassessassessenssans (6)
Alamat SRR AR A A A AR A A (7)
NPWP § evveesseceeeriessariasas (8)
No. Telepon R T PP I Y (9)

berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, bersama ini disampaikan
bahwa pada prinsipnya permohonan pengembalian Penerimaan Negara
Bukan Pajak dimaksud tidak dapat diproses lebih lanjut/ditolak

Demikian disampaikan dan atas perhatian Saudara diucapkan terima
kasih.

Keterangan:

*) Diist salah satu yang sesuai

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PENOLAKAN PENGEMBALIAN PNBP

NOMOR URAIAN ISIAN
(1) Diisi nomor surat keputusan penolakan pengembalianPNBP.
(2) Diisi nama tempat dan tanggal surat keputusan penolakan
pengembalian PNBP.
(3) Diisi nama wajib bayar yang mengajukan permohonan

pengembalian PNBP.

(4) Diisi nomor surat permohonan pengembalian PNBP.

(5) Diisi tanggal surat permohonan pengembalian PNBP.
(6) Diisi nama wajib bayar.

(7) Diisi alamat wajib bayar.

(8) Diisi NPWP wajib bayar.
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(9) Diisi nomor telepon wajib bayar

(10) Diisi alasan penolakan pengembalian PNBP.

(11) Diisi nama Jabatan pejabat penandatangan surat penolakan
pengembalian PNBP

(12) Diisi tanda tangan dan nama jelas pejabat yang

mengeluarkan surat keputusan pengembalian PNBP.

h. Contoh Format Surat Keterangan Telah Dibukukan

SURAT KETERANGAN TELAH DIBUKUKAN

Subdit Setelmen, Akuntansi, dan Pelaporan Pengelolaan
Kas/Seksi Verifikasi dan Akuntansi/Seksi Verifikasi, Akuntansi, dan
Kepatuhan Internal /Seksi Verifikasi, Akuntansi, dan Analisa Statistik *)

............ (2)............ menerangkan bahwa BUN/Kuasa BUN telah
membukukan Penerimaan Negara dengan rincian sebagai berikut.
Pembukuan
Nomor
Nama | Tanggal o
e Penyetor | Setor | Tanggal Debet/ Akun Nhat
. Kredit/ Setoran
NTPN/
SP2D
@) | s ()] casiai 8| s ©) | ... 7 | .. B s {9)
........ (10), wevverrecrirneennns (11)
.................................... (12),
................... (13)erieeeeirecnnnn
................... Y ssaiasnniviniaes
(71 (S5

*) coret yang tidak periu
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PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KETERANGAN TELAH DIBUKUKAN

NOMOR URAIAN ISIAN
(1) Diisi nomor penerbitan SKTB
(2) Diisi Direktorat Pengelolaan Kas Negara/nama KPPN

(3) Diisi nomor urut

(4) Diisi nama penyetor

(5) Diisi tanggal penyetoran

(6) Diisi tanggal pembukuan

(7) Diisi nomor Nota Debet /Kredit/NTPN
(8) Diisi kode akun penerimaan

(9) Diisi jumlah atau nilai yang dibukukan

(10) Diisi tempat SKTB dibuat dan ditandatangani

(11) Diisi tanggal SKTB dibuat dan ditandatangani

(12) Diisi nama jabatan Kepala Subdit Setelmen, Akuntansi, dan
Pelaporan Pengelolaan Kas Direktorat Pengelolaan Kas
Negara/ Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi/ Kepala
Seksi Verifikasi, Akuntansi, dan Kepatuhan Internal/ Seksi
Verifikasi, Akuntansi, dan Analisa Statistik

(13) Diisi tanda tangan pejabat yang menandatangani SKTB

(14) Diisi nama pejabat penerbit SKTB

(15) Diisi NIP pejabat penerbit SKTB

4. Koordinasi Instansi Pengelola PNBP dengan Instansi Lain atas
Permohonan Pengembalian Secara Langsung melalui Pemindahbukuan
Persetujuan Permohoan Pengembalian Atas Kelebihan Pembayaran
PNBP secara langsung melalui pemindahbukuan periu
mempertimbangkan ada/tidaknya tunggakan lainnya dari Wajib Bayar
kepada Pemerintah. Tunggakan tersebut meliputi tunggakan atas
kewajiban Perpajakan, Kepabeanan dan Cukai, dan/atau kewajiban
PNBP Lainnya. Instansi Pengelola PNBP dapat berkoordinasi dengan
instansi terkait lainnya termasuk dengan Kementerian Keuangan.
Namun untuk kondisi tertentu, permohonan pengembalian atas

kelebihan pembayaran PNBP secara langsung melalui pemindahbukuan

www.peraturan.go.id



2021, No.1470 186

tidak memerlukan koordinasi atau langsung dapat disetujui dan

diajukan proses pembayaran melalui KPPN mitra berdasarkan prosedur

dalam Peraturan Menteri mengenai tata cara pembayaran atas transaksi
pengembalian penerimaan negara. Kondisi tersebut yaitu:

a. Jenis PNBP yang dimintakan pengembalian tidak bersifat berulang.
Sifat tidak berulang dalam pengertian ini terpenuhi apabila
pengaturan yang terdapat pada dasar penetapan jenis tarif PNBP
menyebutkan bahwa atas jenis PNBP tersebut tidak secara rutin
wajib dibayar lebih dari 1 (satu) kali dalam setahun dan tidak ada
ketentuan yang mengatur periode selanjutnya Wajib Bayar harus
melakukan pembayaran PNBP. Dengan demikian kewajiban
pembayaran PNBP selanjutnya atas jenis PNBP yang sama belum
dapat dipastikan. Contoh dari jenis PNBP yang tidak berulang
misalnya PNBP yang berasal dari layanan penerbitan SIM, Paspor,
layanan pencatatan Nikah;

b. nominal pengembalian paling besar Rp250.000.000,00 (dua ratus
lima puluh juta rupiah); dan

c. jenis PNBP berasal dari objek PNBP bersifat layanan, pengelolaan
barang milik negara, dan/atau hak negara lainnya.

Jenis objek PNBP sebagaimana disebutkan diatas pada umumnya
memiliki sifat transaksi tunggal pada suatu waktu tertentu, karakteristik
ini sesuai dengan sifat PNBP yang tidak berulang. Berbeda dengan jenis
PNBP sektor Sumber Daya Alam yang telah ditentukan pembayarannya
secara periodik berdasarkan pemberian izin dan kontrak yang disepakati,
Kekayaan Negara Dipisahkan yang telah diatur periodisasinya serta jenis
Pengelolaan Dana yang berasal dari imbal balik sesuai dengan
persentase atau nominal remunerasi yang telah disepakati.

Persyaratan di atas bukan bersifat alternatif, melainkan secara
keseluruhan harus terpenuhi agar proses pengembaliannya dapat
diajukan secara langsung melalui mekanisme dan prosedur yang diatur
dalam Peraturan Menteri mengenai tata cara pembayaran atas transaksi
pengembalian penerimaan negara.

5. Pengembalian PNBP yang masih dalam Penguasaan Bendahara

Penerimaan

Dalam kondisi tertentu, pembayaran PNBP yang diterima dari Wajib
Bayar belum dapat disetorkan ke kas negara secara langsung. Kondisi
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tersebut dapat terjadi dalam hal satuan kerja pemungut PNBP berada
pada daerah yang belum terjangkau sistem informasi, jaringan internet
belum memadai atau daerah yang secara geografis berada pada remote
area. Kondisi lain juga dapat terjadi apabila dari sisi pelayanan,
masyarakat sebagai pengguna layanan dipandang akan lebih
dimudahkan tanpa terlebih dahulu harus menggunakan sistem
informasi sehingga PNBP dibayar secara tunai melalui loket atau petugas
di lapangan. Pada praktiknya pembayaran PNBP ditampung terlebih
dahulu oleh bendahara penerimaan pada Instansi Pengelola PNBP.
Kemudian, pada hari yang sama atau secara berkala, bendahara
penerimaan akan menyetorkan PNBP ke kas negara melalui
Bank/Pos/Lembaga Persepsi.

Untuk pengembalian PNBP yang masih ditampung bendahara
penerimaan, pengembalian PNBP dapat dilakukan sesuai dengan
mekanisme dan prosedur yang diatur oleh Pimpinan Instansi Pengelola
PNBP. Namun demikian, hal tersebut dilakukan dengan tetap
mempertimbangkan penatausahaan PNBP yang transparan dan
akuntabel serta tetap melakukan penyetoran ke kas negara secara tepat
waktu mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku di
bidang PNBP.
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LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 204 /PMK.02/2021

TENTANG

EVALUASI KINERJA ANGGARAN ATAS PENGGUNAAN
DANA BENDAHARA UMUM NEGARA

TATA CARA PENGUKURAN DAN PENILAIAN
EVALUASI KINERJA ANGGARAN ATAS PENGGUNAAN DANA
BENDAHARA UMUM NEGARA

A. Tata Cara Pengukuran dan Penilaian EKA BUN atas Aspek Implementasi
1. Pengukuran EKA BUN atas Aspek Implementasi
a. Capaian RO
Pengukuran Capaian RO tingkat KPA BUN dilakukan dengan
menggunakan rumus sebagai berikut:

1
m RVRO,\W
CRO = (l—l ) x 100%

=1 TVRO,.
Keterangan:
CRO Capaian RO tingkat KPA BUN
RVRO; Realisasi Volume RO ke i
TVRO; Target Volume RO ke i
m ¢ Jumlah RO
Contoh:

Suatu KPA BUN memiliki RO dengan target dan realisasi
sebagaimana tertuang pada kolom 2 dan 3 dalam tabel berikut.
Berdasarkan data tersebut, perhitungan Capaian RO pada KPA
BUN dimaksud adalah sebagai berikut:

VOLU i
LUME - RVRO / Capaian
RO Target Realisasi RO per
TVRO
(TVRO) (RVRO) KPA
(1) (2) (3) (4) = (3)/(2) (5)
A 50 45 90,00%
B 3 2 66,67% | 84,34%
c 1 1 100,00%
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Keterangan:

Nomor Uraian Isian

(1) Nomenklatur RO yang terdapat dalam suatu KPA

BUN.
(2) Target volume RO.
(3) Realisasi volume RO.

(4) Capaian per RO, merupakan perbandingan antara
realisasi volume RO (3) dan target volume RO (2).
Nilai terendah yang diperhitungkan adalah 1%
(satu persen).

(5) Capaian RO per KPA BUN, merupakan rata-rata
geometrik perbandingan antara Realisasi Volume
RO (3) dengan Target Volume RO (2). Nilai tertinggi
yang diperhitungkan adalah sebesar 100%

(seratus persen).

b. Penyerapan Anggaran
Pengukuran  penyerapan  anggaran  dilakukan  dengan
membandingkan antara realisasi anggaran dengan alokasi
anggaran.
Pengukuran  penyerapan  anggaran  dilakukan  dengan
menggunakan rumus sebagai berikut:

P = 2 100
AR 100%

Keterangan:

P : Penyerapan Anggaran

RA : Realisasi Anggaran

AA ! Alokasi Anggaran

Contoh:

Suatu KPA BUN memiliki alokasi anggaran pada Tahun Anggaran
2021 sebesar Rp10.000.000.000 dan realisasi anggaran sampai
dengan akhir Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp9.500.000.000.
Berdasarkan data tersebut, perhitungan penyerapan anggaran
pada KPA BUN dimaksud adalah sebagai berikut:

AA = 10.000.000.000

RA = 9.500.000.000
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P = %x 100%

_ 9.500.000.000
~ 10.000.000.000

= 95,00%

X 1009

Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan

Pengukuran konsistensi penyerapan anggaran terhadap

perencanaan dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai

berikut;:

n (RPDK,, = gI:DDKKn —RAKy] 1009 )
K= .
n
Keterangan:
K ¢ Konsistensi penyerapan terhadap
perencanaan
RAK: Realisasi anggaran kumulatif sampai dengan bulan n
RPDK, Rencana penarikan dana kumulatif sampai dengan
bulan ke n
n Jumlah bulan
Contoh:

Rencana Penarikan Dana (RPD) bulanan beserta Realisasi
Anggaran (RA) dari suatu KPA BUN seperti pada tabel berikut:

Bulan RFD RA

(1) (2) (3)
Januari 0 0
Februari 21.040.800.000 | 59.013.759.555
Maret 35.281.507.000 | 64.847.198.674
April 53.167.236.000 | 43.645.492.512
Mei 55.591.655.000 | 88.759.250.131
Juni 63.113.787.000 ] 50.214.695.551
Juli 105.048.316.000 | 71.332.400.114
Agustus 102.171.934.000 | 39.282.155.811
;p(cmbcr 111.718.176.000 | 81.890.394.255
Oktober 111.376.563.000 | 48.579.065.276
November | 125.738.987.000 | 74.548.072.840
Desember | 158,434.139.000 | 140.386.551.153
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data

dimaksud,

perhitungan

konsistensi

penyerapan anggaran terhadap perencanaan pada KPA BUN
dimaksud adalah sebagai berikut:

Tingkat Konsistensi

Bulan RPD Kumulatif RA Kumulatif Konsistensi pada

per Bulan bulan...

(1 i4) (5) (6) {7)
Januari 0 0 100,00% 100,00%
Februari 21.040.800.000 [ 59.013.759.555 0,00% 50,00%
Maret 56.322.307.000 | 123.860.958.229 0,00% 33,33%
April 109.489.543.000 | 167.506.450.741 47,01% 36,75%
Mei 165.081.198.000 | 256.265.700.872 44.76% 38.36%
Juni 228.194.985.000 | 306.480.396.423 65,69% 42,91%
Juli 333.243.301.000 | 377.812.796.537 86,63% 49,16%
Agustus | 435.415.235.000 | 417.094.952.348 95,79% 54,99%
September | 547.133.411.000 | 498.985.346.603 91.20% 59,01%
Oktober 658.509.974.000 | 547.564.411.879 83,15% 61,42%
November | 784.248.961.000 | 622.112.484.719 79,33% 63,05%
Desember | 942.683.100.000 | 762.499.035.872 80.89% 64,54%
Keterangan:

Nomor Uraian Isian

(1) Bulan

(2) Rencana Penarikan Dana (RPD) setiap bulan.

(3) Realisasi Anggaran (RA) setiap bulan.

(4) RPD Kumulatif, merupakan penjumlahan RPD dari
bulan Januari sampai dengan bulan tertentu.

(5) RA Kumulatif, merupakan penjumlahan RA dari bulan
Januari sampai dengan bulan tertentu.

(6) Tingkat konsistensi per bulan, merupakan persentase
deviasi antara RPDK dengan RAK pada suatu bulan.
Dalam hal RPDK dan RAK adalah 0, maka Konsistensi
adalah sebesar 100% (seratus persen).

(7) Konsistensi pada suatu Bulan, merupakan rata-rata
Tingkat Konsistensi per bulan dari Januari sampai
dengan bulan tertentu. Nilai terendah Konsistensi per
bulan adalah 0% (nol persen).

Berdasarkan perhitungan di

atas,

Konsistensi

penyerapan

anggaran terhadap perencanaan bulan Desember pada KPA BUN
dimaksud adalah sebesar 64,54% (enam puluh empat koma lima

empat persenj.
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2. Penilaian EKA BUN atas Aspek Implementasi
Nilai EKA BUN atas Aspek Implementasi dilakukan dengan
menjumlahkan hasil perkalian antara hasil pengukuran setiap
variabel aspek implementasi dengan bobot masing-masing variabel
pada tingkat KPA BUN. Rumus dari perhitungan tersebut sebagai
berikut:
NKI = (P x Wp) + (Kx W) + (CRO x Wego)

Keterangan:
NKI : Nilai EKA BUN atas Aspek Implementasi
P . Penyerapan Anggaran
K : Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan
CRO : Capaian RO
Wp : Bobot penyerapan anggaran
Wk : Bobot konsistensi penyerapan anggaran terhadap
perencanaan
Weno : Bobot Capaian RO
Bobot masing-masing variabel aspek implementasi sebagai berikut:
Wp = 13,6%
Wk =25,5%
Wero = 60,9%
Contoh:’
Nilai EKA BUN atas Aspek Implementasi KPA BUN di atas adalah
sebagai berikut:
NKI - (P x Wp) + (K x W) + (CRO x Wego)
- (95,00% x 13,6%) + (64,54% x 25,5%) + (84,34% x 60,9%)
- 80,74%

Nilai EKA BUN atas Aspek Implementasi pada KPA BUN tersebut
adalah sebesar 80,74%, maka nilai Kinerja Anggaran BUN KPA BUN
tersebut termasuk kategori Baik.
B. Tata Cara Pengukuran dan Penilaian EKA BUN atas Aspek Manfaat
1. Capaian Sasaran Program tingkat PPA BUN
Pengukuran Capaian Sasaran Program dilakukan dengan
menggunakan rumus sebagai berikut:

1
I\T

e

e~ T (T (T 32T ) | <o
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Keterangan:
CSP : Capaian Sasaran Program tingkat PPA BUN
RIKP; : Realisasi Indikator Kinerja Program i
TIKP; : Target Indikator Kinerja Program i
| : Jumlah program dalam suatu PPA BUN
m : Jumlah Sasaran Program dalam setiap program
n : Jumlah Indikator Kinerja Program dalam setiap Sasaran
Program
Contoh:

Suatu PPA BUN memiliki 1 (satu) program dengan target dan
realisasi Indikator Kinerja Program sebagaimana tertuang pada
kolom 4 dan 5 dalam tabel berikut berikut. Berdasarkan data
tersebut, perhitungan Capaian Sasaran Program pada PPA BUN
dimaksud adalah sebagai berikut:

proganlomers] up [Poge] Rt (B[ coppe [ 28 p] o8 per
1) (2) (3) (4) (5) (61=(5)/14)] (7) (8) 9)
"“; ¥l s 4 £0,00% |
l ‘KF; kel 10 10 100,00% L
A "(F; kel 3 3 100,00% 91,12% | 91,12%
2 ""Pz kel & 6 100,00%| 92,83%
‘KF; o 4 80,00%
Keterangan:
Nomor Uraian Isian
(1) Nomenklatur program.
(2) Nomenklatur Sasaran Program.
(3) Nomenklatur Indikator Kinerja Program.

(4) Target Indikator Kinerja Program.

(5) Realisasi Indikator Kinerja Program.

(6) Realisasi Indikator Kinerja Program dalam persen,
merupakan perbandingan antara realisasi Indikator
Kinerja Program (5) dan target Indikator Kinerja Program
(4). Data ini diperoleh dari hasil pengisian pada tingkat
PPA BUN. Nilai Realisasi Indikator Kinerja Program
terendah yang diperhitungkan adalah 1% {satu persen).
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(7) Capaian Sasaran Program per Sasaran Program,
merupakan rata-rata geometrik Realisasi Indikator
Kinerja Program dalam persen (6) untuk setiap Indikator
Kinerja Program dalam suatu Sasaran Program.

(8) Capaian Sasaran Program per Program, merupakan rata-
rata geometrik Capaian Sasaran Program per Sasaran
Progam (7) untuk setiap Sasaran Program dalam suatu
program,

(9) Capaijan Sasaran Program PPA BUN, merupakan rata-
rata geometrik Capaian Sasaran Program per program (8)
untuk setiap program dalam suatu PPA BUN. Nilai
Capaian Sasaran Program PPA BUN tertinggi yang
diperhitungkan adalah 100% (seratus persen).

C. Tata Cara Penilaian Kinerja Anggaran BUN tingkat BA BUN, Sub BA BUN,

PPA BUN, dan KPA BUN

1. Penilaian Kinerja Anggaran BUN Tingkat BA BUN
Penilaian Kinerja Anggaran BUN tingkat BA BUN dihitung
berdasarkan rata-rata dari nilai Kinerja Anggaran BUN tingkat Sub
BA BUN.

2. Penilaian Kinerja Anggaran BUN Tingkat Sub BA BUN
Penilaian Kinerja Anggaran BUN tingkat Sub BA BUN dihitung
berdasarkan rata-rata dari nilai Kinerja Anggaran BUN tingkat PPA
BUN lingkup kewenangan Sub BA BUN terkait.

3. Penilaian Kinerja Anggaran BUN Tingkat PPA BUN
Penilaian Kinerja Anggaran BUN tingkat PPA BUN dihitung
berdasarkan nilai EKA BUN atas Aspek Manfaat tingkat PPA BUN
dan rata-rata nilai Kinerja Anggaran BUN tingkat KPA BUN lingkup
kewenangan PPA terkait.
a. Nilai EKA BUN atas Aspek Manfaat

Nilai EKA BUN atas Aspek Manfaat tingkat PPA BUN dilakukan
dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

NKM = CSP

Keterangan:
NKM : Nilai EKA BUN atas Aspek Manfaat tingkat PPA BUN
CSP : Capaian Sasaran Program
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Dari contoh sebelumnya, diperoleh nilai EKA BUN atas Aspek
Manfaat PPA BUN sebagai berikut:
NKM = CSP = 91,12%

b. Nilai Kinerja Anggaran BUN tingkat PPA BUN dilakukan dengan
menghitung rata-rata nilai EKA BUN atas Aspek Manfaat tingkat
PPA BUN dan rata-rata nilai Kinerja Anggaran BUN tingkat KPA
BUN lingkup kewenangan PPA BUN terkait. Rumus untuk
pengukuran tersebut adalah sebagai berikut:

NKM + rata — rata Nilai KPA BUN

NKAPPA = 3

Keterangan:

NKA PPA  : Nilai Kinerja Anggaran BUN tingkat PPA BUN

NKM ¢ Nilai EKA BUN atas Aspek Manfaat tingkat PPA
BUN

Contoh:

Suatu PPA BUN memiliki 3 (tiga) KPA BUN dengan rata-rata
nilai Kinerja Anggaran BUN tingkat KPA BUN sebesar 90,00%,
maka perhitungannya sebagai berikut:

91,12% + 90,00%
2

= 90,56%
Nilai Kinerja Anggaran BUN tingkat PPA BUN tersebut sebesar
90,56%, maka nilai Kinerja Anggaran BUN PPA BUN tersebut
termasuk kategori Sangat Baik.
4. Penilaian Kinerja Anggaran BUN Tingkat KPA BUN
Nilai Kinerja Anggaran BUN tingkat KPA BUN adalah sama dengan
Nilai EKA BUN atas Aspek Implementasi tingkat KPA BUN.
Berdasarkan contoh perhitungan Nilai EKA BUN atas Aspek
Implementasi tingkat KPA BUN tersebut diatas, maka Nilai Kinerja
Anggaran BUN Tingkat KPA BUN adalah sebesar 80,74% (delapan

NKAPPA =

puluh koma tujuh empat persen).
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